
Menimbang :

Mengingat

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR iO TAHUN 2OI9

TENTANG

KEBIJAI(AN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 201.3

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Kebryakan Akuntansi;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aaOQ;
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 1425);

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat diniiai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meiiputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,

penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

7. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang

mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi

Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan

rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun

laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu

masalah yang belum diatur secarajelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

8. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintah.
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9.

10.

-t J.

15.

11.

SAP Berbasis Akrual adalah SAPyang mengakui pendapatan-LO, beban, aset,

utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta

mengakui pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,

aturan-aturan, dan praktik-praktik spesilik yang dipilih oleh suatu entitas

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat SAPD adalah

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

14.

BUD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan

keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna

barang dan BUD yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menlrusun

laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/ pengguna barang yang

berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

(1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah menerapkan SAP Berbasis Akrual.
(2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi

pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

(3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-
unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian

pelaporan keuangan.

(4) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,

penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan

Pernyataan SAP atas:

a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan

b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
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Pasal 3

(1)Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan terdiri dari:

a. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah;

b. Penyaj ian Laporan Keuangan;

c. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

d. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL);

e. Neraca;

f. Laporan Operasional (LO);

g. Laporan Arus Kas;

h. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

i. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Kebijakan akuntansi akun terdiri dari:

a. Akuntansi aset terdiri atas :

1. Akuntansi kas dan setara kas;

2. Akuntansi persediaan;

3. Akuntansi piutang;

4. Akuntansi investasi;

5. Akuntansi aset tetap;

6. Akuntansi dana cadangan; dan

7. Akuntansi aset lainnya.

b. Akuntansi kewajiban;

c. Akuntansi ekuitas;

d. Akuntansi pendapatan-LO

e. Akuntansi pendapatan-LRA;

f. Akuntansi beban;

g. Akuntansi belanja;

h. Akuntansi transfer;

i. Akuntansi pembiayaan; dan
j. Akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi,

perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
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BAB III
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

(l) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan
wajib menJrusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak-
tidaknya terdiri dari:

l. Laporan realisasi anggaran;

2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. Neraca;

4. Laporan operasional;

5. Laporan arus kas;

6. Laporan perubahan ekuitas; dan

7. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi
untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang

setidak-tidaknya terdiri dari:

1. Laporan realisasi anggaran;

2. Laporan operasional;

3. Laporan perubahan ekuitas;

4. Neraca, dan

5. Catatan atas laporan keuangan.

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD
wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setidak-tidaknya terdiri dari:
l. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

2. Laporan arus kas; dan

3. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12

Tahun 20 14 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang

Mongondow dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal lA Desanbc, 2ol9

i
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /

\AW"TREDJ. MoKoAGow, 
\_,

Diundangkan di Lolak

pada tanggal iL De s tnb' 2019

LAANG MONGONDOW,

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR 5O
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONCONDOW

NOMOR : 50 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 DESEMBER 2019
TENTANG : KEBIJAI(AN AKUNTANSI

KERAITGI(A KONSEPTUAL KTBIJAXAI{ AKUI{TANSI
PEMERINTNI KABUPATEI{ BOLAATTG MONGOITDOW

A. PEI{DAHT'LUAJT

I. TrrJuan
1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Bolaang Mongondow mengacu pada Kerangka Konseptual Standar
Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari
penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Kerangka konseptual mengakui adanya kendala dalam pelaporan
keuangan.

2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini
adalah sebagai acuan bagt :

a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi
yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;

b) auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan

c) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
kebijakan akuntansi.

3. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat
masalah akuntalsi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi.

4. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian
laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalarn rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan
antar periode

6. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan
akuntansi, maka ketentuan kebijakan aluntansi diunggulkan relatif
terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik
demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan
kebijakan akuntansi di masa depan.

II. Ruang Ltnglup
7. Kerangka Konseptual ini membahas:

(a) Tujuan Kerangka Konseptual;
(b) Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Daerah;
(c) Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
(d) Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
(e) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
(f) Unsur/Elemen I apolarr Keuangan;
(g) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
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(h) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
(i) Asumsi Dasar;
(j) Prinsip-Prinsip;
(k) Kendala Informasi Akuntansi; dan
(1) Dasar Hukum.

8. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas
akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak
termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTA}IAN DAERAII

9. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh
terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

10. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu
dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan
keuangan adalah sebagai berikut :

(a) Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan:
(1) bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;
(21 sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar

pemerintah;
(3) adanya pengaruh proses politik;
(4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan

pemerintah daerah.
(b) Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian :

(1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan
sebagai alat pengendalian;

(21 investasi dalam aset yang tidak iangsung menghasilkan
pendapatan.

(3) Penyusutan nilai aset tetap sebagai sumber daya ekonomi karena
digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan
11. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas

demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan
kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan
dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di
antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk
mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan
penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggaraan pemerintah
daerah. Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, diberlakukan
otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota dan/atau Provinsi, sehingga
pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki kewenangan
mengatur dirinya dalam urusan-urusan tertentu

72. Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, pihak eksekutif
men5rusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk
mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas
penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan ralryat.
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Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah
13. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem

Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota. Pemerintah yang lebih luas
cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih
sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau
bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem
bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas
pemerintahan.

Pengaruh Proses Politik
t4. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah
berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan
mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari
pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi
kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan
keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk
menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah
15. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa pajak

pemerintah pusat maupun pajak daerah meskipun pemungutannya
dilakukan oleh pemerintah daerah. Mekanisme otonomi memungkinkan
adanya bagi hasil atas pemungutan pajak-pajak tersebut.
Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara
langsung atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk retribusi, sebagian
pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam
rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang
dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan
pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat
tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan
keuangan, antara lain sebagai berikut:
(a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang

sifatnya sukarela.
(b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti
penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai
tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.

(c) Elisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan
dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering
sukar diukur sehubungan dengan pelayanan oleh pemerintah daerah.

(d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan
pemerintah daerah adalah relatif sulit.

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat
Pengendalian
16. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil

kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang
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ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan
pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut
atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit
atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan
pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan
pelaporan keuangan, antara lain karena:
(a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
(b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan

antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
(c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi

hukum.
(d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.
(e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan

pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungiawaban
pemerintah daerah kepada publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan pendapatan
17. Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset

yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah
daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, ja1an, taman, dan kawasan
reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang
lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai
diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan
demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan
fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak
menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah,
bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk
memeliharanya di masa mendatang.

Penyusutan Aset Tetap
18. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu

seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas.
Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset
dilakukan penyesuaian nilai.

C. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
Peranan Laporan Keuangan
19. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi
yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.
Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang
telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan
efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan.

20. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-
upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan
untuk kepentingan:
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Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan
sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk
kepentingan masyarakat.
Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungiawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber
daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan.
Keseimbangan Antar Generasi (Intergenerational equitgl
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah
penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk
membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah
generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban
pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan
sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai
kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan
27. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan
membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik
dengan:
a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode bedalan

cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber

daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang
ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang
telah dicapai.

d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal
dari pungutan pajak dan pinjaman.

f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan,
sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

d.
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22. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah
daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber
daya keuangan/ ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang
pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan
Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

D. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INF'ORMASI
Pengguna Laporan Keuangan
23. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan

pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada :

(a) masyarakat;
(b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
(c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan

pinjaman; dan
(d) pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat).

Kebutuhan Informasi
24. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk

memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan
demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk
memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

25. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di
dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan
perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

E. KARAJTTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN
26. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya.
Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi
kualitas yang dikehendaki:
a) Relevan;
b) Andal;
c) Dapat dibandingkan;
d) Dapat dipahami;

Relevan
27. Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi

yang termuat di dalamnya dapat mempengarLlhi keputusan pengguna
laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa
masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi
hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi
laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan
maksud penggunaannya.

28. Informasi yang relevan harus:
a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback ualuel, artinya bahwa laporan

keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang
memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi
ekspektasinva di masa lalu:
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Memiliki manfaat prediktif (predictiue ualue\, artinya bahwa laporan
keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna
Iaporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil
masa lalu dan kejadian masa kini;
Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah
harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna
untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah
daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
pembuatan keputusan pengguna laporan.
Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang
termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar
kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal
29. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari

pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap
kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang
relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan
maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:
a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah

daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur
transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang
secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;

b. Dapat diverifikasi (uerifiabilitgl, artinya bahwa laporan keuangan
Pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan
apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda,
hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;

c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum
dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan
30. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan

lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode
sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada
umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah
yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang
lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan,
perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode
terjadinya perubahan tersebut.

d.
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Dapat Dlpahami
31. Informasi yang disajikan da,lam laporan keuangan harus dapat dipahami

oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta
istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna
Iaporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan
yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah daerah,
serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi
yang dimaksud.

F. UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN
32. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

(a) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas
akuntansi berupa:
. Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
o Neraca SKPD;
. Laporan Operasional;
. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

(b) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas
akuntansi berupa:
. Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
r Neraca PPKD;
. Laporan Arus Kas;
. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
. Laporan Operasional;
. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
o Catatan atas Laporan Keuangan PPKD;

(c) Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan
pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:
. Laporan Realisasi Anggaran
. Laporan Perubahan SAL/SAK ;

o Neraca;
. Laporan Operasional;
. Laporan Perubahan Ekuitas;
. Laporan Arus Kas ; dan
. Catatan atas Laporan Keuangan.

33. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan
wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang

diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory
reportsl.

Laporan Reallsasi Anggaran
34. Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan

laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber
daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam
satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah
memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran
SKPD/PPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan antara
anggaran dengan realisasinya menuniukkan tingkat ketercapaian target
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yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan
perundang-undangan.
Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran
terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-
masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
(a) Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara

Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

(b) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih datam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah daerah.

(c) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.

(d) Pembiayaan lftnancingl adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang
tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar
kembali danf ataw yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,
yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan
untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

(e) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman
dan/atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain
digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian
pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh pemerintah
daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
36. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan

atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.

Neraca
37. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas

pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
38. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Masing-masing unsur didelinisikan sebagai berikut:
(a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki

oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.

(b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.
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39.

(c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi
aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun
tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa
aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.
Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset
diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat
dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebaeai aser
nonlancar.
Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang,
dan persediaan.
Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak
berwrrjud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk
kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.
Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset
tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan
maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam
jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang
meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen
antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam
proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi
permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi
permanen lainnya.
Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam
h6h 

^a-;^ ^ -PrrrSLUo.arr.
Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk
dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama
(kemitraan).

Kewajiban
46. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah

mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya
mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan
datang.

47. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau
tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks
pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber
pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas
pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban
pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang
bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

48. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi
dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

+!.

42.

45.
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49. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan
kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas
bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah
kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas
50. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal
laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan
perubahan ekuitas

Laporan Operaslonal
51. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah
untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode
pelaporan.

52. Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-
LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat
dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah
daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih

c. Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana
perimbangan dan bagi hasil

d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di
luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

Laporan Arus Kas
53. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi

mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode

akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus
kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo

kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
54. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan

pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut
(a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara

Umum Daerah.
(b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara

Umum Daerah.

Laporan Perubahan Ekultas
55. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
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Catatan atas Laporan Keuangan
56. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan
Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang
dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan
dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas
Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
(a) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas

akuntansi
(b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi

regional/ekonomi makro;
(c) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun

pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;

(d) Menyajikan informasi tentang dasar penlrrsunan laporan keuangan
dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

(e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan
pada lembar muka laporan keuangan;

(f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan;

(g) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (on the face)
Iaporan keuangan.

G.
57.

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,
kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-
LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan
pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah
uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian
atau peristiwa terkait.
Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa
untuk diakui yaitu:
a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan

kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk
ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

59. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria
pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.
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Kemungkinaa Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan ?erJadt
60. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar

manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat
kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan
dengan pos atau kejadian/ peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke
entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi
ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian
derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan
dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat pen)'usunan
laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran
61. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat

peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun
ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak.
Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak
mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

62. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila
kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi
peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset
53. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh

pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal.

64. Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban
dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas
masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap
masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

65. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain
bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah
lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses
pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan
melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik
pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan
pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk
pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai
penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika
pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak
mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan KewaJiban
66. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber

daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada
sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut
mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

67 . Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat
kewaiiban timbul.
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Pengakuan Pendapatan LO dan pendapatan LRA
68. Pendapatan-Lo diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut

atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
69. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas umum

Daerah atau oleh entitas pelaporan.
70. Pendapatan-Lo diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan

apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi
perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan
penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas
yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penerapan.
Dengan demikian, Pendapatan-Lo diakui pada saat kas diterima baik
disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Sedangkan
pengakuan pendapatan-LO pada saat pen',usunan laporan keuangan
dilakukan penyesuaian.

7I. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui
dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai
badan layanan umum daerah.

Pengakuan Beban dan Belanja
72. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi

aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
73. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungiawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan.

74. Pengakuan beban pada periode berjalan di pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat
diterbitkannya SP2D belanja dan pertanggungjawaban (spJ), kecuali
pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat
pen1rsunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

75. Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut permendagri No. 13
tahun 2O06, Permendagri No. 59 tahun 2007 dan permendagri No. 2l
tahun 2011 dengan klasifikasi belanja menurut dalam pp No. 7r tahun
2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2OI3, maka dilakukan
mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan ApBD
dengan klasifikasi belanja menurut pp No. 71 tahun 2010 yang akan
dilaporkan dalam lembar muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

H. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah
menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran
kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbaian yang diberikan
untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar
sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan
terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan

77.
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menggunakan nilai tukar/ kurs tengah bank sentral yang berlaku pada
tanggal transaksi.

I. ASUMSI DASAR
78. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah

anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan
agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:
a. asumsi kemandirian entitas;
b. asumsi kesinambungan entitas; dan
c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement\

Kemandirian Entitas
79. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah

sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit
yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan
keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan
dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini
adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan
melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung
jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk
kepentingan y'urisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau
kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi
akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program
dan kegiatan yang telah ditetapkan.

80. Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi.

81. Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa
laporan keuangan Pemda.

82. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja penguna anggaran fpengguna
barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan
PPKD.

Kesinambungan Entitas
83. Laporan keuangan Pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa

Pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud
untuk melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang lMonetary MeasuremenQ
84. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan

yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam
akuntansi.

J. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
85. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai

ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi
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dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan
kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan
keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang
digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:
a) basis akuntansi;
b) prinsip nilai perolehan;
c) prinsip realisasi;
d) prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
e) prinsipperiodisitas;
f) prinsipkonsistensi;
g) prinsip pengungkapan lengkap; dan
h) prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi
86. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah

daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas
dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan
operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya
laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah
wajib menyampaikan laporan demikian

87. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk
memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di
Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban
diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai
kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti
bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

88. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas
maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan
penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah
atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui
pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak
menggunakan istilah laba, meiainkan menggunakan sisa perhitungan
anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan
anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan
penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

89. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian
atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah,
bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilal Perolehat (Hlstorlcal Cost Prtnclple)
90. Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar

nilai wajar dari imbalan (considerationl untuk memperoleh aset tersebut
pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan
akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang
dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

91. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang
lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam
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hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau
kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi lRealizatlon Prtnctplel
92. Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD

selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja
daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.

93. Prinsip layak temu biaya-pendap atan (matching cost against reuenue
pinciplel tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah
daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinslp Substansi Mengunggull Bentuk Formal lSubstance Oaer Forrn
Prtnclplel
94. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan waj ar

transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi
atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan
substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek
formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak
konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus
diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Perlodisitas lPeriodtcttg Princtplel
95. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah perlu

dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah
daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat
ditentukan.
Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.
Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

Prinsip Konsistensi (Conslstencg Prtnctplel
96. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang

serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi
internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari
satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

97. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode
yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari
metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan
metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (fult Disclosure Princlplel
98. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka
(on ttte facel laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Prtnctplel
99. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
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100. Faktor pertimbangan sehat bagi pen1rusun laporan keuangan Pemerintah
daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan
keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan
mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan
pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat
melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau
pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja
tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan
pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana
cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang
terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang
terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

K. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL
101. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang

tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan
informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan
Pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan (limitationsl atau karena
alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam
mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:
a. Materialitas;
b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas
102. Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala

informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi
kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar
informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat
103. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan

keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang
diperlukan untuk pen5rusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan
keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang
manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun
demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan
yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna
informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif
104. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai

suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang
diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah.
Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus
berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat
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kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut mempakan
masalah pertimbangan profesional.

L. DASARHUKUM PELAPORAN KEUANGAN
105. Pelaporan keuangan Pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara
lain:
a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian

yang mengatur keuangan negara;
b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-undang No. l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12

TAhun 2008;
f. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OIO tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan
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KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENYA"'IAN LIIPORAN KEUANGAN

PENDAIIULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan

keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statementsl

dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik

terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan

seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan,

pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi

laporan keuangan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar

pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan

transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur

dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

4. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan

dengan basis akrual.

5. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud

dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga

pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses

donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi

(Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi

laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan

keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya sepefti laporan

tahunan.

6. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas

akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan entitas

akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten

Bolaang Mongondow, tidak termasuk perusahaan daerah.
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BASIS AKUNTANSI

7. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah

yaitu basis akrual.

DEFINISI

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi

ini dengan pengertian:

Anqearan Pendapatan dan Belania Daerah (APBD) adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada

Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwrrjud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud lisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk
digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Belania adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
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Dana Cadansan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat

dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan

menJrusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat

ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung

seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa la1u yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah daerah.

Laporan keuanean qabunqan adalah suatu laporan keuangan yang

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansl

sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuansan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di

antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uane asinq adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji

suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna

yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada

hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari

keadaan khusus di mana kekuransan atau salah saii teriadi.
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Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
Iihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar.

Pembiayaan (ftnancingl adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah.

Penl'usutan adalah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assetsl selama masa manfaat
aset yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perrengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Pos luar biasa adalah pendapatan ruar biasa/ beban luar biasa yg terjadi
karena kejadian atau transaksi yg bukan merupakan operasi biasa, tidak
diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendari atau
pengaruh entitas bersangkutan

Rekenine Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Saldo Aneearan Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari
akumulasi siLPA/siKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan
Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang
asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
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Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan.

Sisa lebih/kurane pembiavaan aneearan (SiLPA/SiKPA) adalah selisih

lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama

satu periode pelaporan.

Surplus / Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA

dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defrsit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban

selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit
dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa

Taneeal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaporan.

TUJUAN LI\PORAN KEUANGAN

11. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan

suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

12. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah
untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber
daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi;

d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;

e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
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13. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai

dengan anggaran; dan

b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DpRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai entitas dalam hal:

a) aset;

b) kewajiban;

c) ekuitas;

d) pendapatan-LRA;

e) belanja;

fl transfer;

g) pembiayaan;

h) saldo anggaran lebih;

i) pendapatan -LO;
j) beban; dan

k) arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi
tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat
sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk
laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan
keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu
para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan
pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan
ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam
bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan
prograrn dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas
selama periode pelaporan.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

17. Tanggung jawab penfrsunan dan penyajian laporan keuangan berada
pada pimpinan entitas.

14.

15.

16.
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KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

18. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan

pokok adalah:

a) Laporan Realisasi Anggaran;

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

c) Neraca;

d) Laporan Operasional (LO);

e) Laporan Arus Kas;

f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g) Catatan atas Laporan Keuangan.

19. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap

entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang

mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL

yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas

pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

20. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan

tertentu pada lembar muka (on tte facel laporan keuangan,

mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka

laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan

merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan akuntansi ini yang

dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan

situasi masing-masing.

Identifikasi Laporan Keuangan

21. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari

informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

22. Kebtjakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak

untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau

dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat

membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari

informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam

kebijakan akuntansi ini.

23. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di

samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan

diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh

pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
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24.

25.

a) nama SKPD/PPKD/PEMDA (entitas);

b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau
gabungan dari beberapa entitas akuntansi;

c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan,
yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;

d) mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada

laporan keuangan.

Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang
penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat
mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.
Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi
disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. penyajian demikian ini dapat
diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka
diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan

26. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan
laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih
panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan
informasi berikut:

a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti

arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
27. Dalam situasi tertentu suatu entitas harus mengubah tanggal

pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun
anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah
penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan
untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat
diperbandingkan.

Tepat Slaktu
28. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia

bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.
Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas
pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan
pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan
keuangan entitas akuntansi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah
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berakhirnya tahun anggaran, sedangkan laporan keuangan entitas
pelaporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran.

Laporan Reallsasi Anggaran

29. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan

pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

30. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan

penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh

SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan.

31. Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-kurangnya

unsur-unsur sebagai berikut:

a) Pendapatan-LRA;

b) belanja;

c) surplus/defisit;

d) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran PPKD dan Pemerintah Daerah menyajikan

sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

a) pendapatan-LRA;

b) belanja;

c) transfer;

d) surplus/delisit-LRA;

e) pembiayaan;

f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

32. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara

anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

33. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas

Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang

mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan

moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara

anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut
angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

34. Pengaturan lebih lanjut tentang Laporan Realisasi Anggaran dan

pengungkapannya diatur dalam Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi

Anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebth (SAL|

35. Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode

sebelumnya pos-pos berikut:
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a) Saldo Anggaran Lebih awal;

b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnva: dan
e) Lain-lain;

f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Neraca

36. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/ entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

37. Nilai ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

38. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan
Perubahan Ekuitas.

Klasifikasi

39. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengklasifikasikan

asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan

kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang

dalam neraca.

40. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan setiap

pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan

akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima

atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
41. Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan

barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan

pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan

nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-

barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan

yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

42. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan

bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas

akuntansi/ entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset

nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga

bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset

lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek dan jangka panjang.
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43. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
a) kas dan setara kas;

b) investasi jangka pendek;

c) piutang pajak dan bukan pajak;

d) persediaan;

e) investasi jangka panjang;

0 aset tetap;

g) aset lain-lain;

h) kewajiban jangka pendek;

i) kewajiban jangka panjang;

j) ekuitas.

44. Pengaturan lebih lanjut tentang neraca dan pengungkapannya diatur
dalam kebijakan akuntansi neraca.

Laporan Arus Kas

45. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan,

perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo

kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun
dan disajikan oleh PPKD sebagai unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum.

46. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

47. Penyajlan laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan

dengan arus kas diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Akuntansi tentang

Laporan Arus Kas.

Laporan Operasional

48. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

b) Beban dari kegiatan operasional;

c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;

d) Pos luar biasa, bila ada; dan

e) Surplus/defisit-LO.

Laporan Perubahan Ekuitas

49. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang

sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defi sit-LO pada periode bersangkutan;
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c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,

yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,

misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi

pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap

karena revaluasi aset tetap; dan

d) Ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan

Struktur
50. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan

atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan

sebagai berikut:

a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, dan ekonomi makro;

c) Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan selama tahun pelaporan

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian

target;

d) Informasi tentang dasar pen1rusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada

lembar muka laporan keuangan;

f) Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang waj ar, yang

tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

51. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan

Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi

terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

52. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi
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Pemerintah Daerah ini serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti

kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

53. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan

penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat

digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Penyajian Kebljakan-kebiJakan Akuntansi
54. Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan

hal-hal berikut ini:

a) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan;

b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan

dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi

diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan

c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami

laporan keuangan.

55. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran

yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.

Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan

Iaporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai

untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan

basis pengukuran tersebut.

56. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu

diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah

pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami

setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-

kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-

hal sebagai berikut:

a) Pengakuan pendapatan-LRA;

b) Pengakuan pendapatan-LO;

c) Pengakuan belanja;

d) Pengakuan beban;

e) Prinsip-prinsip peny'usunan laporan konsolidasian;

f) Investasi;

g) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak
berwujud;
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h) Kontrak-kontrak konstruksi;

i) Kebijakan kapitalisasipengeluaran;
j) Kemitraan dengan fihak ketiga;

k) Biaya penelitian dan pengembangan;

l) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;

m) Dana cadangan;

n) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

57. Setiap entitas akuntansi/ entitas pelaporan perlu mempertimbangkan

sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan

informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya

dari iuran wajib (nonreciprocal reuenue\, penjabaran mata uang asing, dan
perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

58. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang

disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain

itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan

diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.

Pengungkapan-Pengungkapan Lalnnya

59. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila

belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan,
yaitu:

a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta iurisdiksi dimana

entitas tersebut beroperasi;

b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;

c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan

operasionalnya.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI

LIIPORAN RIALISASI ANGGARAN BERBASIS I(AS

DAI{ LIIPORAN PERUBAHAN SALDO AT{GGARAN LEBIH

PENDATIULUAN

Tujuan

l. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran dan

Laporan Saldo Anggaran L,ebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka memenuhi

tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan

anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah

Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan

tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif

dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Laporan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan

atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan dalam

penyajian LRA yang disusun oleh SKPD/BLUD, PPKD, dan pemerintah

daerah.

4. Kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) hanya disajikan

oleh entitas pemerintahan (Pemerintah Daerah).

MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan

dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi

para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi

sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas

akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

(a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi;
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(b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara
menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah
daerah dalam hal elisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai
kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara
menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat
menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi
perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
(a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
(b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (ApBD); dan
(c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan
pengertian:

Ansqaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ApBD) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan

secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit
organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah
dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Belania adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah daerah.

Dana Cadanqan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban berupa
laporan keuangan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
dan membayar seluruh pengeluaran pemerintah Daerah.
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Kebiiakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesilik yang dipilih oleh

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu

dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana

perimbangan dan dana bagi hasil.

Pembiayaan (financine) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

anggaran.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Rekeninq Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada

bank yang ditetapkan.

Surolus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan

belanja selama satu periode pelaporan.

Sisa lebih/Kurans Pembialr'aan Aneearan (SiLPA/SiKPA) adalah selisih

lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan belanja, serta

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu

periode pelaporan.

Surplus/Defisit LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA

dan belanja selama satu periode pelaporan

Saldo Angearan Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari
akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun

berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan
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STUKTUR LAPORAN R"EALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN SALDO

ANGGARAN LEBIH

8. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-

LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-

masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

9 Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas,

dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi

berikut:

(a) nama SKPD/PPKD/Pemda;

(b) periode yang dicakup;

(c) mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan

(d) satuan angka yang digunakan.

10. Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan
gunggungan (akumulasi) saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan

dibandingkan tahun sebelumnya.

PERIODE PELAPORAN

11. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih disajikan
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal

laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan
disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu
tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

TEPAT WAKTU

12. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan
tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti
kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan
pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan
laporan keuangan tepat waktu.

13. Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan
Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran. Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi
Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhimya tahun
anggaran.
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ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS I(AS DAN SALDO

ANGGARAN LEBIH

14. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga

menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan

pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

15. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja,

transfer, surplus/ defi sit, dan pembiayaan dengan anggarannya.

16. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

17. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos

sebagai berikut:

(a) Pendapatan-LRA;

(b) Belanja;

(c) Transfer;

(d) Surplus atau deflsit-LRA;

(e) Penerimaan pembiayaan;

(f) Pengeluaran pembiayaan;

(g) Pembiayaan neto; dan

(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

18. Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai berikut:

(a) Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu;

(b) Penggunaan Saldo Anggaran;

(c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA);

(d) Koreksi/ Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;

(e) Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan.

INFORIVIASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

19. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan-LRA

menurut kelompok dan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi

Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan

atas Laporan Keuangan.

20. Pos pendapatan-LRA yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis

pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi

Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2 1 . Entitas akuntansi/ entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja

menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pada laporan

K.hiana. ttu da'.u - -4P4 14. -4? - 54r' Hal -5



entitas pelaporan, klasilikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam
catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi
disajikan dalam catatan atas laporan keuangan

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

22. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang
rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut
kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

23. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas

akuntansi/ pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran dalam dua
format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan PP No 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 20O6 yang telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2l Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

24. Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dalam format

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 7l Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan keuangan pokok dan format
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2O06 yang telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 1 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai

lampiran. Laporan Realisasi Anggaran disajikan semester dan tahunan.
Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,

surplus dan defisit, pembiayaan dan sisa lebih (kurang) pembiayaan

daerah.

25. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2O1O tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan dan format Peraturan Menteri Dalam Negeri No

13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan dalam lampiran
kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan

bukan merupakan baeian dari kebiiakan akuntansi. Tujuan lampiran ini
adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.
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26. Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan
Realisasi Anggaran dalam format sesuai dengan peraturan pemerintah No
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan sebagai laporan
keuangan pokok dan format sesuai dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kari diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2l Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai lampiran.
contoh format Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Daerah sesuai
dengan Laporan Realisasi Anggaran peraturan pemerintah No 71 Tahun
2010 tentang standar Akuntansi pemerintahan dan peraturan Menterr
Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan dalam rampiran
kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan

. Tujuan lampiran ini
adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

FORMAT LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH
28. PPKD selaku Bendahara umum Daerah dan pemerintah Daerah selaku

entitas pelaporan yang menyajikan raporan keuangan konsolidasian
menyajikan format Laporan Saldo Anggaran Lebih sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi
Pemerintahan.

29. contoh format Laporan perubahan SAL menurut peraturan pemerintah No
71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi pemerintahan disajikan dalam
lampiran kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi

!. Tujuan lampiran
ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

27.
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PEMERINTAH....
SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

lLampiran II.2-1 LRA SKPD format pp 71/ 2010)

Dalam Ru

Uraian Realisasi
2OxI

Realisasi
2Oxo

Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan pajak daerah
Pendapatan retribusi

daerah
Pendapatan hasil

pengelolaan
Kekayaan daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yans Sah

dan Jasa
Belania Modal
Belania Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin

a Gedung dan Banzunan
Belanja Jalan,Irigasi dan

Belanja Aset Tetap Lainnya
Belania Aset Lain

Kel.fuA4e 4/44t4't4i - r'Ri lae -4?- Srll
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PEMERINTAH....
SKPD ..................

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER...

(Lampiran II.2-2 LRA SKPD fomLat Permendagi 13/ 2006 gang terakhir diubah dengan
Pemendagi 21/ 201 1)

Anggaran
Setelah

Perubahan

Pendapatan paiak daerah
Pendapatanretribusi daerah
Pendapatan hasil pengelolaan
Kekayaan daerah yang

Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah vanq Sah

Belania Barang dan Jasa

<?nqb444 444,.r4,t4 - ZP4 /44 .4? - S'4.4 Hal -9

Nomor
Urut Uraian Realr'sasi Lebih

{Kurans)
1 Pendapatan
1.1 Pendapatan Asli Daerah
1.1.1
1 .t.2
1.1.3

1.1.4

Jumlah
2 Belania
2.1. Belania Tidak Langsung
2.1.1 Belania Pegawai
2.2 Belania Langsung
2.2.1 Belania Pegawai
2.2.2
2.2.3 Belania Modal

Jumlah
Surplus / fDefisit)



PEMERINTAH....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Lampiran II.2-3
LRA PPKD Format PP 71/ 2010)

(Dalam
Bupfah)

No
Urut Uraian

Anggar
an

2Oxr

Realisa
si 20X1

o/o Realisa
si

20x0
1 Pendapatan Transfer
1.1 Transfer Pemerintah Pusat

Dana Perimbanqan
1.1.1 Dana Bagi Hasil
r.1.2 Dana Basi Hasil Paiak
1.1.3 Dana Bagi Hasil Bukan

Pajakl
Sumber Daya Alam

T.1.4 Dana Alokasi Umum
f.i.5 Dana Alokasi Khusus
r.2 Transfer Pemerintah Pusat

Lainnva
I.2.I Dana Otonomi Khusus
1.2.2 Dana Penyesuaian
1.3 Transfer Pemerintah Propinsi/

Pemerintah Daerah Lainnva
1.3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya

r.3.2 Pendapatan Bagi Hasil
Lainnya dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnva

1.3.3 Bantuan Keuangan dari
Provinsi

atau Pemerintah Daerah
lainnva

2 Lain-Lain Pendapatan yang
Sah

2.r Pendapatan Hibah
2.2 PendapatanDana Darurat

Pendapatan
2.3 Pendapatan Lainnya

Jumlah Pendapatan
2 Belanja
2.r Eqiqnja Operasi
2.1.r Bunga
2.r.2 Subsidi
2.r.3 Hibah
2.t.4 Bantuan Sosial
2.2 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga

Ke/ni4444 t1444t44ii - -4R 1 /44 ^4?- Srl-4
Hal - 10



Jumlah Belania
2.3 Transfer

Bagi Hasil
Bagi Hasil Retribusi

Jumlah Transfer
SURPLUS/ (DEFISIT)

3. Pembiayaan Daerah
3.1 Penerimaan Pembiayaan

Daerah
3.1.1 Penggunaan SiLPA
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Piniaman Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembali

Pemberian
Pinjaman

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah
Jumlah Penerimaan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan
Daerah

3.2.r Pembentukan Dana
Cadangan

3.2.2 Penyertaan Modal (lnvestasi)
Pemerintah Daerah

3.2.3 Pembayaran Pokok Utans
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan Neto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA)
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PEMERINTAH....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Lampiran II.2-4 LRA SKPD format permendagi 13/ 2006
gang terakhir diubah dengan permendagri 21/ 201 1)

(Dalam

Anggaran
Setelah

Perubaha
n

Lebih
(Kurang)

Dana Perimbanqan

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajakl
Sumber

Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah

Pendapatan Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi
dan Pemerintah Daerah Lainn
Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah lainn

Jumlah Pendapatan
Belania
Belania Tidak Lan

Belania Bun
Belanja subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belania Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuan

a Tidak Terdu
Jumlah Belania

SURPLUS / (DEFIS
Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiavaan Daerah

Penggunaan SiLPA
Pencairan Dana Cad
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang

Penerimaan Piniaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian

Penerimaan Piutang Daerah

Ke/ai4444 /1444t4t4i - .4Rt1 /44 r'?- 511.4
Hal - 12

No
Urut Uraian Realisasi

I Pendapatan
1.1
1.1.1 Dana Bagi Hasil
1.1.1.
1

1.1.1.
2

r.1.2
1. 1.3
1.2

r.2.1
r.2.2
1.2.3

t.2.4

t.2.5

2
2.1
2.T.1
2.r.2
2.r.3
2.1.4
2.r.5
2.1.6
2.r.7

3.
3.1

3.1.1
3.r.2
3.1.3

3.1.4
3.1.5

3.1.6



Jumlah Penerimaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.2.r Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal (lnvestasi)

Pemerintah Daerah
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Penqeluaran
Pembiayaan Neto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA)

Kd.i4l44 /444st4.t4i - r'Ri dat .4?- Srl/
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2OXI DAN 2OXO

(Lampiran IL2-S LRA Pemerintah Daerah Format pp 71/ 20 j0)

Dalam Ru

Anggara
n

2]xr
Realisasi

2OXI
Realisasi

2Oxo

Pendapatan Asli Daerah
Pe4dapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang

Pendapatan Asli Daerah
Lainnya

Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Transfer Pemerintah Pusat-

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian

Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Lain-lain Pendapatan yanq Sah
tan Hibah

Pendapatan Dana Darurat

Jumlah Penda

Belanja Pegawai
Belania Bara

Subsidi

K{ni4l44 4&ata,ae - .4Rt4 d44 .4?- Srll
Hal - 14

NO Uraian
(%)

1 Pendapatan
1.1
1.1.1
1,T.2
1. 1.3

1.1.4

r.2
1.2.1

r.2.t.
1

t.2.r.
2
T.2,1.
3
1.2.1,
4
1.2.2

r.2.2.
1

r.2.2.
2
r.2.3
r.2.3.
1

t.2.3.
2
T,4
1.4.7
1.4.2
1.4.3 Pendapatan Lainnya

2 Belanja
2.r Belania Operasi
2.t.1
2.t.2
2.r.3 Bunga
2.r.4
2.1.5 Hibah



2.r.6 Bantuan Sosial
2.2 Eqlqnja Modal
2.2.r Belanja Tanah
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin
2.2.3 Belanja Gedung dan

Bangunan
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan
2.2.5 Belan a Aset Tetap Lainnya
2.2.6 Belan a Aset Lainnya
2.3 Belanja Tidak Terdusa
2.3.r Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belania
2.4 Transfer
2.4.r Bagi Hasil Retribusi
2.4.2 Bagi Hasil Pendapatan

Lainnya
Jumlah Transfer

SURPLUS / (DEFISIT)
.) Pembiayaan
3.1 Penerimaan Pembiavaan
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA)
3.r.2 Pencairan Dana Cadangan
3. 1.3 Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan
3.t.4 Penerimaan Pinjman Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian

Piniaman Daerah
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah

Jumlah Penerimaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.r Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah
3.2.3 Pembayaran Pokok Utane
3.2.4 Pemberian Piniaman Daerah

Jumlah Pengeluaran
PEMBIAYAN NETO

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA)
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PEMERINTAH....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....
(Lampiran II.2-6 LRA SKPD format Permend.agi 13/ 2006 gang terakhir diubah dengan

Permendagn 21/ 2011)

(Dalam

Anggaran
Setelah

Perubaha
n

Lebih
(Kurang)

Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan pajak daerah
tan retribusi daerah

Pendapatan hasil pengelolaan
Kekayaan

daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang
Sah

Dana Perimbangan
Dana Baei Hasil
Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan pajakl
Sumber

Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Pendapatan Hibah

Dana Bagi Hasil Pajak dariprovinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnva
Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah lainnva

Jumlah Penda

Belania Tidak Lan

Belanja subsidi
Belanja Hibah
Eelanja Bantuan Sosial

a Bantuan Keuan
Belanja Tidak Terd

Jumlah Belania Tidak Lanssun

K44i4144 ,4A4a44i - ZRt4 d44 .4? - Srll
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No
Urut Uraian Realisasi

I Pendapatan
1.1
1.1
1.1.1
1.T.2
1.1.3

1.T,4

Jumlah
r.2
t.2.r
r.2.1.
1

r.2.t.
2

r.2.2
r.2.3
1.3

1.3. 1

r.3.2 Dana Darurat
1.3.3

r.3.4

1.3.5

2 Belanja
2.1
2.r.1 Belanja Bunga
2.1.2
2.r.3
2.L4
2.r.5 Belanja Bagi Hasil
2.I.6
2.r.7

2 Belan_ia



2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.3 Belanja Modal

Jumlah Belan ja Langsung
Jumlah Belan ja

SURPLUS/ (DEFISIT)
3. Pembiayaan Daerah

3.1 Penerimaqn Pembiayaan Daerah
3.1.1 Penggunaan SiLPA
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3. 1.3 Hasil Penjuaian Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan
3.r.4 Penerimaan Piniaman Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman
J.I.O Penerimaan Piutans Daerah

Jumlah Penerimaan
J.Z Pengeluaran Pembiayaan Daerah

J.Z.I Pembentukan Dana Cadansan
3.2.2 Penyertaan Modal (lnvestasi)

Pemerintah Daerah
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
3.2.4 Pemberian Piniaman Daerah

Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan Neto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA)
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PEMERINTAH....
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER....

No
Urut URAIAN 20x0 20x1

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran tahun berfalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun

Sebelumnva: dan
Lain-1ain;

6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

<dllala" ,4aa4aar| - -4P,4 /a4 -4p- 5,4r' Hal - 18



KEBIJAKAN AKUNTANSI

NERACA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar

penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan

Pemerintah Bolaang Mongondow dalam rangka memenuhi tujuan

akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan.

2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/ entitas

pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal

tertentu.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun

dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk

tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan

daerah.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi

ini dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara

karena alasan sejarah dan budaYa.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk

digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar'

<4tiala' 4&.'.ra,'a - ?leaa Hal -1



Dana Cadansan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi

dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD'

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat

ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan'

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah daerah.

Laporan keuansan gabunsan adalah suatu iaporan keuangan yang

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi

sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuansan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di

antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uanq asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Nilai wa.iar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar lihak

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar'

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah

daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan.

Tansgal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaporan.
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I(LASIFIKASI

5. Setiap entitas akuntansi/ entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya

dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya

menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

6. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos

aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan

diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau

dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

7. Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan

barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan

pemerintahan, perlu adanya klasilikasi terpisah antara aset lancar dan

nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-

barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan

yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang'

8. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan

bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas

akuntansi/ entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset

nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga

bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset

lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek dan jangka panjang.

9. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

(a) kas dan setara kas;

(b) investasi jangka pendek;

(c) piutang;

(d) persediaan;

(e) investasi jangka panjang;

(f) aset tetap;

(g) kewajiban jangka pendek;

(h) kewaj iban jangka panjang;

(i) ekuitas.

10. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika

penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan

suatu entitas akuntansi/ entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan

pada faktor- faktor berikut ini:

(a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
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(b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;

(c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

11. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur
dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset

tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya
dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

PENYAJIAN NERACA

12. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan entitas
akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyajikan neraca dalam dua
format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan pp No 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang telah beberapa
kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 1 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua peraturan Menteri Dalam Negeri No 13

Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
13. Neraca sKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi disajikan dengan

format Permendagri No 13/2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Permendagri No 2112011. sedangkan neraca pemerintah Daerah
sebagai entitas pelaporan disajikan dengan format pp No 21 tahun 2oro
tentang standar Akuntansi pemerintahan sebagai laporan keuangan
pokok dan format Permendagri No 13/2006 yang terah beberapa kali
diubah terakhir dengan permendagri No 2rl2or1 sebagai lampiran.
contoh format neraca dalam lampiran kebijakan akuntansi ini nanya

akuntansi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan
kebijakan akuntansi untuk membantu dalam pelaporan laporan
keuangan.

14. Penyajian laporan keuangan dari format yang diatur dalam peraturan

Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua peraturan Menteri Dalam Negeri No 13
Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah ke dalam
format PP No 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi pemerintahan

dilakukan melalui proses konversi yang teknisnya diatur dalam sistem dan
prosedur akuntansi.
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Alat-alat Laboratorium
AIat-alat Persenjataan / Keamanan

Gedung dan bangunan
Gedqng Kantor
Gedung Rumah Jabatan
Gedung Rumah Dinas
Gedung Gudang
Bangunan Bersejarah
Bangunan Monumen
Tugu Peringatan

Jalan, Jaringan, dan Instalasi
Jalan
Jembatan
Jaringan Air
Penerangan Jalan, Taman dan Hutan
Kota
Instalasi Listrik dan Teleoon

Asqt Tetap Lainnya
Buku dan Kepustakaan
Barang Bercorak Kesenian,
Kebudavaan
Hewan/Ternak dan Tanaman

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penl'Lrsutan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jumlah
ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Peniualan Angsuran
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwrriud
Aset Lain-lain

Jumlah
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketisa
Utang Bunga
Utang Pajak
Bagian Lancar Utang Jangka Paniang
Pendapatan Diterima Di Muka
Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah
EKUITAS

Ekuitas
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Jumlah
JUMLAH KEWAJIBAN DAN

EKUITAS

<e.q^la4 4et4t444. - 1/zn 4 Hal -6



PEMERINTAH....
NERACA SKPD ......

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

(Lampiran IL3-1 Neraca SKPD Format Permendagri No. 13/ 2006
gang terakhir diubah dengan Permendagri No.21/ 2011)

dalam

Tahun n

ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD

Piutane Retribusi
Piutang PAD Lainn
Piutans lain-lain

Persediaan Alat Tulis Kantor
Persediaan Alat Listrik
Persediaan Material i Bahan

Persediaan Bahan Makanan Pokok

ASET TETAP

Peralatan dan mesin
Alat-alat Berat
Alat-alat Anskutan Darat Bermotor
Alat-alat Angkutan Darat Tidak
Bermotor
Alat-alat Anqkutan di Air Bermotor
Alat-alat Angkutan di Air Tidak
Bermotor
Alat-alat Anskutan Udara
Alat-alat Be
Alat-alat Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
Peralatan Kantor
Perlengkapan Kantor

Meubelair
Peralatan Dapur

ias Ruangan Rumah Ta
Alat-alat Studio
Alat-alat Komunikasi
Alat-alat Ukur
Alat-alat Kedokteran
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PEMERINTAH....
NERACA PPKD

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

(Lampiran II.3-2 Format Permendagri No. 13/ 2006
Yang terakhir diubah dengan Permendagn 2I/ 2007)

Dalam
Kenaikan

Penurunan

ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah
Investasi Jangka Pendek
Investasi dalam Saham
Investasi dalam Oblieasi

Piutang Dana Baei Hasil
Piutang Dana Alokasi Umum
Piutang Dana Alokasi Khusus
Piutang Lain-Lain

Jumlah
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen

Pinjaman kepada Perusahaan

Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah
Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah Lainnva
Investasi dalam Surat Utang

Piutang/Investasi Dana Be
Investasi Non Permanen Lainn

Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah
Penyertaan Modal dalam Proyek

Penyertaan Modal Perusahaan

Investasi Permanen Lainnva

ASET TETAP

Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Jaringan dan Instalasi
Aset Tetap Lainn
Konstruksi Dalam Pengeriaan
Akumulasi Penrrusutan

Ke4ai4l4e rl64qtaaat - 7/er4& Hal-7

Uraian
Jumlah

Tahun n Tahun n-
1

Jumla
h %

ASET

Kas

Piutang

R/K SKPD.....

Jumlah

Tanah

Jumlah



ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Tuntutan Gaji Kerugian

Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwrriud
Aset Lain-lain

Jumlah
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek

Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Utang Bunga
Utang Pajak
Bagian Lancar Utang Jangka
Paniang
Pendapatan Diterima di Muka

Kewajiban Jangka Paniang
Utang Dalam Negeri
Utang Luar Negeri

Jumlah
EKUITAS

Ekuitas
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Jumlah

JUMLAH KEWAJIBAN DAN
EKUITAS
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PEMERINTAH....
NERACA

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Lampiran II.3-3 Neraca Pemeintah Daerah Format pp 71/ 2010)

(Dalam

Uraian 20xl 20xo
ASET
ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di BLUD
K+s di Bendahara BOS
Kas di Bendahara JKN
Investasi.Jangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi dan pAD lainnya
Piutang Dana Perimbangan
Bagian Lancar Pinjaman kepada perusaha.an

Negara
Bagian Lancar Pinjaman kepada perusahaan

Daerah
Bagian Lancar Pinjaman kepada pemerintah

Pusat
Bagian Lancar Pinjaman kepada pemeiintah

Daerah
Lainnya
Bagian Lancar Tagihan penjualan Angsuian
Bagian Lancar Tuntutan perbendaharaan
Bagian Lpncar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Lainnya
Persediaan

Jumlah Aset Lancar
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen

Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Investasi dalam Surat Utang Negara
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnva

ASET TETAP
Tanah
Peralat." dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerj aan
Akumulasi Penyusutan

K&rklzt r1444t4,ai - '1/aa.a
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Jumlah Aset Tetap
DANA CADANGAN

Dana Cadanean
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Perbendaharaan
Tuntutan Gaji Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (pFK)
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - pe..rerirrtah

Pusat
Bagian Lancar

Daerah
Lainnya

Utang Dalam Negeri - pemerintah

-Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga
Keuangan
Bukan Bank
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi
Bagian Lancar Utang Jangka panjang Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka pendek
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utg.ng Dalam Negeri - Pemerintah pusat
Utang Dalam Negeri - pemerintah Daerah

Lainnya
Utang Dalam Nggeri - Lembaga Xeuangan eank
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan BuLan

Bank
Utang dalam Negeri - Obligasi
Utang Jangka Panjang Lainnya

Jumlah Kewaj iban Jangka paniang
EKUITAS

EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAX.DAN EKIJITAS
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PEMERINTAH....
NERACA

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

(Lampiran II. 3-4 Neraca Pemeintah Daerah Format permend.agi No. I3/2006
gang terakhir diubah dengan permendagi 2L/Tahun 2011)

dalam

Jumlah

ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara BOS
Kas di Bendahara JKN

Investasi Jangka Pendek
Investasi dalam Deposito
Investasi dalam Saham
Investasi dalam Oblieasi

Piutang Retribusi
Piutang lain-lain

Persediaan Alat Tuiis Kantor
Persediaan Alat Listrik
Persediaan Material / Bahan
Persediaan Benda Pos
Persediaan Bahan Bakar
Persediaan Bahan Makanan

Pokok

ASET TETAP

Peralatan dan mesin
Alat-alat Berat
Alat-alat Angkutan Darat

Bermotor
Alat-alat Angkutan Darat Tidak
Bermotor
Alat-alat Angkutan di Air

Bermotor
Alat-alat Angkutan di Air Tidak

Alat-alat Angkutan Udara
Alat-alat Bengkel
Alat-alat Pengolahan pertanian

dan
Peternakan

Ke/ii444a 4Ad444i - 7214.4
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Uraian
Kenaikan

(Penurunan)

Tahun n Tahun n-
I Jumlah %

ASET

Setara Kas

Piutang
Piutang Pajak

Persediaan

Jumlah

Tanah
Tanah



Peralatan Kantor
Perlengkapan Kantor
Komputer
Meubelair
Peralatan Daour
Penghias Ruangan Rumah

Tangga
Alat-alat Studio
Alat-alat Komunikasi
Alat-alat Ukur
Alat-alat Kedokteran
Alat-alat Laboratorium
Alat-alat

Persenj ataan / Keamanan
Gedung dan bangunan

Gedung Kantor
Gedung Rumah Jabatan
Gedung Rumah Dinas
Gedung Gudang
Bangunan Bersejarah
Bangunan Monumen
Tugu Peringatan

Jalan, Jaringan, dan Instalasi
Jalan
Jembatan
Jaringan Air
Penerangan Jalan, Taman dan

Hutan
Kota
Instalasi Listrik dan Telepon

Aset Tetap Lainnya
Buku dan Kepustakaan
Barang Bercorak Kesenian,
Kebudayaan
Hewan/Ternak dan Tanaman

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerlaan

Akumulasi Penlrrsutan
Akumulasi Penyusutan Aset

Tetap
Jumlah

DANA CADANGAN

ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Penjualan

Anssuran
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain

Jumlah
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
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Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Utang Bunga
Utang Pajak
Bagian Lancar Utang Jangka

Panjang
Pendapatan Diterima Di Muka
Utang Jangka Pendek Lainnva

Jumlah

EKUITAS
EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN
EKUITAS
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KEBIJAI(AN AKUNTANSI
LAPORAN OPERASIONAL DAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan

dasar-dasar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Daerah dalam

rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan

operasional keuangan yang tercerminkan da-lam pendapatan-LO, beban,

dan surplus/defisit operasiona-l dari suatu entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.

4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas

akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menlrrsun

laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan

surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak

termasuk perusahaan daerah.

Manfaat Informasi Laporan Operasional

5. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan

operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang

tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit

operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan

periode sebelumnya.

6. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam

mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu

unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga laporan operasional

menyediakan informasi :

(a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah

daerah untuk menjalankan pelayanan;

(b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna

dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi,

efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya

ekonomi:
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(c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan

diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode

mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

(d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan

peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

7. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus

akuntansi berbasis akrual Vull accrual accounting cgclel sehingga

pen5rusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan

neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DEFINISI

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan

pengertian:

Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan

penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi

atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan

kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan

uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan

dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan

kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko

sosial.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

E!g@ adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/baralg atau
jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat

dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Pen:rusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset

tetap yang dapat disusutkan (depreciable assetsl selama masa manfaat

aset yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada

suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan.

<.//alalaa ,a&ah'a. - ZO d4,. Z?E Hal- 2



Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakarl

akuntansi dan menl'usun laporan keuangan untuk digabungkan pada

entitas pelaporan.

Entitas Pelaooran adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungiawaban berupa laporan keuangan.

Pendaoatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk

uang/ barang atau jasa dari pemerintah/ pemerintah daerah lainnya,
perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatal,

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendaoatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau
hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas
pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa

yang te{adi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan

operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di
luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/
lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar

harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh

masyarakat.

Surplus/Defisit dari Keeiatan Ooerasional adalah selisih lebih/kurang
antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus / Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban

selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit
dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset

dengan harga jual aset.

PERIODE PELAPORAN

9. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas
berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu
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periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan

informasi sebagai berikut:

(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional

dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

10. Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak

tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi

pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan

entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

I 1. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non

operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyaj ian yang wajar secara

komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan

atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan

dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal

dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka

yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

12. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan,

jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi

berikut:

(a) nama entitas pelaporan atau sara-na identifikasi lainnya;

(b) cakupan entitas pelaPoran;

(c) periode yang dicakup;

(d) mata uang pelaporan; dan

(e) satuan angka yang digunakan.

13. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

(a) Pendapatan-LO

(b) Beban

(c) Surplus/ Defisit dari Operasi

(d) Kegiatan Non Operasional

(e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

(f) Pos Luar Biasa

(g) Surplus/Defisit-LO

14. Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah

lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
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Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk

menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

15. Contoh format laporan operasional disajikan dalam ilustrasi pada

lampiran kebijakan ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan

merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan ilustrasi ini adalah

menggambarkan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam

klarifikasi artinya.

INFORMASI YANG DIS^E IKAN DALAIVI LAPORAN OPERASIONAL ACAU

DALATVI CATATAN ACAS LAPORAN KEUANGAI{

16.Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan

menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan

disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

17. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut

klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan

klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan

yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

18. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun

klasifrkasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan

klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu

berdasarkan jenis.

PENDAPATAN-LO

PENGAKUAN PENDAPATAN-LO

19. Pendapatan-LO diakui pada saat:

(a) Timbulnya hak atas pendapatan (eamedl;

(b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi.

20. Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi

hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak

daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan

penyaluran dana bagi hasil.

b) Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang

mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang

berkenaan.

c) Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh

daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah

ditetapkan jumlah delinitifnya.
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Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal

pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas,

pendapatan dapat diakui pada saat realisasi

21. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-

undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal

pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas,

pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

22. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan

yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan,

diakui pada saat pelayanan telah diberikan dan timbulnya hak untuk

menagih imbalan.

23. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang

telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

24. Pendapatan-LO diklasifi kasikan menurut sumber pendapatan.

25. Klasifikasi menurut sumber pendapatan pemerintah daerah dikelompokkan

menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah,

pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing

pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

26. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

27.Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya)

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi

terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat

dikecualikan.

28. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu

pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan

umum.

29. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas

pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

30. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-rea nring)

atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan

dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

31. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recuningl

atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan
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sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan

pengembalian tersebut.

AKUNTANSI BEBAN

PENGAKUAN

32. Beban diakui pada saat:

a timbulnya kewajiban;

b terjadinya konsumsi aset;

c te{adinya penurlrnan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

33. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak
lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas

umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan

rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

34. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat
pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya
kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional

pemerintah.

35. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signilikan antara tanggal
pengakuan beban dan direalisasinya beban dalam bentuk kas, beban

dapat diakui pada saat realisasi.

36. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/
berlalunya waktu. contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

adalah penJrusutan atau amortisasi.

37. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada

peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
38. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

39. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis
beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai,

beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban

bantuan sosial, beban pen''usutan aset tetap/amortisasi, beban transfer,
dan beban lain-lain. Klasihkasi ekonomi untuk pemerintah daerah

terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban
subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban pen5rusutan aset
tetap/ amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

40. Pen1rusutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya dibawah
kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method)

41. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight
Iine method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui
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sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Peny.usutan Aset

Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap

42.Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban

untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas

pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

43. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi

pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode

yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban

dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan

penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

PENGUKURAN

44. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.

SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

45. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan

dal beban selama satu periode pelaporan.

46. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan

dan beban selama satu periode pelaporan.

47. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode

pelaporan dicatat dalam pos Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional.

SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

48. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan

tersendiri dalam kegiatan non operasional.

49. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara

lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian

kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non

operasional lainnya.

50. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan

surplus/ defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/ defisit

sebelum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA

51. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan

Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar

Biasa.
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52. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyal

karakteristik sebagai berikut:

(a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun

anggaran;

(b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan

(c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

53. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT-LC)

54.Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara

surplus/ defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan

kejadian luar biasa.

55. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke

Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI DALAIVI MJtrA UAI{G ASING

56. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang

rupiah.

57. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang

digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut

dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan

kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

58. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan

dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeii dengan rupiah,

maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah

berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan

untuk memperoleh valuta asing tersebut.

59. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan

untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata

uang asing lainnya, maka:

(a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya

dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi

(b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam

rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal

transaksi.
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TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/ JAIIA

60. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus

dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai

wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu,

transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada

Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua

informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

61. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara

lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.
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KEBIJAKAN AJ<UNTANSI
LAPORAN ARUS KAS

PEilDAHULUAN

TuJuan

l. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur
penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai

perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan

mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi,
pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

2. T\rjuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai

sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode

akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Informasi ini disajikan untuk pertanggungiawaban dan pengambilan

keputusan.

Ruang Lingkup

3. Pemerintah daerah menJrusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan
ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen
Iaporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan
keuangan.

4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas
Pemerintah Daerah yang disusun oleh pejabat pengelola Keuangan Daerah
(PPKD), kecuali perusahaan daerah.

Manfaat Informasi Arus Kas

5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa
yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran
arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk
dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

7. Apabila dikaitkan dengan raporan keuangan lainnya, laporan arus kas
memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan
dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas
pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas
dan solvabilitas).

Definisi

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi
dengan pengertian:
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Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh

pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aneearan Pendapatan dan Belania Daerah (APBD) adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada

Bendahara Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu

periode akuntansi.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi

lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas .

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar

kembali danlataw pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang

mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi; utang dan

piutang jangka panjang.'

Aktivitas nonanqqaran adalah aklivitas penerimaan dan pengeluaran kas

yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan

pembiayaan pemerintah daerah.

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas

yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan'

Belania adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah daerah.

Dana cadansan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat

dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
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undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan Pemda.

Kewaiiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah daerah.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Mata uans asinq adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Mata uans pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam

menyajikan laporan keuangan.

Metode biava adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai

investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai

investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut

kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan

bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (inuesteel yang terjadi

sesudah perolehan awal investasi.

Metode Lanssunq adalah metode penyajian arus kas dimana

pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus

diungkapkan.

Metode Tidak Lanesuns adalah metode penyajian laporan arus kas dimana

surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional

non kas, penangguhan (deferratl atau pengakuan (accruatl penerimaan kas

atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan

dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas

investasi aset non anggaran dan pembiayaan.

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau

hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas

pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara

Umum Daerah.

<dr/aL' 4l44k4u - .4f< Hal-3



Penqeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara

Umum Daerah.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas

pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

modainya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifrkan.

Taneqal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaporan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang

terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi

biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar
kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Kas dan Setara Kas

9. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas

jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan

setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi

kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai
yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau

investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau

kurang dari tanggal perolehannya.

10. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam

laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari

manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi

pendanaan, dan transitoris.

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

11. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan

Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan Pemerintah daerah.

12. Entitas yang wajib menJrusun dan menyajikan laporan arus kas adalah

unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini
PPKD.
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PENYAJIAN LAPORAN ARUS I(AS

13. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas

selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas

operasi, investasi pendanaan, dan transitoris.

14. Penerimaan dan pengeluaran kas yang disajikan dalam arus kas termasuk

penerimaan dan pengeluaran kas yang diterima dan digunakan langsung

tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib

melaporkannya kepada BUD. Termasuk dalam kriteria tersebut adalah Kas

di BLUD, Kas di Bendahara FKTP dan Kas di Bendahara BOS.

15. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan

transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna

laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi

kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat

digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi,

investasi pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa

aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan

pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan

diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran

bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktvitas operasi.

Contoh format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran Kebijakan

Akuntansi ini. Lampiran hanva merupakan ilustrasi untuk membantu
pemahaman dan bukan basian dari kebiiakan akuntansi ini.

Aktivitas Operasi

18. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan

kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang

cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan

datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

19. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain
(a) Penerimaan Pajak Daerah;

(b) Penerimaan Retribusi Daerah;

(c) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

(d) Penerimaan Lain-lain PAD yang sah;

(e) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;

(0 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;

(g) Penerimaan Dana Alokasi Umum;

(h) Penerimaan Dana Otonomi Khusus;
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(i) Penerimaan Dana Penyesuaian;

0) Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak;

(k) Penerimaan Bagi Hasil Lainnya;

0) Penerimaan Hibah;

(m) Penerimaan Dana Darurat;

(n) Penerimaan Lainnya;

(o) Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa.

(p) Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Negara/ Daerah dan Investasi
Iainnya

20. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk
pengeluaran, antara lain :

(a) Belanja Pegawai;

(b) Belanja Barang;

(c) Bunga;

(d) Subsidi;

(e) Hibah;

(f) Bantuan Sosial;

(g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan

(h) Transfer Keluar.

21. Jlka suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan
persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat
berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

22. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu
entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja,
penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka
pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi
23. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan

penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan
pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan
mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa
yang akan datang.

24 Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:
(a) Penjualan Aset Tetap;

(b) Penjualan Aset Lainnya.

(c) Pencairan Dana Cadangan
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(d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
(e) Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen.

25. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuansan terdiri dari:
(a) Perolehan Aset Tetap;

(b) Perolehan Aset Lainnya.

(c) Pembentukan Dana Cadangan

(d) Penyertaan Modal Pemerintah

(e) Pengeluaran pembelian Investasi non Permanen

Aktivltas Pendanaan

26. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian

pinjaman jangka panj ang.

27. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

(a) Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat;

(b) Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya;

(c) Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank;

(d) Pinjaman Dalam Negeri - l,embaga Keuangan Bukan Bank;

(e) Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi;

(f) Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya;

(g) Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara;

(h) Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah;

(i) Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

28. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain

(a) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat;

(b) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah

Lainnya;

(c) Pengeluaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank;

(d) Pengeluaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan

Bukan Bank;

(e) Pembayaran Pokok Pinj aman Dalam Negeri - Obligasi;

(f) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya;

(g) Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara;

(h) Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah; dan

(i) Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

Aktivitas Transitoris
29. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas

yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
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31.

52.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan

pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain

transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/ penerimaan kembali

uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong

dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak

ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang

menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan

penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan

kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan

pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang
persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET

NONKEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN TRANSITORIS

33. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama
penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi,
pembiayaan, dan transitoris.

34. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara

metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan

utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
35. Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas

operasi memiliki keuntungan sebagai berikut:
(a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus

kas di masa yang akan datang;

(b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
(c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat

langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

36. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar
arus kas bersih dalam hal:

(a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima

manfaat (benefi.ciariesl arus kas tersebut lebih mencerminkan
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aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu

contohnya adalah hasil kerjasama operasional.

(b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang

perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya

singkat.

ARUS I(AS MATA UANG ASING

37. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan

dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang

asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank

Indonesia pada tanggal transaksi.

38. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus

dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank Indonesia

pada tanggal transaksi.

39. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan

kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

40. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran

belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan

dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah.

Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan

ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

41. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas

aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari

pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

42. Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan

dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk
pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

43. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang

dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang

benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode

akuntansi yang bersangkutan.

PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM

PERUSAHAAN DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA

44. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat

dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan

metode biaya.
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45. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan

dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.

Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam

perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah

harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.

Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan

perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal

yang diungkapkan adalah:

a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;

b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan

kas dan setara kas;

c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi

lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan

d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh

perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau

dilepas.

49. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi

lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk

membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari

pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

50. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit
operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya

jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang

oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya.

TRANSAKSI BUKAN KAS

51. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan

penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam

Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

52. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten

dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut

tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi

bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan

aset melalui pertukaran atau hibah.
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KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

53. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam

Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

PENGUNGI{APAN LAJNNYA

54. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang

signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

55. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna

Iaporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas

pelaporan.

56. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah

kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan

penggunannya untuk kegiatan tertentu.
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39
40
4T
42
43
44

Pemerintah...
Laporan Arus Kas

Untuk rahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2oX1 dan 2oX0

Jumlah Arus Kas Masuk (33 s/d 3g)
Arus Kas Keluar

Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

1

2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

I2
13
I4
15
16
T7
18
I9
20
2T
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Masuk

Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
Dana Bagi Hasil pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Pendapatan Bagi Hasil pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat

Jumlah Arus Kas Masuk (2 s/d16)
Arus Kas Keluar

Belanja Pegawai
Belanja Barang
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Belanja Tak Terduga
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Jumlah Arus Kas Keluar (19 s/d 23)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
(r7_2el

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Masuk

Pendapatan Penjualan Tanah
Pendapatan Penjualan peralatan dan Mesin
Pendapatan Penjualan Gedung dan Bangunan
Pendapatan penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya
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45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55

Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya

Jumlah Arus Kas Keluar (4I sld 46)
Arus Kas Bersih dari Investasi (99_4Tl

Arus Kas dari Aktivitas pendanaan
Arus Kas Masuk

Pencairan dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pinjaman Dalam Negeri - pemerintah pusat
Pinjaman Dalam Negeri - pemerintah Daerah
Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non
Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan kembali pinjaman perusahaan Daerah
Penerimaan kembali pinjaman perusahaan Negara

Jumlah Arus Kas Masuk (51 s/d 59)
Arus Kas Keluar

Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal pemerintah Daerah
Pembayaran pokok pinjaman Dalam Negeri _

Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok pinjaman Dalam Negeri _

pemerintah Daerah Lainnya
Pembayaran pokok pinjaman Dalam Negeri -
Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran pokok pinjaman Dalam Negeri _

Lembaga Keuangan Non Bank
Pembayaran Pokok pinjaman Dalam Negeri _

Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada perusahaan Daerah

Jumlah Arus Kas Keluar (62 sld TO)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas pendanaan
(60_72)

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Kas Masuk

Penerimaan pFK
Jumlah Arus Kas Masuk

Arus Kas Keluar
Pengeluaran pFK

Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
(76_7e)

Kenaikan /Penurunan Kas (3O+4ga7Z+g0)
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara

56
57
58
59
60
6T
62
63

64

65

66

67

68
69
70
7l

72
73
74
75
76
77
78
79

80
81

82

83

84
85

luaran
Saldo Akhir
Pengeluaran

Saldo Kas di neraca terdiri dari :

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara pengeluaran

Kas di BUD, BLUD, dan Kas ai gendahara
(8 t +32;
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86

87

Kas di Bendahara Penerimaan
Kas
BLUD

Jumlah Saldo Kas di Neraca
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KEBIJAKAN AKUNTANSI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAIIULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk mengatur penyajian dan

pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan .

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk

tujuan umum oleh entitas akuntansi/ entitas pelaporan.

3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi

akuntansi keuangan yang lazirn. Yang dimaksud dengan pengguna adalah

masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi

atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta

pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan

keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang

disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan

dalam menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan

konsolidasian pemerintah daerah, tidak termasuk badan usaha milik

daerah.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan

pengertian:

Angqaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan

pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut

klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDI adaiah rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

Kebiiakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan.
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Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan Pemda.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan

akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada

entitas pelaporan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara

karena alasan sejarah dan budaya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Kewaiiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan

tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah

yang menarnbah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Belania adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
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bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

Pembiavaan {fincncinol adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

anggaran.

Saldo Anssaran Leblh adalah gunggungan Saldo Anggaran Lebih yang

berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya

dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka
laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji

suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna

yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada

hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari
keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

KETENTUAN UMUM

6. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk
menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

7. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan

dapat dipahami oleh pembaca secara 1uas, tidak terbatas hanya untuk
pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/peiaporan. Oleh

karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat

mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk
menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan

atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan
pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

8. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca

laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran

mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi
akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial

cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan

keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan
referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca

laporan keuangan.
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11.

9. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang

diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari

kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

10. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap

pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas

harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan

atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian

yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan

komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan

pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai,

antara lain:

(a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

(b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

(c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

(d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

(e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada

Iembar muka laporan keuangan;

(0 Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan; dan

(g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang

tidaK disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan

mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang

pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan

t2.

13.
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akuntansi tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan

akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

14. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas

Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan

skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas

dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

Penyajian Informasl Umum Tentang Entitas Pelaporan Dan Entitas

Akuntansi

15. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang

merupakan gambaran entitas secara umum.

16. Untuk membantu pemahaman para pembaca Laporan Keuangan, perlu

ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas

akuntansi yang meliputi:

a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta iurisdiksi temoat

entitas tersebut berada;

b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan

c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan

operasionalnya.

Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro,

Pencapaian Target Peraturan Daerah tentang APBD, Berikut Kendala dan

Hambatan dalam Pencapaian Target.

17. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya

untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas

akuntansi/pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan

fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.

18. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan

Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi

keuangan / fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal

tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas,

entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai

perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode

bedalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan

dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan

realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah

perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan

anggaran dibandingkan dengan realisasinya.
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20.

19. Kebijakan fiska1 yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam

peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau

penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam

kebijakan pen5rusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran,

kebijakan intensifikasi/ ekstensifikasi perpajakan.

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang

digunakan dalam penyrrsunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator

ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto,

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan

tingkat suku bunga.

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan

anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan

anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala

yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah

lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/entitas

akuntansi/ pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu,

entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan

persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti

kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-

perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan

anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam

memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/ pelaporan.

Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat

mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit
pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan

dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2L.

22.

23.

Penyajian lkhtlsar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan

24. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara

garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan

realisasinya. Ikhtisar disajikan untuk memperoleh gambaran umum

tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi

pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.

25. Ikhtisar disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun

pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
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(a) nilai target total;

(b) nilai realisasi total;

(c) prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan

(d) alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

26. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas

akuntansi/ pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi

keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca,

misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran

periode mendatang.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan

Akuntansi Keuangan

27. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas

akuntansi/ pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan

keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Asumsi Dasar Akuntansi

28. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari

pen5rusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara

spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau

konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

29. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan

pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran

tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang

terdiri dari:

(a) Asumsi kemandirian entitas;

(b) Asumsi kesinambungan entitas; dan

(c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurementJ.

30. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap

sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan

laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi

pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya

asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran

dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas

bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca

untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan

atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang
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31.

a.c

terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang

telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan

berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah

diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan

dalam jangka pendek.

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan

yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan

agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam

akuntansi.

Kebijakan Akuntansi
33. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan

dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling

tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara

tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.

34. Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang

paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

(a) Pertimbangan Sehat

(b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya

diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak

membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan

(c) Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan

disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak

semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.

(d) Materialitas

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang

cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-

keputusan.

Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
35. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan

Keuangan harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang

digunakan dan metode penerapannya yang secara material mempengaruhi

penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
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36.

37.

Secara umum kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan

menjelaskan hal-hal berikut:

a). Entitas akuntansi / entitas pelaporan

b). Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
c). Basis pengukuran yang digunakan dalam penJrusunan laporan

keuangan

d). Penerapan PSAP dalam kebijakan-kebijakan akuntansi.
e). Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami

laporan keuangan

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran
yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.
Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai
untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan
basis pengukuran tersebut.

Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi
diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat
pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami
setiap transaksi atau pos dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi
yang perlu disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:
a) pengakuan pendapatan-LRA;

b) pengakuan pendapatan-Lo;

c) pengakuan belanja;

d) pengakuan beban;

c) prinsip-prinsip penlrrsunan laporan konsolidasian;

d) investasi;

e) pengakuan

berwujud;

dan penghentian / penghapusan aset berwrrjud/ tidak

f) kebijakan kapitalisasi pengeluaran;

g) penyusutan;

h) persediaan;

i) penjabaran mata uang asing.

39. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan
kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam catatan atas Laporan
Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan
pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib,
penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih
kurs.

38.
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40. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos

yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material.

Selain itu perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan

diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan akuntansi yang sudah ada.

41. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka

dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi

berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan

secara kuantitatif harus diungkapkan.

42. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material
dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara

material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

Penyajian Rincian Dan Penjelasan Masing-Maslng pos yang Disajikan pada

Lembar Muka Laporan Keuangan

43. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan

atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

44. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos
pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai

berikut:

(a) Anggaran;

(b) Realisasi;

(c) Prosentase pencapaian;

(d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;

(e) Perbandingan dengan periode yang lalu;

(f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang
lalu;

(g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;

(h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi,
dan fungsi;

(i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan

[) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

45. Penjelasan atas Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan
untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran
Lebih' sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran (sil.pA/siKpA) tahun
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berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL

akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
(a) Perbandingan dengan periode yang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang

lalu;

(c) Rincian yang diperlukan; dan

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

46. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO

dan beban dengan struktur sebagai berikut:

(a) Perbandingan dengan periode yang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang

lalu;

(c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;

(d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi,

organisasi, dan fungsi; dan

(e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

47. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal

periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan

kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan

struktur sebagai berikut:

(a) Perbandingan dengan periode yang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang

lalu;

(c) Rincian yang diperlukan; dan

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

48. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas

dengan struktur sebagai berikut:

(a) Perbandingan dengan periode yang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang

lalu:

(c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar,

investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka

pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

49. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari

aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas

pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut:

(a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
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(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang

lalu;

(c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing

aktivitas: dan

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh KebiJakan Akuntansi yang

Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

50. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang

diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan

Iainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk
penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan

komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas

Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum

disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

51. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan,

beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak
penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam
Iembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi. Untuk
dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu
diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peritiwa yang dapat

mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada

periode yang akan datang.

52. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus
menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian
persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari
seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat
meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang

disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

53. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi
yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

54. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian
penting selama tahun pelaporan, seperti:

(a) Penggantian manajemen selama tahun berjalan;
(b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen

baru:
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(c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;

(d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan

(e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan

yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.

55. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai

pelengkap kebijakan ini.

Susunan

56. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan

atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

(a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

(b) Kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi makro;

(c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan

kendalanya;

(d) Kebijakan akuntansi yang penting:

i. Entitas akuntansi/ pelaporan;

ii. Basis akuntansi yang mendasari pen5rusunan laporan keuangan;

iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyrrsunan laporan

keuangan;

iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan

dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/ pelaporan;

v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk

memahami laporan keuangan.

(e) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:

i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;

ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar

muka Laporan Keuangan.

(f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum

daerah.

57. Contoh format Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir

dalam kebiiakan akuntansi ini.
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Lampiran II.5-1

PEMERINTAH I(ABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SKPD .....

PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan pen5rusunan laporan keuangan SKPD

r.2 Landasan hukum pen5rusunan laporan keuangan SKPD

1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target

kinerja APBD SKPD

2.r Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional

2.2 Kebijakan keuangan

2.3 Indikator pencapaian target kineda APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

SKPD

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1 Entitas akuntansi / entitas akuntansi/ pelaporan keuangan

daerah SKPD

4.2 Basis akuntansi yang mendasari pen5rusunan laporan

keuangan SKPD

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan

keuangan SKPD

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan

ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

4.5 Kebijakan akuntansi tertentu

Bab V Penj elasan pos-pos laporan keuangan SKPD

5.1 LRA

5.1.1 Pendapatan_LRA

5.r.2 Belanja

5.2 LO

5.2.r Pendapatan -LO

5.2.r Beban
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<o2 Kegiatan Non Operasional

5.2.4 Pos Luar Biasa

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

5. 1.8 Perubahan Ekuitas

5.4 Neraca

5.1.9 Aset

5.1.10 Kewajiban

5.1.1 I Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab

VII

Penutup
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Lampiran II.5-2

PEMERINTAH I(ABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PPKD

PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan pen1rusunan laporan keuangan PPKD

L.2 Landasan hukum penJrusunan laporan keuangan PPKD

1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

PPKD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target

kineda APBD PPKD

2.L Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

2.2 Kebijakan keuangan

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

PPKD

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.r Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan

daerah PPKD

4.2 Basis akuntansi yang mendasari pen5rusunan laporan

keuangan PPKD

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan

keuangan PPKD

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan

ketentuan yang ada dalam SAP pada PPKD

4.5 Kebijakan akuntansi tertentu

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD

5.1 LRA

5.1.1 Pendapatan-LRA

5.r.2 Belanja

5.1.3 Pembiayaan

5.2 LO

5.r.4 Pendapatan-LO
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5.1.5 Beban

5. 1.6 Kegiatan Non Operasional

J. I. / Pos Luar Biasa

Laporan Perubahan Ekuitas

5.1.8 Perubahan Ekuitas

5.4 Neraca

5. z+. r Aset

5.4.2 Kewajiban

5.4.3 Ekuitas

5.5 Laporan Arus Kas

Arus Kas dari Operasi

5.5.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

5.5.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan PPKD

Bab

VII

Penutup
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Lampiran II.5-3

PEMERINTAH I{ABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan
1l Maksud dan tujuan pen5rusunan laporan keuangan

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target
kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

2.2 Kebijakan keuangan
c'L Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
a.c Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

yang telah ditetapkan

Bab IV Keb ijakan akuntansi

4.7 Entitas pelaporan

Basis akuntansi yang mendasari pen5rusunan laporan

keuangan

4.3 Basis pengukuran yang mendasari pen5rusunan laporan
keuansan

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan
yang ada dalam SAP

4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

5.1 LRA

5. 1.1 Pendapatan-LRA

Belanja

5. 1.3 Pembiayaan

5.2 Laporan Perubahan SAL

5.2.1 Perubahan SAL

LO

5.3.1 Pendapatan-LO
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Beban

5.3.2 Kegiatan Non Operasional

5.3.4 Pos Luar Biasa

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Perubahan Ekuitas

5.5 Neraca

Aset

5.5.2 Kewajiban

Ekuitas

5.6 Laporan Arus Kas

5.6.1 Arus Kas dari Operasi

5.6.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiavaan

5.6.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris

Bab VI Penj elasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII Penutup

Ke4444 r4A4ta,4 - 44.4K Hal - 1.8



KEBIJAI{AN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur

perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas serta informasi lainnya

yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas

dalam laporan keuangan yang disusun dan disajikan dengan basis kas.

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/entitas

pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang memperoleh

anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

4. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang

setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah

daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap

dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan.

5. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

6. Kas meliputi:

a. Seluruh uang yang harus dipertanggungiawabkan atau yang lebih

dikenal sebagai Uang Persediaan,

b. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan

untuk melakukan pembayaran,

c. Uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas

daerah,

d. Uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan

pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.

7. Kas terdiri dari:

a. Kas di Kas Daerah;

b. Kas di Bendahara Penerimaan;

c. Kas di Bendahara Pengeluaran;

d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

e. Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
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8.

10.

11.

12.

13.

f. Kas di Bendahara Dana BOS: dan

g. Kas Lainnya.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan.

Setara kas meliputi investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek,
yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Setara kas terdiri dari :

a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3

(tiga) bulan.

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat
penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di
bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja perangkat Daerah/Organisasi
Perangkat Daerah.

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di
bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,

menylmpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja perangkat

Daerah/Organisasi Perangkat Daerah.

14. Kas di Badan Layanan Umum Daerah {BLUDI adalah uang tunai dan
saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja perangkat Daerah/organisasi
Perangkat Daerah/unit kerja pada OpD di lingkungan pemerintah

Kabupaten Bolaang Mongondow yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

15. Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP| adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank
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pada unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow yang ditransfer langsung oleh Badan penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada masing_masing Rekening
Bendahara Dana Kapitasi JKN tanpa merarui Rekening Kas Umum Daerah
serta dikelola dan digunakan langsung oreh Bendahara Dana Kapitasi JKN
untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat berupa
penyediaan jasa kesehatan/perawatan medis/ konsurtasi kesehatan/iasa
lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Dana Bos adalah uang tunai dan saldo simpanan di
bank pada unit kerja di lingkungan Dinas pendidikan Kabupaten Bolaang
Mongondow yang ditransfer langsung oleh pemerintah provinsi sulawesi
utara melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi sulawesi
Utara kepada masing-masing Rekening Bendahara Dana BOS tanpa
melalui Rekening Kas Umum Daerah serta dikelola dan digunakan
langsung oleh Bendahara Dana BOS untuk membantu penyediaan biaya
operasi sekolah sesuai ketentuan perundang_undangan.
Kas Lainnya adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank selain yang
ada di Kas Daerah, Kas di Bendahara penerimaan, Kas di Bendahara
Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Kapitasi JKN
pada FKTP, dan Kas di Bendahara Dana BOS m ik pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow.

Rekening Kas Unum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerrmaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

PENGUKURAN

19' Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. N'ai
nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas
dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs
tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

PENGAKUAN

20. Secara umum pengakuan aset dilakukan:
a' pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh

pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal.

b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah.

16.

t7.

18.
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21' Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima
dan/ atau dikeluarkan/ dibayarkan.

22. Khusus Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTp yang dikelola
oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN, pengakuan Kas Bendahara Dana
Kapitasi JKN pada FKTp diakui pada saat Surat pengesahan pendapatan
dan Belanja (sp2B) telah disahkan oreh ppKD selaku BUD, sedangkan
pengakuan Kas di Bendahara Dana Bos diakui pada saat surat
Pengesahan Belanja (SpB) telah disahkan oleh ppKD selaku BUD.
Dana Kapitasi JKN dan Dana BoS tetap dicatat dan disajikan dalam
Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow walaupun
dana tersebut tidak masuk melarui Rekening Kas umum Daerah sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kapitasi dan dana
BOS tersebut.

PENYAJIAN DAN PENGUNGI{APAN

23' Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow berkaitan dengan kas dan setara kas.
antara lain:

a. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
b' rincian dan n'ai kas yang ada daram Rekening Kas Umum Daerah

namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak
yang berkepentingan.
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KEBIJAT{AN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan

dalam laporan keuangan.

Ruang Ltngkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memperoleh anggaran

berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

3. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah

daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12

(dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

4. Persediaan merupakan aset berwujud :

a) Barang atau perlengkapan (supplies/ yang digunakan dalam rangka

kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

b) Barang atau perlengkapan (supplies/ yang digunakan dalam proses

produksi;

c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat;

d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah daerah.

5. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan

untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor,

obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa,

dan barang bekas pakai lainnya seperti komponen bekas.

6. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang (kadaluwarsa), atau karena

suatu sebab tidak dapat dimanfaatkan/digunakan dikeluarkan dari neraca

serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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8.

7. Persediaan antara lain terdiri dari :

a. Persediaan bahan habis pakai;

b. Persediaan bahan material;

c. Persediaan kelengkapan kerja, dan sejenisnya;

d. Persediaan barang yang akan dijual;
e. Persediaan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
Persediaan dikiasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun
Standar.

B. PENGAKUAN

9. Persediaan diakui pada saat:
a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya

berpindah.

10. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, d akukan
berdasarkan hasil inventarisasi fisik sesuai Berita Acara pemeriksaan Fisik
Persediaan (Stock Opname).

I I . Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum terpakai dan berada
dalam penguasaan Pengurus Barang/pengurus Barang pembantu atau
masih berada di gudang/tempat penyimpanan persediaan serta instarasi
farmasi dan apotik untuk persediaan obat dan bahan medis habis pakai.

12' Tidak termasuk sebagai gudang/tempat penyimpanan persediaan antara
lain:
a. Ruang kerja pada kantor Satuan Kerja perangkat Daerah;
b. Pustu, pusling, polindes pada puskesmas;

c. Ruang Tindakan, Ruang Rawat Inap, poliklinik pada RSUD dan
Puskesmas:

d. Loket-loket pelayanan pada SKpD yang melakukan pelayanan publik.

13' Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menggunakan pendekatan
beban dalam pengakuan beban persediaan, dimana setiap pembelian
barang persediaan pada tahun berjaran akan rangsung dicatat sebagai
beban persediaan.

14. Jika terjadi selisih antara catatan persediaan menurur
Pengurus/Penyimpan Barang atau catatan persediaan menurut fungsi
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akuntansi dengan hasil sfock opname disebabkan karena persediaan

hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak, maka yang akan digunakan

adalah hasil s/ock opname barang pada akhir periode.

C. PENGUKURAN

15. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka
pengukuran persediaan pada saat periode pen1rusunan laporan keuangan
dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga
perolehan terakhir.

16. Metode pencatatan persediaan pada pemerintah Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow dilakukan secara periodik.

17. Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoreh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan
pada perolehan persediaan. potongan harga, rabat, dan lainnya yang
sen_rpa mengurangi biaya perolehan.

b' Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait
dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang
dialokasikan secara sistematis.

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara rainnya seperti donasi.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan
transaksi wajar (arm length transaction\.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGI{APAN

18. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

19. Hal-hal yang perlu diungkapkan daram catatan atas Laporan Keuangan:
a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan daram pengukuran persediaan.
b. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam

pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan
da-lam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses
produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat; dan
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Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang

termasuk karcis-karcis yang rusak, obat-obatan/ bahan kimia yang

kadaluarsa, blangko-blangko kosong dan usang, serta blangko yang

tidak sesuai dengan peraturan.
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KEBIJAI{AN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan,
penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas
penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Ruang Lingkup

l Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset
tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun
dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan
untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah,
tidak termasuk perusahaan daerah.

2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perrakuan akuntansi aset rerap
pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran,
penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.

3. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
a Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regeneratwe

nahral resourcesl.

b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak,
gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat
diperbaharui (non- reg eneratiue naturai re sources).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk
mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup
dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan
aset tersebut.

B. DEFINISI

4€e!- tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaatlebih dari 12 (dua belas) buian- untuk digunakan , ;;"dimaksudka-n untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerahatau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan
yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah
dan masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat
perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi
dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

4.

5.
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Masa manfaat adalah : Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk
aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau jumlah

produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk
aktivitas pemerintahan dan/ atau pemerintahan publik.

Nilal slga adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada

akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya

pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya

perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

9. Nilai walar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian

kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk
melakukan transaksi wajar.

10. Penvusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap

yang dapat disusutkan (depreciable assefs) selama masa manfaat aset

tetap yang bersangkutan.

11. Konstruksl dalam pengedaan adalah aset-aset tetap yang sedang

dalam proses pembangunan.

12. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus

untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan

erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan,

teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

13. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk
membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan

entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak

konstruksi.

14. Uang muka keria adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum

pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

15. Klalm adalah jurnlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja

sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai

kontrak.

16. Pemberi keria adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi

dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa

konstruksi.

17. Retensl adalah jumlah termin Qtrogress billingl yang belum dibayar

hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk
pembayaran jumlah tersebut.

A

7.

8.
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18.

t9.

23.

24.

26.

Termin Qtrogress billingl adalah jumlah yang ditagih

yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah

yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi

sebagai berikut :

a. Tanah

b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangunan;

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;

e. Aset Tetap Lainnya;

untuk pekerjaan

dibayar ataupun

dalam sifat atau

aset tetap adalah

f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengadaan tanah pemerintah

yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain

tidak disajikan sebagai aset tetap tanah.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,

alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya

signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan

dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkart

ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan

untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam

proses pembangunzrn narnun pada tanggal laporan keuangan belum

selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah

tidak memenuhi defrnisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya

sesuai dengan nilai tercatatnya.

20.

2t.

22.
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27. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap ada-lah aset yang dikuasai untuk
dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan material dan
perlengkapan serta aset yang dibangun/dibeli yang direncanakan akan
diserahkan ke masyarakat.

28. Aset tetap-renovasi, adalah aset tetap yang diperoleh dari kapitalisasi
biaya renovasi/rehabilitasi/perbaikan atas aset tetap yang bukan milik
Pemerintah Kabupaten Boraang Mongondow, dan biaya partisi ruangan
kantor/ gedung/ bangunan yang memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap
yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

29. Ouerhaul adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau
penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa
Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas, sehingga untuk kegiatan ini
dianggarkan dalam obyek belanja modal.

30. Aset ekstrakomptabel adalah aset tetap yang memiliki nilai dibawah nilai
satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan dicatat di daram buku
inventaris diluar pembukuan, tidak disajikan dalam Neraca namun
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

31. Aset intrakomptabel adalah aset tetap yang memiliki nilai diatas nilai
satuan minimum kapitalisasi aset tetap, dicatat di dalam buku inventaris
dan disajikan dalam Neraca.

32. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan
tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat
digunakan sesuai dengan kondisi semula.

33. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti dengan
yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.

34. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap
mempertahankan arsitekturnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

35. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan

dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat
diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
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c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

dan/atau tidak untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
dan

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk

pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kaoitalisasi
aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta
kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada
saat realisasi belanja modal.

36. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih
da'i 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi
masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung
maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat
tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi
pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas
dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menenma manfaat dan
menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika
manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. sebelum hal ini teriadi.
perolehan aset tidak dapat diakui.

37. Tujuan utama dari perolehar aset tetap adalah untuk digunakan oleh
pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan keoada
masyarakat/ pihak ketiga.

38. Pengakuan aset tetap akan andar bila aset tetap telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya
berpindah. Pekerjaan yang telah selesai 1oo% dan diserahkan dengan
Berita Acara seratr Terima (BAST)/profesional Hand over (pHo)/dokumen
lainnya yang dipersamakan, walaupun sampai dengan tanggal laporan
keuangan belum dilakukan pembayaran, diakui sebagai aset tetap.

39. Saat pengakuan aset akan dapat diardarkan apabila terdapat bukti bahwa
telah terjadi perpindahan hak kepem ikan dan/atau penguasaan secara
hukum, misalnya sertifrkat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan
bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti
secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang
diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan
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proses jua,l beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi
berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat
bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah,
misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah
atas nama pemilik sebelumnya.

40. Khusus pengakuan Aset Tetap Renovasi, biaya renovasi/rehabilitasi/
perbaikan atas aset tetap yang bukan milik entitas diakui sebagai berikut:

1) Apabila renovasi/rehabilitasi/perbaikan aset tetap tersebut
meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya
perubahan fungsi gedung dan gudang menjadi ruangan kerja dan
kapasitasnya bertambah, maka renovasi/rehabilitasi/perbaikan
tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi dan
diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya. Apabila
renovasi/rehabilitasi/perbaikan aset tetap yang disewa/dipinjam
pakai tidak menambah manfaat ekonomis dan/atau menambah
kapasitas, maka diakui sebagai beban operasional.

2) Apabila manfaat ekonomis renovasi/ rehabilitasi/ perbaikan tersebut
lebih dari 1 (satu) tahun dan memenuhi butir 1 di atas, maka biaya
renovasi/rehabilitasi/perbaikan dikapitalisasi sebagai Aset Tetap
Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis
renovasi/ rehabilitasi/ perbaikan kurang dari 1 (satu) tahun, maka
pengeluaran tersebut diakui sebagai beban operasional tahun
be{alan.

3) Apabila jumlah nilai perolehan biaya renovasi/ rehabilitasi/ perbaikan
tersebut memenuhi batasan kapitalisasi, dan memenuhi syarat butir
7 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset
Tetap Renovasi. Apabila tidak memenuhi batasan kapitalisasi, biaya
renovasi/ rehabilitasi/ perbaikan diakui sebagai beban operasionar.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi lcqptta llzatlon Tveshotdy perolehan

Awal Aset Tetap.

41. Nilai satuan Minimum Kapitalisasi Aset retap adalah pengeluaran
pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil
pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

42. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah
perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

43' Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset terap
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berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya ada,lah nilai per

unitnya sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin sebesar Rp 300.000 ke atas.

b. Jalan, Jaringan, Irigasi sebesar Rp30.000.000 ke atas,

c. Aset tetap lainnya seperti, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap

Iainnya sebesar Rp 1o0.000,00.ke atas

44. Tanah ta-npa memperhatikan nilai pengadaan seluruhnya dikapitalisasi

sebagai aset tetap.

Pengukran Aset Tetatrt

45. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai

aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

46. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat

perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu

proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya

perolehan.Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada

penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat

perolehan awal.

47. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi

pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifrkasikan

biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/ dibangun

sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat

diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk
perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan

dalam proses konstruksi.

48. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola

meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya

tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya

yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

49. Untuk keperluan pen)'Lrsunan neraca awal suatu entitas, biaya

perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca

awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca

awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya

perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

50. Aset Tetap dengan harga perolehan dibawah nilai batasan kapitalisasi
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tidak disajikan dalam Neraca, namun dicatat dalam Laporan Barang

Milik Daerah dan disajikan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan

secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.

51. Aset Tetap yang telah habis masa manfaatnya sepanjang masih

dipergunakan dalam operasi normal entitas dicatat dalam Aset Tetap.

Konponen Biaya

52. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang

dimaksudkan.

53. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

a. biaya perencanaan,

b. biaya pengawasan;

c. biaya persiapan tempat;

d. biaya pengiriman awal (initial deliuery\ dan biaya simpan dan bongkar

muat (lnndling costl;

e. biaya pemasangan (instalation costl;

f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan

g. biaya konstruksi.

54. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya

perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah,

biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya

pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang

dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga

meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli

tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk
dimusnahkan.

55. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah

pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan

mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi

harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya

langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai

peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

56. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap
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pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya
konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

57. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh ja1an, jaringan, dan instalasi
sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya
konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan,
jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

58. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap

pakai.

59. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu

komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat

diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau

membawa aset ke kondisi ke4'anya. Namun kalau biaya administrasi

dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka

merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

60. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung

pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang

sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara

proporsional dengan nilai aset.

61. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola

ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

62. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

63. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai

suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya

harus diukur berdasarkan biava perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

64. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yalg diperoleh secara

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan

tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset

yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

65. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi,

pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas
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Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan)
terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan
penggunaan oleh Bupati selaku pemegang Kekuasaan pengelolaan Barang
Milik Daerah.

66. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan
pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjaajian Kerjasama Fasos Fasum

67' Pengakuan aset tetap akibat dari peq'anjian keda sama dengan pihak
ketiga berupa fasilitas sosiar dan fasilitas umum (fasos/fasum),
pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah
Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

68' Aset tetap yang diperoreh dari penyerahan fasos fasum din ai berdasarkan
nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila
tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai
berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (.Erchc nge of Assetsf

69' Suatu aset tetap dapat diperoleh melarui pertukaran atau pertukaran
sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari
pos macarn itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh,
yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah
disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang
ditransfer/ diserahkan.

70. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset
yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai
wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam
pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam
transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoreh dicatat sebesar nilai
tercatat (canging amount) atas aset yang dilepas.

71' Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti
adanya suatu pengurangan (impairmentl nilai atas aset yang dilepas.
Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun _ nilai _
bukukan (written dotunl dan nilai setelah diturun _nilai_bukukan
(''titten dorln) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. contoh
dari pertukaran atas aset yang serllpa termasuk pertukaran
bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila
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terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini
mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai
nilai yang sama.

Aset Donasi

72' Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat
sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

73' Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan
suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah
memberikan bangunan yang dim ikinya untuk digunakan oleh satu unit
pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apaFun. penyerahan aset retap
tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan
kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

74' Tidak termasuk aset donasi, apab a penyerahan aset tetap tersebut
dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah
daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset
tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya
kepada pemerintah daerah telah dianggap seresai. perolehan aset
tetap tersebut harus diperrakukan seperti perolehan aset tetap dengan
pertukaran.

75' Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset
donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan
operasional.

Pengeluaran Setelah perolehan lSubsequent Expendthresl
76. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang da,lam bentuk
peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan
mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja
yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitarisasi aset tetap
atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset
yang bersangkutan. dengan penambahan masa manfaat aset tetap
karena adanya perbaikan berupa renovasi dan Ouerlnul, disajikan dalam
tabel berikut :
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URAIAN JENIS

Persentase
Renovasl/Resto
ra;sii Aoerhaul

dari Nilai
Perolehan

(Diluar
Penrnrsutanl

Penambaha
nMasa

Manfaat
(Tahunf

ALAT BESAR:
Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d 30% I

>3Oo/o s.d 45% 3
>45o/o s.d 65% 5

Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d 30% 1

>3oo/o s.d 45% 2
>45o/o s.d 65% 4

Alat Bantu Overhaul >O% s.d 30% I
>3Oo/o s.d 45% 2
>45o/o s.d 65% 4

ALAT ANGKUTAN :

Alat Angkutan Darat
Bermotor

Overhaul >Oo/o s.d 25% 1

>25oh s.d 5O% 2
>5oo/o s.d 75% 3

>75o/o s.d lOO% 4

Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor

Overhaul >Oo/o s.d 25o/o o

>25o/o s.d 5O% 1

>sOYo s.d 75% I
>75o/o s.d 1OO% 1

Alat Angkutan Apung
Bermotor

Overhaul >Oo/o s.d 25o/o 2

>25o/o s.d 5O% 3
>5oo/o s.d 75% 4

>75o/o s.d 100% 6

Alat Angkutan Apung Tak
Bermotor

Overhaul >Oo/o s.d 25oh 1

>25Vo s.d 5O% 1

>50% s.d 75% 1

>75o/o s.d 1OO% 2

Alat Angkutan Bermotor
Udara

Overhaul >Ooh s.d 25oh 3

>25o s.d 5O% 6
>5oo/o s.d 75% 9

>75o/o s.d 100% I2

Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Bengkel Bermesin Overhaul >O%o s.d 25o/o 1

>25o/o s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3

>75o/o s.d 100% 4

Alat Bengkel Tak Bermesin Renovasi >Oo/o s.d 25oh 0
>25o/o s.d 50% 0
>5Oo/o s.d 75%o I

>75Vo s.d 1OO% 1
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Alat Ukur Overhaul >OVo s.d 25o/o 1

>25o/o s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2

>75o/o s.d 100% 3

Alat Pertanian
Alat Pengolahan Overhaul >Oo/o s.d 2Oo/o 1

>2Io/o s.d 40% 2
>5Io/o s.d 75% 5

Alat Kantor dan Rumah
Tangga
Alat Kantor Overhaul >Oo/o s.d 25o/o o

>25o/o s.d 50% I
>50% s.d 75% 2

>75o/o s.d 1OO% 3

Alat Rumah Tangsa Overhaul >Ooh s.d 25o/o o
>25o/o s.d 5O% 1

>50% s.d 75% 2
>75o/o s.d lOO% 3

Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
Alat Studio Overhaul >Oo/o s.d 25%o 1

>25oh s.d 50% 1

>50% s.d 75% 2
>75o/o s.d 1OO% 3

Alat Komunikasi Overhaul >Oo/o s.d 25o/o I
>25o/o s.d 50% I
>50o/o s.d 75% 2

>75oh s.d lOO% 3
Peralatan Pemancar Overhaul >Oo/o s.d 25%o 2

>25o/o s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4

>75o/o s.d 1OO% 5

Peralatan Komunikasi
Navisasi

Overhaul >Oo/o s.d 25%o 2

>25o/o s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7

>75Yo s.d 1OO% 9

Alat Kedokteran dan
Kesehatan
Alat Kedokteran Overhaul >Oo/o s.d 25o/o o

>25Vo s.d 50% I
>sooh s.d 75% 2

>75o/o s.d 100% 3

Alat Kesehatan Umum Overhaul >Oo/o s.d 25o/o 0
>25oh s.d 50% I
>50% s.d 75% 2

>75o/o s.d 100% 3

Alat Laboratorium
Unit Alat Laboratorium Overhaul >Oo/o s.d 25oh 2

>25o/o s.d 50% 3
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>50% s.d 75% 4
>75o/o s.d 100% 4

Unit Alat Laboratorium
Kimia

Overhaul >O%o s.d 25o/o 3

Nuklir >25o/o s.d 50% 5
>sOYo s.d 75% 7

>75Vo s.d 100% 8

Alat Proteksi
Radiasi/Proteksi
Lingkunsan

Overhaul >Oo/o s.d 25o/o 2

>25o/o s.d 50% 4
>5070 s.d 75% 5

>75Vo s.d 1OO% 5

Radiation Application &
Non Destructive Testing
Laboratorv

Overhaul >Qo/o s.d 25% 2

>25o/o s.d 50% 4
>50% s.d 75% b

>75Vo s.d 100% 5

Alat Laboratorium
Linekunean Hidup

Overhaul >Oo/o s.d 25o/o 1

>25Vo s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3

>75o/o s.d 100% 4

Peralatan Laboratorium
Hidrodinamica

Overhaul >Oo/o s.d 25%o 3

>25o/o s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7

>75o/o s.d 100% 8

Alat Laboratorium
Standarisasi Kalibrasi &
Instrumentasi

Overhaul >Oo/o s.d 25o/o 2

>25o/o s.d 50% 4
>50% s.d 75% 5

>75Vo s.d lOO% 5

Alat Perseniataan
Seniata Api Overhaul >Oo/o s.d 25%o 1

>25o/o s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3

>75o/o s.d 1OO% 4

Persenjataan Non Senjata
Api

Renovasi >Ooh s.d 25%o o

>25o/o s.d 50% o
>5O% s.d 75% 1

>75o/o s.d 100% I

Seniata Sinar Overhaul >Oo/o s.d 25oh 0
>25Yo s.d 50% 0
>5oo/o s.d 75% 0

>75o/o s.d 100% 2

Alat Khusus Kepolisisan Overhaul >Oo/o s.d 25o/o 1

>25Vo s.d 50% I
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>5Oo/o s.d 75% 2
>75o/o s.d 100% 2

Komputer
Komputer Unit Overhaul >OVo s.d 25o/o 1

>25o/o s.d 50% 1

>50% s.d 75% 2
>75Vo s.d 100% 2

Peralatan Komputer Overhaul >O%o s.d 25%o 1

>25Vo s.d 50% 1

>5Oo/o s.d 75% 2
>75Vo s.d 1OO% 2

Alat Eksplorasi
Alat Eksplorasi Toposrafi Overhaul >Oo/o s.d 25%o I

>25o/o s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2

>75Vo s.d 1OO% 3

Alat Eksplorasi Geofisika Overhaul >Oo/o s.d 25% 2
>25Vo s.d 50% 4
>5oo/o s.d 75o/o 5

>75o/o s.d 100% 5

Alat Pengeboran
Alat Pengeboran Mesin Overhaul >Oo/o s.d 25%o 2

>25o/o s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6

>75o/o s.d lOO% 7

Alat Pengeboran Non Mesin Renovasi >Oo/o s.d 25%o o
>25o/o s.d 50% I
>sOVo s.d 75% I

>75o/o s.d 100% 2

Alat Produksi Pengolahan
dan Pemurnian
Sumur Renovasi >O%o s.d 25oh o

>25o/o s.d 50% 1

>5Oo/o s.d 75% 1

>75o/o s.d lOO% 2

Produksi Renovasi >Oo/o s.d 25%o o
>25%o s.d 50% 1

>50% s.d 75% I
>75o/o s.d 1OO% 2

Pengolahan dan Pemurnian Overhaul >Oo/o s.d 25oh 3
>25o/o s.d 50% 5
>5OVo s.d 75% 7

>75oh s.d lOO% 8

Alat Bantu Explorasi
Alat Bantu Explorasi Overhaul >Oo/o s.d 25o/o 2

>25o/o s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6

>75o/o s.d lOO% 7
Alat Bantu Produksi Overhaul >Oo/o s.d 25oh 2

>25Vo s.d 50% 4
>50% s.d 75o/o 6
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>75o/o s.d lOO% 7

Alat Keselamatarl Keria
Alat Deteksi Overhaul >O%o s.d 25o/o 1

>25Vo s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2

>75oh s.d 100% 3

Alat Pelinduns Renovasi >Oo/o s.d 25o/o o
>25o/o s.d 5O% o
>5oo/o s.d 75% 1

>75o/o s.d 100% 2

Alat SAR Renovasi >Oo/o s.d 25oh 0
>25o/o s.d 5O% I
>5oo/o s.d 75% 1

>75o/o s.d lOO% 2

Alat Keria Penerbans Overhaul >Oo/o s.d 25o/o 2
>25o/o s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4

>75o/o s.d 100% 6

Alat Peraea
Alat Peraga Pelatihan dan
Percontohan

Overhaul >Oo/o s.d 25o/o 2

>25o/o s.d 50% 4
>5Oo/o s.d 75% 5

>75o/o s.d 100% 5

Peralatan Proses / Produksi
Unit Peralatan
Proses/Produksi

Overhaul >Ooh s.d 25o/o 2

>25%o s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4

>75o/o s.d lOO% 4

Rambu-rambu
Rambu-rambu Lalu Lintas
Darat

Overhaul >Ooh s.d 25oh I

>25Vo s.d 50% 2
>1OVo s.d 75% 3

>75o/o s.d lOO% 4

Rambu-rambu Lalu Lintas
Udara

Overhaul >O%:o s.d 25oh I

>25Vo s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2

>75o/o s.d lOO% 4

Rambu-rambu Lalu Lintas
Laut

Overhaul >Oo/o s.d 25% 1

>25o/o s.d 50% 1

>5070 s.d 75% 2
>75o/o s.d 100% 2

Peralatan Olahraga
Peralatan Olahraga Renovasi >Oo/o s.d 25o/o I

>25Vo s.d 50% 1

>5Oo s.d 75oh 2
>75o/o s.d 1OO% 2
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Bangunan Gedung
Bangunan Gedung Tempat
Kerja

Renovasi >O%o s.d25%o 5

>25o/o s.d 5O% 10
>50% s.d 75% 15

>75Vo s.d 100% 50

Bangunan Gedung Tempat
Tinqgal

Renovasi >O% s.d 30% 5

>3Oo/o s.d 45% 10
>45Yo s.d 65% 15

Monumen
Candi / TuguPeringatan /
Prasasti

Renovasi >O% s.d 3O% 5

>3jo/o s.d 45% 10
>45o/o s.d 65% 15

Bangunan Menara
Bangunan Menara
Perambuan

Renovasi >O% s.d 3O% 5

>3OYo s.d 45% 10
>45Vo s.d 65% 15

Tugu Titik Kontrol /
Prasasti
Tuzu / Tanda Batas Renovasi >0% s.d 30% 5

>3oo/o s.d 45% 10
>45o/o s.d 65% 15

Jalan dan Jembatan
Jalan Renovasi >0% s.d 30% 2

>3Oo/o s.d 60% 5
>600/o s.d lOO% 10

Jembatan Renovasi >O% s.d 3O% 5
>3OVo s.d 45% 10

>45Vo s.d 65% 15

Bansunan Air
Bangunan Air Irigasi Renovasi >O% s.d 5% 2

>5% s.d 1O% 5
>LOVI s.d 2O%o 10

Bangunan Pengairan
Pasanq Surut

Renovasi >O% s.d 5% 2

>5% s.d 1O% 5
>LOo/o s.d 2Oo/o 10

Bangunan Pengembangan
Rawa dan Polder

Renovasi >0% s.d 5%o 1

>5% s.d 1O% 3
>lOo/o s.d 2Oo/o 5

Bangunan Pengaman
Sungai/Pantai &
Penanggulangan
BencanaAlam

Renovasi >0% s.d 5% 1

>5% s.d 1O% 2
>IOVI s.d 2Oo/o 3
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Bangunan Pengembangan
Sumber Air dan Tanah

Renovasi >07o s.d 5%o 1

>5% s.d 10% 2
>IOo s.d 2Oo/o 3

Bangunan Air Bersih/Air
Baku

Renovasi >O% s.d 30% 5

>3Oo/o s.d 45% 10
>45o/o s.d 65% 15

Bangunan Air Kotor Renovasi >O% s.d 3O% 5
>3oo/o s.d 45% 10
>45o/o s.d 65% 15

Instalasi
Instalasi Air Bersih/Air
Baku

Renovasi >O% s.d 30% 2

>3oo/o s.d 45% 7
>45o/o s.d 65% 10

Instalasi Air Kotor Renovasi >O% s.d 30% 2
>3Oo/o s.d 45% 7
>45o/o s.d 65% 10

Instalasi Pengolahan
Sampah

Renovasi >O% s.d 30% 1

>3Oo/o s.d 45% 3
>45oh s.d 65% 5

Instalasi Pengolahan Bahan
Banzunan

Renovasi >O% s.d 30% 1

>30% s.d 45% 3
>45o/o s.d 65% 5

Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi >O% s.d 30% 5
>3oo/o s.d 45% 10
>45o/o s.d 65% 15

Instalasi Gardu Listrik Renovasi >0% s.d 30% 5
>3ooh s.d 45% 10
>45oh s.d 65% 15

Instalasi Petahanan Renovasi >O% s.d 30% 1

>3Oo/o s.d 45% 3
>45Yo s.d 65% 5

Instalasi Gas Renovasi >0% s.d 30% 5
>3Oo/o s.d 45% 10
>45o/o s.d 65% 15

Instalasi Pensaman Renovasi >O% s.d 30% 1

>3ooh s.d 45% 1

>45%o s.d 65% 3

Instalasi Lain Renovasi >0% s.d 30% I
>3oo/o s.d 45% 1

>45o/o s.d 65% 3

Jaringan
Jaringan Air Minum Overhaul >0% s.d 30% 2

>3OVo s.d 45% 7
>45o/o s.d 65% 10
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Jarinsan Listrik Overhaul >0% s.d 30% Fc
>3Oo/o s.d 45% 10
>45o/o s.d 65% 15

Jaringan Telepon Overhaul >O% s.d 30% 2
>3OVo s.d 45% 5
>45o/o s.d 65% 10

Jaringan Gas Overhaul >O% s.d 30% 2
>3OVo s.d 45% 7
>45o/o s.d 65% 10

Alat Musik Modern/Band Overhaul >Ooh s.d 25o/o 1

>25o/o s.d 50% I
>5oo/o s.d 75% 2

>75o/o s.d 1OO% 2

ASET TETAP DALAM
RENOVASI
Peralatan dan Mesin dan
Renovasi

Overhaul >O7o s.d IOOo/o 2

Gedung dan Bangunan
dalam Renovasi

Renovasi >O% s.d 30% 5

>3OYo s.d 45% 10
>45Vo s.d 65% 15

Jalan Irigasi dan Jaringan
dalam Renovasi

Renovasi
/Overhaul

>O% s.d IOOYo 5

77. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau

memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan

kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi,

atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaanl perbaikan/

penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal

atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap

tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar

memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

78. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran

setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan,

irigasi, jaringan sebesar sama dengan atau lebih besar dari

Rp.3O.OO0.00O

b) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar sama dengan atau lebih

besar dari Rp 500.000,00.
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Pengukuran Berlkutnya lSubsequent
Pengakuan Awal

Mea.surementl Terhadap

79. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut

dikurangi akumulasi peny'usutan. Apabila terjadi kondisi yang

memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan

dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

80. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus
(straight line methodl.

81. Nilai peny'usutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban

pen1rusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

sebagai pengurang nilai aset tetap.

82. Aset Tetap Renovasi dilakukan penJrusutan sesuai dengan umur
ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset tetap

renovasi dengan masa pinjam pakai/ sewa.

83. Aset Tetap Lainnya berupa hewan/ternak, tanaman, buku perpustakaan,

barang bercorak kesenian/kebudayaan dan olahraga tidak dilakukan
pen)rusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada

saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

84. Masa manfaat untuk menghitung tarif peny'usutan untuk masing-

masing kelompok aset tetap sebagaimana dalam lampiran Kebijakan

Akuntansi ini.

85. Perhitungan Penlrrsutan aset tetap dilakukan secara bulanan,

sedangkan pelaporannya disajikan secara semesteran.

86. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam

pengerjaan , buku-buku perpustakaan, hewan temak, dan tanaman .

87. Aset Tetap yang direklasilikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca

berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan
sebagaimana layaknya Aset Tetap.

88. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan

sebagai Aset Lainnya berupa :

a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber

yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk
dilakukan penghapusannya; dan
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b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

89. Perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau menambah

kapasitas aset tetap yang bersangkutan. disebut pengeluaran modal

(Capital Expendihrel. Pengeluaran ini akan mempengaruhi nilai yang

dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset

yang bersangkutan. Pengeluaran Modal ditambahkan pada nilai buku

aset tetap yang bersangkutan. Nilai Buku aset ditambah dengan

pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang disusutkan selama

sisa manfaat aset yang bersangkutan. (Tambahan darl buletin teknls
05 S/tP Bah V hut'ttf F untuk BelanJa gang menambeh mra'sa

manfaat).

Penilaian Kembali Aset Tetap lRetaluatlonl

90. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan

karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian

aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan

ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

91. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai

penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset

tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran

keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai

tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

92. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca

dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika

dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya

dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/ sosial signifikan di

masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah

dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Peagungkapan Aset Tetap

93. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis

aset tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
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(carryirry amountl;

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:

1) penambahan;

2) pelepasan;

3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
4) mutasi aset tetap lainnya.

c. Informasi pen)rusutan, meliputi:
1) nilai pen5rusutan;

2) metode penyusutan yang digunakan;

3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan

akhir periode.

94. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset

tetap;

c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

95. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal
berikut harus diungkapkan:

a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

b. Tanggal efektif penilaian kembali;

c. Jika ada, nama penilai independen;

d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya
pengganti; dan

e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

96. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan

secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama,
jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalan Pengerjaan

97. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam

proses pembangunan, yang pada tanggal pelaporan belum selesai

dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau
pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan
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belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya
memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan

tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

98. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri
(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

99. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah
aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain
dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan

utarna.

100. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan

perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan

pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi
dan ualue engineering;

d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi

lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi-

101. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkal secara terpisah

untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu,

adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu

komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentilikasi
secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara

bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi

atau kelompok kontrak konstruksi.

102.Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi
dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang

terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor

serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagran

kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset

tersebut;

c. Biaya masing-masing aset dapat diidentilikasikan.
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103. suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi
aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah
sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam
kontrak tersebut- Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu
kontrak konstruksi terpisah jika:
a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam

rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup
dalam kontrak semula: atau

b harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan
harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam pengerJaan

104.suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam
Pengerjaal pada saat penJrusunan laporan keuangan jika:
a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan

datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

l05.Konstruksi Dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang
dimaksudkan digunakan untuk operasionar pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh
karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

106. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan
sudah diserah terimakan akan direklasifikasi menjadi aset terap
sesuai dengan kelompok asetnya. Dokumen sumber untuk pengakuan
penyelesaian suatu Konstruksi Dalam pengerjaan adalah Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan (BAST).

Penghentian konstruksi dalam pengerjaan.

107.Dalam beberapa kasus, suatu KDp dapat saja dihentikan
pembangunannya karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik,
ataupun kejadian-kejadian lainnya. penghentian KDp dapat ben-rpa
penghentian sementara atau penghentian permanen. Apabila suatu KDp
dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDp
tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan kejadian ini
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan
pembangunannya secara permanen, maka saldo KDp tersebut harus
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dikeluarkan dari Neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran Konstruksi Dalam pengerjaan

108. Konstruksi Dalam Penge4'aan dicatat dengan biaya perolehan.

109. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya

dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan

konstruksi yang bersangkutan.

110. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi
antara lain meliputi:

a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia

b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke

tempat lokasi pekerjaan

d. Biaya penyewaaan sarana dan prasarana

e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung
berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan
perencana.

lll.Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada

umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
a. Asuransi:

b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung
berhubungan dengan konstruksi tertenru;

c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan

konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

112.Ni1ai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak
konstruksi meliputi:

a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan

dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor
berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum

dibayar pada tanggal pelaporan;

c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga

sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.
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ll3.Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang

timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya

konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan

ditetapkan secara andal.

ll4.Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul
sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai

konstruksi.

l lS.Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi
jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang

bersangkutan.

l l6.Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset

yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode

yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan

metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

l lT.Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak
disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur rnaka biaya
pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara

pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

118. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan
yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka
jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya
pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan
yang masih dalam proses pengerjaan.

119.Realisasi atas pekerjaan

pelaksanaan konstruksinya

selanjutnya sepanjang sudah

konstruksinya diakui sebagai

jasa konsultansi perencanaan yang

akan dilaksanakan pada tahun

terdapat kepastian akan pelaksanaan

konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam PengerJaan

120.Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi
Dalam Pengeq'aan pada akhir periode akuntansi:
a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaarr berikut tingkat

penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

d. Uang muka kerja yang diberikan; dan

e. Retensi
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Kebijakan Akuntansi atas kasus-kasus tertentu pada aset tetap dapat
dtJelaskan sebagai berikut

TANAH

Pengakuan Tanah

12l.Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah
terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara

hukum sertifikat tanah.

l22.Tana}r yang belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai
dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap
harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

123.Tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan

disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta

diungkapkan secara memadai dalam CALK, bahwa tanah tersebut
dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

724.Tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut
dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai

bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CALK.

Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah
tersebut cukup mengungkapkan tanah secara memadai dalam CALK.

125. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan :

a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah

tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka

tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap

tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai

dalam CALK:

b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah

yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak

lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap

tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai

dalam CALK;

c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut

dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah

tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah

pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam

CALK:
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d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut

dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut

tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada

neraca pemerintah, namun adanya sertiffikat ganda harus

diungkapkan secara memadai dalam CALK.

PenguluranTanah

l26.Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya

pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan

tanah.

GEDUNG DAN BANGUNAN

l27.Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini adalah pagar dan taman
yang melekat pada gedung ataupun tidak. Dengan kata lain, semuajenis
pagar dan taman masuk dalam kategori gedung dan bangunan.

Pengakuan Gedung dan Bangunan

128.Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk
pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Pengakuan

Gedung dan Bangunan dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan

bangunan tersebut didirikan.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

129. Pembelian Gedung dan Bangunan secara mengangsur pada umumnya

berjangka waktu lebih dari satu tahun. Perolehan dengan cara demikian

akan menimbulkan utang. Perlakuan pembelian Gedung dan Bangunan

secara mengangsur diakui berdasarkan harga perolehan gedung dan

bangunan tersebut saat di terima sesuai perjanjian pengadaan secara

angsuran (Instalment sales) dan biaya bunga yang timbul di bebankan

pada beban bunga di tahun yang berjalan (berkenaan).

130. Untuk Gedung dan Bangunan yang memiliki pekerjaan jaringan dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Dicatat sebagai aset gedung dan bangunan sesuai nilai perolehan

dalam (kontrak) apabila jaringan yang dikerjakan melekat pada

gedung dan bangunan yang tidak dapat dipisahkan (gedung dan

bangunan siap digunakan) dan/atau nilai perolehan jaringan dibawah

nilai kapitalisasi Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan

b. Nilai perolehan Aset Tetap Gedung Bangunan dan Aset Tetap Jalan

Irigasi Jaringan dicatat terpisah apabila nilai perolehan melebihi nilai
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Kapitalisasi aset Tetap Jalan Irigasi jaringan

l3l.Gedung Bangunan yang didalamnya terdapat aset tetap berupa

Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya apabila memenuhi

ketentuan sebagai berikut :

a. Dicatat sebagai aset Gedung Bangunan sesuai nilai perolehan dalam

(kontrak) apabila Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya

perolehannya melekat pada aset tetap gedung dan bangunan yang

tidak dapat dipisahkan (gedung dan bangunan siap digunakan)

dan/atau nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin serta aset

tetap lainnya dibawah nilai kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan

mesin serta aset tetaD lainnva.

b. Nilai perolehan Aset Tetap Gedung Bangunan, Aset Tetap Peralatan

dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya dicatat terpisah apabila nilai
perolehan melebihi nilai Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan Mesin dan

Aset Tetap Lainnya.

132. Gedung Bangunan yang didalamnya terdapat belanja barang dan jasa

dapat dijelaskan sebagai berikut :

Setiap belanja barang dan jasa yang melekat pada perolehan aset tetap

gedung dan bangunan (sesuai kontrak pekeq'aan) akan dikapitalisasi ke

aset tetap Gedung dan Bangunan.

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

133. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak termasuk tanah yang diperoleh

untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh

untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Aset Tetap

Tanah.

ASET TETAP LAINNYA

134. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi
perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak

kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ternak, dan tanaman.

135. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-

Renovasi, yaitu biaya renovasi/rehabilitasi/ perbaikan atas aset tetap

yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pengakuan Aset Tetap Lainnya
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136. Buku perpustakaan diakui sebagai aset jika buku yang dikoleksi

memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan dan masih terus dimanfaatkan.

137.Hewan ternak yang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan

ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis

lebih dari 12 (dua belas) bulan dan memenuhi ketentuan nilai satuan

minimum kapitalisasi aset tetap.

l38.Pembelian ikan atau bibit hewan ternak tidak diakui sebagai aset tetap

lainnya. Ikan dan bibit hewan ternak yang dibeli diakui sebagai aset tetap

lainnya jika pada akhir tahun pelaporan diestimasi bahwa ikan dan

hewan ternak tersebut memiliki dava tahan tubuh lebih dari 12 bulan
secara medis.

l39.Tanaman yang masuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah tanaman
pelindung, dan tanaman hias yang memenuhi ketentuan nilai satuan

minimum kapitalisasi aset tetap dan memiliki daya tahan lebih dari 12

bulan.
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Lampiran Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
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ASET TETAP

Peralatan dan Mesin
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Tractor
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Excavator

Pile Driver

Hauler

Asphal Equipment

Compacting Equipment

Aggregate g Concrete Equipment

Loader

Alat Pengangkat

lvesin Proses

Alat-Alat Besar Apung

Dredger

Floating Excavator

Amphibi Dredger

KapalTarik

Mesin Proses Agung

Alat-alat Bantu

Alat Penarik

Feeder

Compressor

Electric Generating S€t

Pompa
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Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah

Perkakas Bengkel Listrik
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Lampiran Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
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1.3.2.11 .05
1.3.2.11 .06
1.3.2.11 .07
1.3.2.11 .08
1.3.2.11 .09
1.3.2.11 .10
1.3.2.11 .11
1.3.2.11 .12
1.3.2.11 .13
1.3.2.11 .14
1.3.2.11 .15

1.3.2.12
1.3.2.12.01
r.3.2.!2.02
1.3.2.12.03
1.3.2.12.M
1.3.2.12.05
1.3.2.L2.06
1.3.2.L2.07
1.3.2.12.08
1.3.2.13
1.3.2.13.01
1.3.2.13.02
1.3.2.13.03
1.3.2.13.04
1.3.2.13.05
t.3.2.t4
1.3.2.14.01
1.3.2.14.02
1.3.2.14.03
1.3.2.14.04
1.3.2.14.05
1.3.2.15
1.3.2.15.01
1.3.2.15.02
1.3.2.15.03
1.3.2.15.04
1.3.2.15.05

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABEL MASA MANFAAT

Perkakas Eengkel Khusus

Peralatan Las

Perkakas Pabrik Es

Alat Bengkel Tak Bermesin

Perkakas Bengkel Konstruksi Logam

Perkakas Bengkel Listrik

Perkakas Eengkel Service

Perkakas Pengangkat

Perkakas Standar (Standart Tool)

Perkakas Khusus (Special Tool)

Perkakas Bengkel Kerja

Peralatan Tukang-tukang Besi

Peralatan Tukang Kayu

Peralatan Tukang Kulit

Peralatan Ukur, Gip & Feting

Alat Ukur

Alat ukur universal

Alat Ukurffest Intelegensia

Alat Ukurfrest Alat Kepribadian

Alat Ukur ffest Klinis Lain

Alat Calibrasi

Oscilloscope

Universal Tester

Alat ukur/Pembanding

Alat Ukur Lainnya

Alat l'imbangan/Blora

Anak Timbangan/Biasa

Takaran Kering

Takaran Bahan Bangunan 2 HL

Takaran Latex/cetah Susu

Gelas Takar Berbagai Capasitas

Alat Pengolahan

Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman

Alat Panen/Pengolahan

Alat-Alat Petemakan

Alat Penyimpanan Hasil Percobaan peftantan

Alat Laboratorium Pertanian

Alat Procesing

Alat Pasca Panen

AIat Produksi Perikanan

Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat penyimpan

AIat PemelihaIaan Tanaman

Alat Panen

Alat Penyimpanan

Alat Laboratorium

Alat Penangkap Ikan

Alat Kantor

Mesin Ik
Mesin Hitung[umlah

Alat Reproduksi (Pengganda)

Alat Penyimpanan Pedengkapan Kantor

Alat Kantor Lainnya

Alat Rumah Tangga

l,leubelair

Alat Pengukur WaKu

Alat Pembersih

Alat Pendingin

Alat Dapur

7

5
b

c

c
c
5
5

5

5
5

5

5
5

5

5
5
5

5
5
5

5

5

o

7

7
7
7

10
o

5

5
5

5
7
3

J

3

3

1

3

1.3.2.09.06



Lampiran Kebrjakan Akuntansr Aset Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABEL MASA MANFAAT

KODE REKENING URAIAN MASA MANFAAAT

Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use)

Alat Pemadam Kebakaran
3
5

1.3.2.16
1.3.2.16.01
1.3.2.16.02
1.3.2.16.03
1.3.2.16.04
1.3.2.16.05
1.3.2.16.06
1.3.2.16.07
L.3.2.16.08
1.3.2.16.09
1.3.2.16.10
1.3.2.16.11
r.3.2.16.12
1.3.2.16.13
1.3.2.16.14

1.3.2.17
1.3.2.17.01
t.3.2.17.02
1.3.2.17.03
1.3.2.17.04
1.3.2.17.05
1.3.2.17.06
L.3.2.17.07
1.3.2.18
1.3.2.18.01
1.3.2.18.02
1.3.2.18.03
1.3.2.18.04
1.3.2.18.05
1.3.2.18.06
1.3.2.19
1.3.2.19.01
1.3.2.19.02
1.3.2.19.03
1.3.2.19.0+
1.3.2.19.05
1.3.2.19.06
1.3.2.19.07
1.3.2.20
1.3.2.20.01
1.3.2.20.02
1.3.2.20.03
r.3.2.20.04
1.3.2.20.05
1.3.2.20.06
r.3.2.20.07
1.3.2.20.08
1.3.2.20.09
1.3.2.20.10
1.3.2.20.11
1.3.2.20.L2
1.3.2.20.13
t.3.2.20.14
1.3.2.20.15
1.3.2.20.16
1.3.2.20.17

Komputer

Komputer UniVJaringan

Peralatan Komputer Mainframe

CPU

Peralatan Mini Komputer

Personal Komputer

UPS/Stabilizer

Pedatan Jaringan

Peralatan Personal Komputer

Server Komputer

Komputer Note Book

Printer

Monitor/Display

Scanner

Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardislt
Speaker)

l''leja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Meja Kerja Pejabat

lYeja Rapat Pejabat

Kursi Kerja Pejabat

Kursi Rapat Pejabat

Kursi Hadap Depan f4eja Keda Pejabat

Kursa Tamu di Ruangan Pejabat

Lemari dan Arsip Pejabat

Alat Studio

Peralatan Studio Visual

Peralatan Studio Video dan Film

Peralatan Studio Video dan Film A

Peralatan Cetak

Peralatan Computing

Peralabn Pemetaan Ukur

Alat Komunikasi

Alat Komunikasi Telephone

Alat Komunlkasi Radio SSB

Alat Komunikasi Radio HF/FM

Alat Komunikasi Radio VHF

Alat Komunikasi Radio UHF

Alat Komunikasi Sosial

Alat-alat Sandi

Peralatan Pemancar

Peralatan Pemancar MF/tlW

Peralatan Pemancar HF/SW

Peralatan Pemancar VHF/FM

Peralatan Pemancar IJHF

Peralatan Pemancar SHF

Peralatan Antena N{FIMW

Peralatan Antena HF|SW

Peralatan Antena VHF/FNI

Peralatan Antena UHF

Peralatan Antena SHF/Parabola

Peralatan Translator VHF/VHF

Peralatan Translator UHF/UHF

Peralatan Translator VHF/IJHF

Peralatan Translator UHF/VHF

Peralatan l'licrovawe FPIJ

Peralatan Microvawe Terestrial

Peralatan Microvawe TVRO

5

7
3
3

J

5

7

7

7

7
7

7

7

7
7

5

5

5

5
5
5
5

5

5

5
5

5
5
5

o
3
J

J
c
c
b

7

7
7

5

5
5



Lampiran Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABEL MASA MANFAAT

KODE REKENING URAIAN MASA MANFAAAT

1.3.2.20.18
1.3.2.20.19
|.3.2.20.20
1.3.2.20.21

Peralatan Dummy Load

Switcher Antena

Switcher/Menara Antena

Feeder

5

5
7

5
Humitity Control

Program Input Equipment

Peralatan Antena Penerima VHF

Alat KedoKeran

Alat KedoKeran Umum

Alat KedoKeran Gigi

Alat KedoKeran Keluarga Berencana

Alat Kedokteran Mata

Alat Kedokteran T.H.T

Alat Rotqen

Alat Farmasi

Alat KedoKeran Bedah

Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam

Mortuary

Alat Kesehatan Anak

Poliklinik Set

Alat KedoKeran Penderita Cacat Tubuh

Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)

Alat KedoReran Jantung

Alat Kedokteran Nuklir

Alat Kedokteran Radiologi

Alat KedoKeran Kulit dan Kelamin

Alat Kedokteran Gawat Darurat

Alat KedoKeran Jiwa

Alat Kedokteran Hewan

Alat KedoKeran Bedah

Alat Kes€hatan

Alat Kesehatan Perawatan

Alat Kesehatan Rehabilitasi t'4edis

Alat Kesehatan l"'latra Laut

Alat Kesehatan Mafa Udara

Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian

Alat Kesehatan Olahraga

Unit-Unit Laboratorium

Alat taboratorium Kimia Air

AIat Laboratorium f4icrobiologi

Alat Laboratorium Hidro Kimia

Alat Laboratorium l4odel/Hidrolika

Alat laboratorium Buatan/Geologi

Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi

Alat Laboratorium Aspal Czt & Kimia

Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan

Alat Laboratorium Cocok Tanam

Alat l-aboratorium Logam, Mesin, Listrik

Alat Laboratorium Logam, Mesin Ustrik A

Alat Laboratorium umum

Alat l-aboratorium Umum A

Alat Laboratorium KedoKeran

Alat Laboratorium 14icrobiologi

Alat Laboratorium Kimia

Alat Laboratorium l4icrobiologi A

Alat Laboratorium Patologi

Alat Laboratorium Immunologi

Alat Laboratorium Hematologi

Alat Laboratorium Film

10
10
10

10
10
15
10
15
15
15

15

15
10
15
15
15
15

15

15
15
15
15

15

12
15

12

15
10

5
3
5

r.3.2.20.22 
|1.3.2.20.23 
|1.3.2.20.24 
|
Ir.3.2.21 
I
I1.3.2.21 .01 
|1.3.2.2r.02 
|

1 .3.2.21 .03 
|

1.3.2.21 .04 
|1.3.2.21 .0s 
I

1.3.2.21 .06 
|1.3.2.2r.07 
|

1.3.2.21 .08 
I

1.3.2.21 .0e 
I

1 .3.2.21 . 10 
|

1.3.2.21 .11 
|1.3.2.2r.12 
|1.3.2.21 . 13 
|

1.3.2.21 .14 
|1.3.2.21 .1s 
I

1 .3.2. 21 . 16 |
Ir.3.2.2r . 17 
|

1.3.2.21 .18 
I

1.3.2.21 .19
| .3 .2 .21 .20
r.3.2.21 .2r
r .3 .2 .2t .22
1.3.2.2L.23
r.3.2.22
r.3.2.22.0t
r-3.2.22.02
t.3-2.22.03
r.3.2.22.04
r.3.2.22.05
t.3.2.22.06
r.3.2.23
1.3.2.23.01
t .3 .2 .23 .02
1.3.2.23.03
L.3.2.23.04
1.3.2.23.05
1.3.2.23.05
t.3.2.23.07
1.3.2.23.08
1.3.2.23.09
1.3.2.23.10
t.3.2.23.r1
1.3-2.23.12
1.3.2.23.13
1.3-2.23.14
1.3.2.23.1s
r.3.2.23.16
r.3.2.23.r1
1.3.2.23.18
r.3.2.23.19
1.3.2.23.20
t.3.2.23.21

15

20
20
20
20
20
15

15
10
10

10

12

12

12
12

12

15

15

15
15
10



Lamprran Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN BOI-AANG MONGONDOW

TABET MASA MANFAAT

KODE REKENING URAIAN MASA MANFAAAT

L3.2.23.22
|.3.2.23.23
L.3.2.23.24
1.3.2.23.25
1.3.2.23.26

Alat Laboratorium Makanan

Alat Labo.atorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi

Alat Laboratorium Farmasi

Alat Laboratorium Fi$ka

Alat Laboratorium Hidrodinamika

10

10

12

12
r.3.2.23.27
1.3.2.23.2A
r.3.2.23.29
1.3.2.23.30
1.3.2.23.31
r.3.2.23.32
1.3.2.23.33
t.3.2.23.34
1.3.2.23.35
1.3.2.23.36
1.3.2.23.37
1.3.2.23.38
1.3.2.23.39
t.3.2.23.40
1.3-2.23.4L
1.3.2.23.42
1.3.2.23.43
1.3.2.23-44
1..3.2.23.45
1.3.2.23.46
1.3.2.23.47
1.3.2.23.4
1.3.2.23-49
1.3.2.23.50
1.3.2.23.51
1.3.2.23.52
1.3.2.23.53
1.3.2.23.54
1.3.2.23.55
1.3.2.23.56
1.3.2.23.57
1.3.2.23.58
1.3.2.23.59
1.3.2.23.60
1.3.2.23.61
1.3.2.23.62
1.3.2.23.63
1.3.2.8.e
1.3.2.24
1.3.2.24.01
I 3.2.24.02
1.3.2.24.03
1.3.2.24.M
1.3.2.24.05
1.3.2.24.06
1.3.2.24.07
1.3.2.24.08
1.3.2.24.09
1.3.2.24.L0
1.3.2.24.11
1.3.2.24.12
1.3.2.24.13

1.3.2.25
1.3.2.25.01
1.3.2.25.02

Alat Laboratorium Klimatolog j

Alat Laboratorium Proses Peleburan

Alat Laboratorium Pasir

Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan

Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola

Alat Laboratorium Metalography

Alat Laboratorium Proses Pengelasan

Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan

Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam

Alat Laboratorium Matrologie

Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam

Alat Laboratorium Proses Pengolahan panas

Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil

Alat Laboratorium Uji Tekstel

Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik

Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet

Alat taboratorjum Uji Kulil Karet dan Plastik

Alat Laboratorium Uji Keramik

Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa

Alat Laboratorium Pertanian

Alat Laboratorium Pertanian A

Alat Laboratorium Pertanian B

Alat Laboratorium EleKronika dan Daya

Alat Laboratorium Energi Surya

Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas

Alat Laboratorium Oceanografi

Alat Laboratorium Ungkungan Perairan

Alat Laboratorium Biologi Peralatan

Alat Laboratorium Biologi

Alat Laboratorium Geofisika

Alat Laboratorium Tambang

Alat Laboratorium Prosesffeknik Kimia

AIat Laboratorium Proses Industri

Alat Laboratorium Kesehatan Keda

Laboratorium Kearsipan

Laboratorium Hematologi & Urinalisis

Alat Laboratorium Lainnya

Laboratorium Hematologi & Urinalisis A

Alat Peraga/Praktek Sekolah

Bidang Studi : Bahasa Indonesia

Bidang Shrdi : Matematika

Bidang Studi : IPA Dasar

Bidang Studi : IPA Lanjutan

Bidang Studi : IPA Menengah
gidang Studi : IPA Atas

Bidang Studi : IPS

Bidang Studi : Agama Islam

Bidang Studi : Ketrampilan

Bidang Studi : Kesenian

Bidang Studi : Olah Raga

Bidang Studi ; PMP

Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-
lain

Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

Analytical instrument

Instrument Probe/Sensor

tz
12

12

12

12
12

12

12

12
12

12

10

10

10
10
12

10
10

10

10
10

10
'10

12

12
12
12

12

12
1a

12
10
10
10

10

5

5
c
5
5

5
5

5

5
5
5

15
15



Lampiran Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABEL MASA MANFAAT

KODE REKENING URAIAN MASA MANFAAAT

1.3.2.25.03
L3.2.25.04
1.3.2.25.05
1.3.2.25.06
1.3.2.26

General Laboratory Tool

Insbument Probe/Sensor A

Glass-vvare Plastic/Utensils

Laboratory Safety Equipment

Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika

15

15
15

15

1.3.2.26.01
1.3.2.26.02
1.3.2.26.03
1.3.2.26.M
1.3.2.26.05
1.3.2.26.06
r.3.2.26.07
1.3.2.26.08
1.3.2.26.09

1.3.2.27-01

1.3.2.27.02

1.3.2.27.03
1.3.2.27.04

1.3.2.27 .05

1.3.2.28

1.3.2.28.01
r.3.2.28.02
1.3.2.28.03
1.3.2.28.04

1.3.2.29.01
1.3.2.29.02
1.3.2.29.03
1.3.2.29.04
1.3.2.29.05
1.3.2.30
1.3.2.30.01
1.3.2.30.02

1.3.2.30.03

1.3.2.30.04
1.3.2.30.05
1.3.2.30.06
1.3.2.30-07

1.3.2.30.08

1.3.2.30.09

1.3.2.30.10

1.3.2.30.11

1.3.2.30.12

1.3.2.30.13

1.3.2.30.14
1.3.2.30.15

1.3.2.31

Radiation Detector

Modular Counting and Scentitic

Assembly/Accounting System

Recorder Display

System/Power Supply

l4easuring / Testing Device

Opto Electronics

Accelator

Reactor Exp€rmental System

Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan

Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Ukur Fisika
Kesehatan

Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Kesehatan Kerja

Proteksi Ungkungan

Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Meteorological
Equipment

Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Sumber Radiasi

Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory
(BATAM)

Radiatjon Application Equipment

Non Destructive Test (NDT) Device

Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir

Peralatan Hidrologi

Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Alat laboratorium Kualitas Air dan Tanah

Alat Laboratorium Kualitas Udara

Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran

Laboratorium Lingkungan

Alat Laboratorium Lingkungan Hidup penunjang

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and
Absorber

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Aqquistion and
Analyzing System

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Cavitation Tunnel

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Overhead Ganes
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika peralatan umum

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika pemesinan : Model Ship
Workshop

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika pemesinan : propeller

Model Workshop

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika pemesinan : Mechanical
Workshop

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika pemesinan : precision

Mechanical Workshop

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika pemesinan painung Shop

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika pemesinan : Ship Model
Preparation Shop

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika pemesinan : Electrical
Workshop

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika MOB

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika photo and Film Equipment

Senjata Api

15

15

15
10

5
5
5
5

10

10

10
10

10
1a

7
7

10
'10

10

12
10

10
12
10

10
10

10
10

10

10

10

10
10

10
10

7

7

7

10



Lampiran Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

PEMERITITAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABET MASA MANFAAT

KODE REKENING URAIAN MASA MANFAAAT

1.3.2.31 .01
1.3.2.31 .02
1.3.2.31 .03
1.3.2.31 .04
1.3.2.31 .05
1.3.2.31 .06
1.3.2.3I .01

Senjata Genggam

Senjata Pinggang

Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang

Senapan l4esin

Mortir

Anti Lapis Baja

Artileri Medan (Armed)

1.3.2.31 .08
1.3.2.31 .09
1.3.2.31 .10
1.3.2.31 .11

r.3.2.32
L.3.2.32.0!
r.3.2.32.02
1.3.2.33
1.3.2.33.01
1.3.2.34
1.3.2.34.01
1.3.2.34.02
1.3.2.34.03
1.3.2.35
1.3.2.35.01
1.3.2.35.02

1.3.2.36
1.3.2.36.01
1.3.2.36.02
1.3.2.35.03
1.3.2.36.04
t.9.2.:e.05
1.3.3.01
1.3.3.01 .01
1.3.3.01 .02
1.3.3.01 .03
1.3.3.01 .04
1.3.3.01 .05
1.3.3.01 .06
1.3.3.01 .07
1.3.3.01 .08
1.3.3.01 .09
1.3.3.01 .10
1.3.3.01 . 11

1.3.3.01 .12
1.3.3.01 .13
1.3.3.01 .14
1.3.3.01 .15
1.3.3.01 .16
1.3.3.01 .17
1.3.3.01 .18
1.3.3.01 .19
1.3.3.01 .20
1.3.3.01 .21
1.3.3.01 .22
1.3.3.01 .23
1.3.3.01 .24
1.3.3.01 .2s
1.3.3.01 .26
1.3.3.01 .27

1.3.3.02

Artileri Pertahanan Ljdara (Arhanud)

Peluru Kendali/Rudal

Kavaleri

Senjata Lainlain

Persenjataan Non Senjata Api

Alat Keamanan

Non Senjata Api

Senjata Sinar

Laser

Alat Keamanan dan Periindungan

Alat Bantu Kemanan

Alat Perlindungan

Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air

Rambu-Rambu

Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat

Rambu Tidak B€rsuar

Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara

Runwayflhreshold Light

Visual Approach Slope Indicator (VASI)

Approach Light

Runway Idenbfi cation Light(Rells)

Fiooa rignt

Bangunan Gedung Tempat Kerja

Bangunan cedung Kantor

Bangunan Gudang

Bangunan Gudang Ljntuk Bengkel

Bangunan Gedung Instalasi

Bangunan Gedung Laboratorium

Bangunan Kesehatan

Bangunan Oceanarium/Opservatorium

Bangunan tuung Tempat Ibadah

Bangunan Gedung Tempat pertemuan

Bangunan Gedung Tempat pendidikan

Bangunan Gedung Tempat Olah Raga

Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar

Bangunan Gedung Untuk pos Jaga

Bangunan Gedung Garasi/pool

Eangunan Gedung Pemotongan Hewan

Bangunan Gedung Pabrik

Bangunan Stasiun Bus

Bangunan Kandang Hewanffemak

Bangunan Gedung Perpuslakaan

Bangunan Gedung Museum

Bangunan Gedung Terminal/pelabuhan/Bandar

Bangunan Pengujian Kelaikan

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan

Bangunan Rumah Tahanan

Bangunan Gedung Kramatorium

Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Bangunan Gedung Tempat Tinggal

1a

12
1a

10

5

5
5
5

5
5

40
40
25
ZJ
25
40
40
40
40
40
40
50

25
zc
ZJ
40
50
10

35
40
50
40
40
40
50
40
40

5

5



Lampiran Kebijakan Akuntansr Aset Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABEL MASA MANFAAT

KODE REKENING URAIAN MASA MANFAAAT

1.3.3.02.01
1.3.3.02.02
1.3.3.02.03
1.3.3.02.04
1.3.3.02.0s
1.3.3.02.06
1.3.3.02.07
1.3.3.02.08
1.3.3.03
1.3.3.03.01
1.3.3.03.02
1.3.3.03.03
1.3.3.04
1.3.3.04.01
1.3.3.04.02
1.3.3.04.03

Rumah Negara Golongan I
Rumah Negara Golongan II
Rumah Negara Golongan III
Mess/Wisma/BungaloMfempat Peristirahatan

Asrama

Hotel

Motel

FlavRumah Susun

Bangunan Menara

Bangunan Menara Perambuan Penerang pantai

Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara

Bangunan lYenara Telekomunikasi

Bangunan Bersejarah

Istana Peringatan

Rumah Adat

Rumah Peninggalan Sejarah

40
20
25

35
CU

T5

AE

40
40
45
45
45
45

1.3.3.04.04
1.3.3.04.05
1.3.3.05
1.3.3.05.01
1.3.3.05.02
1.3.3.05.03
1.3.3.06
1.3.3.06.01
1.3.3.06.02
1.3.3.06.03
1.3.3.07
1.3.3.07.01
1.3.3.07.02
1.3.3.08
1.3.3.08.01
1.3.3.09
1.3.3.09.01
1.3.3.09.02
1.3.3.10
1.3.3.10.01
1.3.3.10.02
1.3.3.10.03
1.3.3.10.04
1.3.3.10.05
1.3.3.10.06
1.3.4
1.3.4.01
1.3.4.01 .01
1.3.4.01 .02
1.3.4.01 .03
1.3.4.01 .04
1.3.4.01 .05
1.3.4.01 .06
1.3.4.01 .07
1.3.4.01 .08

1.3.4.02
1.3.4.02.01
1.3.4.02.02
1.3.4.02.03
1.3.4.02.04
1.3.4.02.05

Makam Sejarah

Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah

Tugu Peringatan

Tugu Kemerdekaan

Tugu Pembangunan

Tugu Peringatan Lainnya

Candi

Candi Hindhu

Candi Budha

Candi Lainnya

l'lonumen/Bangunan Bersejarah

Bangunan B€rs€jarah Lainnya

Bangunan Monumen

Tugu Titik Kontrol/Pasti

Tuguffanda Batas

Rambu-Rambu

Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat

Rambu Tidak Bersuar

Rambu-Rambu Lalu Lintas udara

Runway^hreshold Ught

Visual Approach Slope Indicator (VASI)

Approach Ught

Runway Identification Ught(Re s)

Signal

Flood Ught

Jalan, Irigasi. dan Jaringan

Jalan

Jalan Negara/Nasional

Jalan Propinsi

lalan Kabupaten/Kota

Jalan Desa

Jalan Khusus

Jalan Tol

lalan Kereta

Landasan Pacu Pesawat Terbang

Jembatan

Jembatan Negara/Nasional

lembatan Propinsi

lembatan Kabupaten/Kota

Jembatan Desa

Jembatan Khusus

35

35

75
75
75

75
50

75

5

5

12

12
10

c

40

50
50
40
30
50

30
50
50

45
45
35

/J
55



Lampiran Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABEL MASA MANFAAT

KODE REKENING URAIAN MASA MANFMAT

1.3.4.03
1.3.4.03.01
1.3.4.03.02
1.3.4.03.03
1.3.4.03.04
1.3.4.03.05
1.3.4.03.06
1.3.4.04

1.3.4.02.06
1.3.4.02.07
1.3.4.02.08
1.3.4.02.09

1.3.4.04.01
1.3.4.04.02
1.3.4.04.03
1.3.4.0+.04
1.3.4.04.05

Jembatan Pada Jalan Tol

Jembatan Pada Jalan Kereta Api

lembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang

Jembatan Penyeberangan

Bangunan Air Irigasi

Bangunan Waduk

Bangunan Pengambilan Irigasi

Bangunan Pembawa Irigasi

Bangunan Pembuang Irigasi

Bangunan Pengaman Irigasi

Bangunan Pelengkap Irigasi

Bangunan Air Pasang Surut

Bangunan Waduk

Bangunan Pengambilan Pasang Surut

Bangunan Pembawa Pasang Surut

Bangunan Pembuang Pasang Surut

Bangunan Pengaman Pasang Surut

35
40
40
ZJ

50
45
45
45
50
40

50
40
40
40
25

1.3.4.04.06
r.3.4.04.07
1.3.4.05
1.3.4.0s.01
1.3.4.05.02
1.3.4.05.03
1.3.4.05.04
1.3.4.05.05
1.3.4.05.06
1.3.4.05.07
1.3.4.06
1.3.4.06.01
1.3.4.06.02
1.3.4.06.03
1.3.4.05.04
1.3.4.05.05
1.3.4.06.06
1.3.4.07
1.3.4.07.01
|.3.4.07 .02
1.3.4.07.03
1.3.4.07.04
1.3.4.07.05
1.3.4.07.06
1.3.4.08
1.3.4.08.01
1.3.4.08.02
1.3.4.08.03
1.3.4.08.04
1.3.4.08.05
1.3.4.09
1.3.4.09.01
1.3.4.09.02
1.3.4.09.03
1.3.4.09.04
1.3.4.09.05
1.3.4.10
1.3.4.10.01
1.3.4.10.02
1.3.4.11

Bangunan Pelengkap Pasang Surut

Bangunan Sawah Pasang Surut

Bangunan Air Rawa

Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder

Bangunan Pengembalian Pasang Rawa

Bangunan Pembawa Pasang Rawa

Bangunan Pembuang Pasang Rawa

Bangunan Pengamanan Pasang Surut

Bangunan Pelengkap Pasang Rawa

Bangunan Sawah Pengembangan Rawa

Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam

Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai

Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai

Bangunan Pembuang Pengaman

Bangunan Pembuang Pengaman Sungai

Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai

Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai

Bangunan Pengembangan Sumb€r Air dan Air Tanah

Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air

Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air

Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air

Bangunan Pembuanq Pengembangan Sumber Air

Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air

Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air

Bangunan Air B€rsih/Baku

Waduk Air Bersih/Air Baku

Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku

Bangunan Pembawa Air Bersih

Bangunan Pembuang Aar Bersih/Air Baku

Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

Bangunan Air Kotor

Bangunan Pembawa Air Kotor

Bangunan waduk Air Kotor

Bangunan Pembuangan Air Kotor

Bangunan Pengaman Air Kotor

Bangunan Pelengkap Air Kotor

Bangunan Air

Bangunan Air Laut

Bangunan Air Tawar

Instalasa Air Minum/Air Eersih

30
30
30

30

30
30
30

50
45
40
40
40
40

45
45
45
45
45
45

50
50

50
50
50

50

50

50
50
50

25

30
30



Lampiran Kebrlakan Akuntansi Aset Tetap

PE]IIERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABEL MASA MANFAAT

KODE REKENING URAIAN MASA MANFAAAT

1.3.4.11 .01
1.3.4.11 .02
1.3.4.11 .03
1.3.4.11 .04
1.3.4.11 .05

r.3.4.12
1.3.4.12.01
r.3.4.12.02
1.3.4.12.03
1.3.4.13
1.3.4.13.01
1.3.4.13.02
1.3.4.14
1.3.4.14.01
1.3.4.15
1.3.4.15.01
1.3.4.15.02
1.3.4.15.03

Air Muka Tanah

Air Sumber /Mata Air

Air Tanah Dalam

Air Tanah Dangkal

Air B€rsih/Air Baku Lainnya

Instalasi Air Kotor

Instalasi Air Kotor

Instalasi Air Buangan Industri

Instalasi Air Buangan Pertanian

Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik

hstalasi Pengolahan Sampah Organik

Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik

Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

Instalasi Pembangkit Ustrik

Pembangkit Ustrik Tenaga Air (PLTA)

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

Pembangkit Liatrik Tenaga lYikro (Hidro)

40
40
40
30
30

35

35
35
30

30
25

40
40
30

1.3.4.1s.04
1.3.4.15.05
1.3.4.15.06
1.3.4.15.07
1.3.4.15.08
1.3.4.15.09
1.3.4.15.10
1.3.4.15.11

1.3.4.16
1.3.4.15.01
1.3.4.16.02
1.3.4.16.03
r.3.4.L7
1.3.4.17.01
1.3.4.18
1.3.4.18.01
1.3.4.18.02

1.3.4.19.01
L3.4.20
1.3.4.20.01
1.3.4.20.02
1.3.4.20.03
1.3.4.20.04
1.3.4.2I
1.3.4.21 .01
1.3.4.21 .02

Pembangkit List'ik Tenaga Angin (PLTAN)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaqa Nuklir (PLTN)

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Pembangkit Ustrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Pembangkit Ustrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)

Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)

Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/celombang Samudra
(PLTSm)

Instalasi Gardu Ustrik

Instalasi Gardu Ustrik Induk

Instalasi Gardu Listrik Distribusi

Instalasi Pusat Pengatur Ustrik

Instalasi Pertahanan

Instalasi Pertahanan Di Darat

Instalasi Gas

Instalasi Gardu Gas

Instalasi Jaringan Pipa Gas

Instalasi Pengaman

Instalasi Pengaman Penangkal Petir

Jaringan Air Minum

Jaringan Pembawa

Jaringan Induk Distribusi

Jaringan Cabang Distribusi

Jaringan Sambungan ke rumah

Jaringan Listrik

Jaringan Transmisi

Jaringan Distribusi

30
25
z)

35

25
25

25
40
40
40
25
25
25

25

45

25

30

30

30
30

1.3.4.22
t.3.4.22.0L
r.3.4.22.02
L3.4.22.03
1.3.4.23
1.3.4.23.01
r.3.4.23.02
1.3.4.23.03
1.3.4.23.04
1.3.5

Jaringan Telepon

Jaringan Telepon Di atas Tanah

Jaringan Telepon Di bawah Tanah

Jaringan Telepon Didalam Air

Jaringan Gas

Jaringan Pipa Gas Transmisi

Jaringan Pipa Distribusi

Jaringan Pipa Dinas

Jaringan BBM

Aset Tetap Lainnya

25
25
25

30
30
30
30



Lampiran Kebtakan Akunlansr Aset I etap

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TABEL MASA MANFAAT

KODE REKENING URAIAN MASA MANFAAAT

1.3.5.01
1.3.5.01 .01
1.3.5.01 .02
1.3.5.01 .03
1.3.5.01 .04
1.3.5.01 .05
1.3.5.01 .05
1.3.5.01 .07
1.3.5.01 .08
1.3.5.01 .09

1.3.5.02

1.3.5.03
1.3.5.03.01
1.3.5.03.02
1.3.5.03.03
1.3.5.03.04
1.3.5.03.05
1.3.5.03.06

1.3.5.02.01
1.3.5.02.02

Buku

Buku Ilmu Pengetahuan Umum

Buku Filsafat

Buku Keagamaan

Buku Ilmu Sosial

Bukku Ilmu Bahasa

Buku Matematika & Pengetahuan alam

Buku Ilmu Pengetahuan PraKis

Buku ArsiteKur, Kesenian, Olah raga

Buku Geografi, Biografi, Sejarah

Terbitan

Terbitan Berkala

Buku Laporan

Barang-Barang Perpustakaan

Peta

Naskah (Manuskrip)

Musik

Karya Grafika (Graphic Material)

Three Dimensional Artetacs and Realita

Bentuk Micro (Microform)

10
15

15
10

10

10

5
10
10

5

5

7

5

7

7
7

1.3.5.03.07
1.3.5.03.08
1.3.5.03.09
1.3.5.03.10
1.3.5.04
1.3.5.fi.01
1.3.5.04.02
1.3.5.04.03
1.3.5.04.04
1.3.5.04.05
1.3.5.04.06
1.3.5.04.07
1.3.5.04.08
1.3.5.05

1.3.5.06
1.3.5.06.01
1.3.5.06.02
1.3.5.06.03
1.3.5.06.04
1.3.5.06.05
1.3.5.06.06
1.3.5.07

1.3.5.05.01
1.3.5.05.02
r.3.s.05.03
1.3.5.05.04

1.3.5.07.01
1.3.5.07.02
1.3.5.07.03
1.3.5.07.04
1.3.s.07.05
1.3.s.08
1.3.5.08.01

Rekaman Suara Sound Recording

Berkas Komputer (Computer Files)

Film Bergerak dan Rekaman Video

Tarscalt

Barang Bercorak Kebudayaan

Pahatan

Lukisan

Alat Kesenian

Alat Olah Raga

Tanda Penghargaan

l'laket dan Foto Dokumen

Benda-benda gersejarah

Barang Kerajinan

Alat Olah Raga Lainnya

Senam

Alat Olah Raga Air

Alat Olah Raga Udara

Alat Olah Raga Lainnya

Hewan

Binatang Temak

Binatang Unggas

Binatang Melata

Binatang lkan

Hewan Kebun Binatang

Hewan Pengamanan

Tanaman

Tanaman Perkebunan

Tanaman Holtikultura

Tanaman Kehutanan

Tanaman Hias

Tanaman Obat dan Kosmetika

As€t Tetap Renovasi

Aset Tetap Renovasi

10

5
5

10

15

10

15
10
40
5

5
5
5
5

5

4

'10

10

15

20
3
10

-t



KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi untuk piutang dan penyisihan piutang, kualitas piutang serta
informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang pemerintah

Kabupaten Bolaang Mongondow yang meliputi definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

3. Kebijakan ini juga mengatur perlakuan akuntansi penyisihan piutang,
pemberhentian pengakuan atas suatu piutang yang akan disajikan dalam
Laporan Keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

4. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seiuruh piutang dalam
laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan
basis akrual.

5. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

6. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah
dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

7. Piutang Pendapatan adalah piutang yang timbul dari adanya tunggakan
pungutan pendapatan yang merupakan hak pemerintah daerah.

8. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak
sebagaimana diatur dalam Undang-undang perpajakan, yang belum
dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

9. Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang timbul karena ada tagihan
retribusi sebagaimana tercantum daiam surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi sampai dengan akhir
periode laporan keuangan.

K.4t/a144'41,.4td'/a. ?ur4q Hal-1



lO. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah
piutang yang timbul karena adanya hak pemerintah daerah sesuai

keputusan RUPS dalam tahun anggaran yang belum disetor ke kas daerah

sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

11. Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah piutang yang timbul karena adanya
hak pemerintah daerah dalam tahun anggaran belum disetor ke kas daerah
sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

12. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana perimbangan adaiah piutang yang
timbul karena adanya hak pemerintah yang dialokasi sesuai peraturan

Menteri Keuangan (PMK) tetapi belum ditransfer ke kas daerah sampai
dengan berakhirnya periode laporan keuangan.

13. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya adalah piutang yang timbul l<arena
perjanjian/ketentuan perundang-undangan yang mengalokasi dana untuk
pemerintah daerah tetapi belum ditransfer ke kas daerah sampai dengan
akhir periode laporan keuangan.

14. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah piutang yang timbul
karena perjanjian/ketentuan perundang-undangan yang mengarokasi dana
untuk pemerintah daerah tetapi belum ditransfer ke kas daerah sampal
dengan akhir periode laporan keuangan.

15. Piutang Pendapatan Lainnya adalah piutang yang timbur karena
pedanjian/ ketentuan perundang-undangan yang mengalokasi dana untuk
pemerintah daerah tetapi belum disetor ke kas daerah sampai dengan akhir
periode laporan keuangan.

16. Piutang Lainnya adalah piutang yang timbul karena adanya hak/kewajiban
pemerintah daerah sesuai perikatan/ perjanjan tetapi belum disetor ke kas
daerah sampai dengan akhir periode laporan
keuangan. Piutang jenis ini terdiri dari :

a. Bagian Lancar Tagihan Jangka panjang.

b. Bagian Lancar Tagihan pinjaman Jangka panjang kepada Entitas
Lainnya.

c. Bagian Lancar Tagihan penjualan Angsuran.
d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

17. Piutang Bagian Lancar Tagihan penjualan Angsuran adalah piutang yang
timbul sesuai perkiraan yang merupakan hak atau kraim pemerintah
daerah kepada pihak ketiga atas tagihan penjuaran angsuran barang milik
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daerah yang diberikan dan diharapkan akan jatuh tempo (akan ditagih)

pada tahun depan (dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan setelah

tanggal neraca).

18. Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap

Bendahara adalah perkiraan yang merupakan hak atau klaim pemerintah

daerah kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan

hukum mengakibatkan kerugian daerah dan diharapkan akan jatuh tempo

(akan ditagih) pada tahun depan (dalam jangka waktu kurang dari 12

bulan setelah tanggal neraca).

19. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri

Bukan Bendahara adalah perkiraan yang merupakan hak atau klaim

pemerintah daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara sebagai akibat

langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum
yang merugikan daerah dan diharapkan akan jatuh tempo (akan ditagih)

pada tahun depan (dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan setelah

tanggal neraca).

20. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang

kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang

dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

21. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung
berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan

diterapkan dengan meiakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari

debiturnya

22. Klasilikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar
(BAS).

B. PENGAKUAN

23. Piutang diakui pada saat pen5rusunan laporan keuangan ketika timbul
klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada

entitas, yaitu pada saat :

a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;

b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum

dilunasi
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24. Piutang pajak diakui pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah

dan piutang retribusi diakui saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi atau

dokumen lain yang dapat disetarakan dengan ketetapan pajak/retribusi.

25. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang

timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian

fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di

neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan

kewajiban secara jelas; dan

b. jumlah piutang dapat diukur;

26. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui

berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen

penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah

yang belum dibayarkan.

27.Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang

ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan

yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

28. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan dokumen

persyaratan pencairan DAK yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap

dan sah oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) yang telah

ditetapkan sebesar jumlah yang belum ditransfer berdasarkan ketentuan.

29. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai

dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh

pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau

piutang bagi daerah penerima;

b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat

penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat

persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya

oleh Pemerintah Pusat.

30. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan alokasi yang telah

ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan

yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. (hasil realisasi

pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar).
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31. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi

pendapatan yang menjadi hak/bagian pemerintah daerah yang belum
diterima.

32. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada
kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka
kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode
berikutnya.

33. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan
Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Tp/TGR), harus didukung dengan
bukti sK Pembebanan/sKp2K/ sKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang
menunjukkan bahwa penyelesaian atas Tp/TGR dilakukan dengan cara
damai (di luar pengadilan). sK pembebanan/sKp2K/sKTJM/Dokumen yang
dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa
kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia
mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TplTGR tersebut
dilaksanakan meralui jarur pengad an, pengakuan piutang baru d akukan
setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

C. PENGUKURAN

34' Pengukuran piutang pendapatan yang berasar dari peraturan perundang
undangan, adalah sebagai berikut:
a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat
ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang
Pengadilan pajak untuk Wajib pajak
atau

telah ditetapkan terutang oleh
(WP) yang mengajukan banding;

c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan
dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

35' Piutang pajak din'ai sebesar n.ai daiam surat Ketetapan pajak (sKp)
dikurangi dengan jumlah yang terah dilunasi, bukan n'ai awal sebagaimana
tercantum dalam Surat Ketepan pajak (SKp).

36' Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
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31. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi

pendapatan yang menjadi hak/bagian pemerintah daerah yang belum

diterima.

32. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada

kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka
kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode

berikutnya.

33. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan
Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Tp/TGR), harus didukung dengan
bukti SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang
menunjukkan bahwa penyelesaian atas Tp/TGR dilakukan dengan cara
damai (di luar pengadiian). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang
dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa
kerugian tersebut menjadi tangg'ng jawab seseorang dan bersedia
mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian Tp/TGR tersebut
dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan
setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

C. PENGUKURAN

34. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang
undangan, adalah sebagai berikut:
a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat
ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

b. disajikan sebesar nilai yang berum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh
Pengadilan Pajak untuk Wajib pajak (Wp) yang mengajukan banding;
atau

c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan
dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

35. Piutang pajak diniiai sebesar nilai dalam
dikurangi dengan jumlah yang telah dilunasi,
tercantum dalam Surat Ketepan pajak (SKp).

Surat Ketetapan Pajak (SKp)

bukan nilai awal sebagaimana

36. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebaeai berikut:
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a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari

kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan

nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila

dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewaj iban bunga,

denda, commitment fee danlatau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka

pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda,

commitment fee danlataw biaya lainnya pada periode berjalan yang

terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah pe{anjian

penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran,

maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang

dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah

diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi

dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

37. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai

dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan

berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal

terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah

Daerah;

c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar kiaim yang telah diverifrkasi dan

disetujui oleh Pemerintah Pusat.

38. Pengukuran piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan

sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun

berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan

berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
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b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas
12 (dua belas) bulan berikutnya.

39. Pengukuran Berikutnya (Subseqttent Measurement) Terhadap pengakuan

Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum
dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.
Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka
masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang
dihapuskan.

40' Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan
dua cara yaitu: penghapustagihan (wite-offl dan penghapusbukuan (write
down).

41' Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable ualue), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan
penyisihan piutang.

PENILAIAI'I / KUALITAS PIUTANG

42'Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk
menentukan besaran tarif penyisihan piutang.

43' Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi
sebagai berikut:

a. Kualitas piutang Lancar;

b. Kualitas piutang Kurang Lancar;
c. Kualitas piutang Diragukan;

d. Kualitas piutang Macet.

44'Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara
pemungut pajak yang terdiri dari:
a. Pajak Dibayar sendiri oreh wajib pajak (self asessment); d,an
b. Pajak Ditetapkan oleh Kepara Daerah (officiat asessment).

45' Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar sendiri
oleh wajib pajak (setf assessment)dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
2) Masih daram masa tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
3) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan /atau
4) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
5) Wajib pajak likuid; dan/atau
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6) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan / banding'

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;

dan / atau

2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;

dan / atau

3) Wajib Paj ak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

a) Wajib Pajal< menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

5) Wajib Paj ak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :

1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;

dan/ atau

2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;

dan/ atau

3) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau

a) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau

5) Wajib Paj ak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

1)Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau

2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;

dan/ atau

3) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

a) Wajib Pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/atau

5) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

46. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh

Kepala Daerah (official assessmenf,) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau

2) Masih dalam masa tenggang waktu jatuh tempo;dan/atau

3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

4) Wajib Pajak likuid; dan/atau

5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1)Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
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2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;

dan/atau

3) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
a) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Umur piutang 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
2)Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;

dan/atau

3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
2)Apabila wajib pajak dalam jangka waktu I (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;
dan/atau

3) Wajib Pajak tidak diremukan; dan/atau
a) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
5) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)

47 'Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi,
dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar

1) umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1(satu) buran; dan/atau
2) Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh

tempo yang ditetapkan.

b. Kualitas Kurang Lancar

(1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
(2) Apabila belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan sejak tanggal Surat Tagihan pertama.

c. Kualitas Diragukan

1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua
2l Apabila belum dilakukan pelunasan dalam

bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua.

belas) bulan; dan/atau
jangka waktu I (satu)

d. Kualitas Macet

1) umur piutang lebih d,ari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
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2) Apabila belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah

diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang

negara.

48. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan

Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka 1 (satu) bulan terhitung

sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung

sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

D. PEITYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

49. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,50% (nol koma lima perseratus);

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang

kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai

barang sitaan (jika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (1ima puluh perseratus) dari piutang

dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau

nilai barang sitaan [jika ada); dan

d. Kualitas Macet 100%o (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas

macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan

fiika ada).

50. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan

sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,50% (nol koma lima puluh perseratus);

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang

kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai

barang sitaan fiika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 5O % (lima puluh perseratus) dari piutang

dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau

nilai barang sitaan fiika ada); dan
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d. Kualitas Macet IOOoh (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas

macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan

fiika ada).

51. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain

Retribusi, ditetapkan sebesar:

a. 0,50 o/o dari Piutang dengan kualitas lancar;

b. 10 o/o dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi

dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan fiika ada);

c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan

nilai agunan atau nilai barang sitaan fiika ada); dan

d. 100% dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan fiika ada).

52. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru

dibebankan.

53. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode

pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai
penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

54. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak
perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK,

namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan

terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara

angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat

restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan

piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya

disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

55. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada

tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap

penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun
sebelumnya, penerimaan kas diakui sebagai surplus non operasional pada

Laporan Operasional.

E. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

56. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan

bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara

umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai
(pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut

selesai/lunas.
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57. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan

dua cara, penghapustagihan (urite-ffi dan penghapusbukuan (write downl.
58. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen,

merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai
piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable ualue-nya.

59. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan
penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan
dari intrakompt ab el menj adi ekstr akomptab eI.

6O.Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan
piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau
keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang.
Keputusan danlatau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk
bukti akuntansi penghapusbukuan.

61. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :

a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada
kerugian penghapusbukuan.

1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas
akuntansi dan entitas pelaporan.

2l Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan
ekuitas.

3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal
yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari
penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu,
sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan
penghapusbukuan.

c' Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang
berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write
offi' Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan
reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk
dihapusbukukan atiLs usulan berjenjang yang bertugas melakukan
analisis dan usuran penghapusbukuan tersebut.

62'Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria,
prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang
defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
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63. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya

penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal

maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan

tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa

penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan

melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan

dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.

64. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5

milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh Bupati

dengan persetujuan DPRD.

65. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah

sebagai berikut:

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang

kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang

lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.

b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra

penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas

menghadapi tugas masa depan.

c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan

situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

d.Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya

penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok

kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.

e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau

tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi

saham/ ekuitas / penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan,

hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan),

hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking

kebijakan/peraturan write off di negara lain.

g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan,

apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

K/tiiala4 t1l4,tl4,t4i ?i4taS Hal - 13



Penghapusbukuan (tuntedoun maupun write o/J masuk esktrakomptabel

dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi

misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan

misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut memungkinkan

dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

F. PENGUNGI(APAN

66. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai

akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan

pengukuran piutang;

b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat

kolektibilitasnya;

c. penjelasan atas penyelesaian piutang;

d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

67. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi juga harus diungkapkan

piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai

maupun pengadilan.

68. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam

Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu

diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor

dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan

penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

69. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di

kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan

tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan

dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui

akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

TrrJuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan
dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

I' Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

3' Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12
(dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

4. Persediaan merupakan aset berwujud :

a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

b) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses
produksi;

c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk diiuar atau
diserahkan kepada masyarakat;

d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan keoada
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah.

5' Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan
untuk digunakan, misarnya barang pakai habis seperti alat turis kantor,
obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa,
dan barang bekas pakai lainnya seperti komponen bekas.

6' Persediaan dengan kondisi rusak atau usang (kadaluwarsa), atau karena
suatu sebab tidak dapat dimanfaatkan/digunakan dikeluarkan dari neraca
serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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7. Persediaan antara lain terdiri dari :

a. Persediaan bahan habis pakai;

b. Persediaan bahan material;

c. Persediaan kelengkapan kerja, dan sejenisnya;

d. Persediaan barang yang akan dijual;

e. Persediaan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

8. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun

Standar.

B. PENGAKUAN

9. Persediaan diakui pada saat :

a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya

berpindah.

10. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan
berdasarkan hasil inventarisasi fisik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik
Persediaan (Sfock Opname).

1 1. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum terpakai dan berada

dalam penguasaan Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu atau
masih berada di gudang/tempat penyimpanan persediaan serta instalasi
farmasi dan apotik untuk persediaan obat dan bahan medis habis pakai.

12. Tidak termasuk sebagai gudang/tempat penyimpanan persediaan antara
lain :

a. Ruang kerja pada kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. Pustu, Pusling, Polindes pada Puskesmas;

c. Ruang Tindakan, Ruang Rawat Inap, poliklinik pada RSUD dan
Puskesmas;

d. Loket-loket pelayanan pada SKPD yang melakukan pelayanan publik.

13. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menggunakan pendekatan

beban dalam pengakuan beban persediaan, dimana setiap pembelian

barang persediaan pada tahun berjalan akan langsung dicatat sebagai

beban persediaan.

14. Jika terjadi selisih antara catatan persediaan menurut
Pengurus/Penyimpan Barang atau catatan persediaan menurut fungsi
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akuntansi dengan hasil slock opname disebabkan karena persediaan

hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak, maka yang akan digunakan

adalah hasil stock opname barang pada akhir periode.

C. PENGUKURAN

15. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka

pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan

dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga

perolehan terakhir.

16. Metode pencatatan persediaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow dilakukan secara periodik.

17. Persediaan disajikan scbesar

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan

persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya

penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan

pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang

serupa mengurangi biaya perolehan.

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait

dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang

dialokasikan secara sistemtrtis.

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Hargalnilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian

kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan

transaksi wajar (ann lengtlt transaction).

D. PENYAJIAN DAN PEN$UNGI{.APAN

18. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

19. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

b. Persediaan seperti baranE atau perlengkapan yang digunakan dalam

pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan

dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyri.rakat, dan barang yang masih dalam proses

produksi yang dimaksuckan untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat; dan
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c. Jenis, jumlah, dan nilai Persediaan

termasuk karcis-karcis yang rusak,

kadaluarsa, blangko-blangko kosong

tidak sesuai dengan peraturan.

dalam kondisi rusak atau usang

obat-obatan/bahan kimia Yang

dan usang, serta blangko Yang
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KEBIJAI{AN AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM ' :

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi untuk piutang dan penyisihan piutang, kualitas piutang serta
informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang pemerintah

Kabupaten Bolaang Mongondow yang meliputi definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

3' Kebijakan ini juga mengatur perlakuan akuntansi penyisihan piutang,
pemberhentian pengakuan atas suatu piutang yang akan disajikan dalam
Laporan Keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

4' Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam
laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan
basis akrual.

5' Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah
dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat pedanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pendapatan adalah piutang yang timbul dari adanya tunggakan
pungutan pendapatan yang merupakan hak pemerintah daerah.

Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak
sebagaimana diatur dalam Undang-undang perpajakan, yang belum
dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang timbul karena ada tagihan
retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi sampai dengan akhir
periode laporan keuangan.

6.

7.

8.

9.
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10. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah

piutang yang timbul karena adanya hak pemerintah daerah sesuai

keputusan RUPS dalam tahun anggaran yang belum disetor ke kas daerah

sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

11. Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah piutang yang timbul karena adanya

hak pemerintah daerah dalam tahun anggaran belum disetor ke kas daerah

sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

12. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah piutang yang
timbul karena adanya hak pemerintah yang dialokasi sesuai peraturan

Menteri Keuangan (PMK) tetapi belum ditransfer ke kas daerah sampai
dengan berakhirnya periode laporan keuangan.

13. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya adalah piutang yang timbul karena
perjanjian/ ketentuan perundang-undangan yang mengalokasi dana untuk
pemerintah daerah tetapi belum ditransfer ke kas daerah sampai dengan
akhir periode laporan keuangan.

14' Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah piutang yang timbul
karena perjanjian/ ketentuan perundang-undangan yang mengalokasi dana
untuk pemerintah daerah tetapi belum ditransfer ke kas daerah samoai
dengan akhir periode laporan keuangan.

15. Piutang Pendapatan Lainnya adarah piutang yang timbul karena
perjanjian/ketentuan perundang-undangan yang mengalokasi dana untuk
pemerintah daerah tetapi belum disetor ke kas daerah sampai dengan akhir
periode laporan keuangan.

16. Piutang Lainnya adalah piutang yang timbul karena adanya hak/kewajiban
pemerintah daerah sesuai perikatan/ perjanjan tetapi belum disetor ke kas
daerah sampai dengan akhir periode laporan
keuangan. Piutang jenis ini terdiri dari :

a. Bagian Lancar Tagihan Jangka panjang.

b. Bagian Lancar Tagihan pinjaman Jangka panjang kepada Entitas
Lainnya.

c. Bagian Lancar Tagihan penjualan Angsuran.
d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

17. Piutang Bagian Lancar Tagihan penjualan Angsuran adalah piutang yang
timbul sesuai perkiraan yang merupakan hak atau klaim pemerintah
daerah kepada pihak ketiga atas tagihan penjuaran angsuran barang milik
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daerah yang diberikan dan diharapkan akan jatuh tempo (akan ditagih)
pada tahun depan (dalam jangka waktu kurang darr 12 bulan setelah

tanggal neraca).

18. Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap

Bendahara adalah perkiraan yang merupakan hak atau klaim pemerintah

daerah kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan

hukum mengakibatkan kerugian daerah dan diharapkan akan jatuh tempo
(akan ditagih) pada tahun depan (dalam jangka waktu kuran g d,ari 12

bulan setelah tanggal neraca).

19' Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah rerhadap pegawai Negeri

Bukan Bendahara adalah perkiraan yang merupakan hak atau klaim
pemerintah daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara sebagai akibat
langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum
yang merugikan daerah dan diharapkan akan jatuh tempo (akan ditagih)
pada tahun depan (dalam jangka waktu kuran g d,ari 12 bulan setelah
tanggal neraca).

20. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang
dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

21. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung
berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan
diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari
debiturnya

22. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar
(BAS).

B. PENGAKUAN

23. Piutang diakui pada saat penjrusunan laporan keuangan ketika timbul
klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi rainnya kepada
entitas, yaitu pada saat :

a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;

b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum
dilunasi
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24. Piutang pajak diakui pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah

dan piutang retribusi diakui saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi atau

dokumen lain yang dapat disetarakan dengan ketetapan pajak/retribusi.

25. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang

timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian

fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di

neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan

kewajiban secara jelas; dan

b. jumlah piutang dapat diukur;

26. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan

berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan

penetapan yang sah menurut ketentuan yang

yang belum dibayarkan.

Sumber Daya Alam diakui

sesuai dengan dokumen

berlaku sebesar hak daerah

27.Pi;.fiang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang

ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan

yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

28. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan dokumen

persyaratan pencairan DAK yang telah diveri{ikasi dan dinyatakan lengkap

dan sah oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) yang telah

ditetapkan sebesar jumlah yang belum ditransfer berdasarkan ketentuan.

29. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai

dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh

pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau

piutang bagi daerah penerima;

b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat

penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat

persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya

oleh Pemerintah Pusat.

30. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan alokasi yang telah

ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan

yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. (hasil realisasi

pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar).
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31. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi

pendapatan yang menjadi hak/bagian pemerintah daerah yang belum

diterima.

32. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada

kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka

kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode

berikutnya.

33. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan

Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), harus didukung dengan

bukti SK Pembebanan/SKP2Kl SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang

menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara

damai (di luar pengadilan). SK Pembebananf SKP2K/SKTJM/Dokumen yang

dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa

kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia

mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut

dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan

setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

C. PENGUKURAN

34. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang

undangan, adalah sebagai berikut:

a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat

ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh

Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;

atau

c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan

dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

35. Piutang pajak dinilai sebesar nilai dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP)

dikurangi dengan jumlah yang telah dilunasi, bukan nilai awal sebagaimana

tercantum dalam Surat Ketepan Pajak (SKP).

36. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

K{n/Anaa r(444t4'.4 ?artag Hal-5



a. Pemberian pinjaman
piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari

kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan

nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila

dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga,

denda, commitment fee dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka

pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda,

commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang

terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian

penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran,

maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang

dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah

diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi

dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

37. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai

dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan

berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal

terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah

Daerah;

c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan

disetujui oleh Pemerintah Pusat.

38. Pengukuran piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugt

(TP/TGR) berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan

sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun

be{alan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan

berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
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b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas

12 (dua belas) bulan berikutnya.

39. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan

Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum

dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka

masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang

dihapuskan.

40. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan

dua cara yaitu: penghapustagihan (wite-ffi dan penghapusbukuan /runfe
dotun).

41. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan /nef
realizable ualue), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan

penyisihan piutang.

PENILNAN/ KUALITAS PIUTANG

42. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk
menentukan besaran tarif penyisihan piutang.

43. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasilikasi
sebagai berikut:

a. Kualitas Piutang Lancar;

b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;

c. Kualitas Piutang Diragukan;

d. Kualitas Piutang Macet.

44. Penggolongan Kualitas Piutang pajak dapat dipilah berdasarkan cara
pemungut pajak yang terdiri dari:

a. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib pajak (self asessment); darr

b. P4jak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (offi.cial asessment).

45. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak /sef as sessment)dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:

l) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
2) Masih dalam masa tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
3) Wajib Paj ak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
a) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
5) Wajib Pajak likuid; dan/atau
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6) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;

dan/atau

2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;

dan/atau

3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan latau
a) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan /atau
5) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :

1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;

dan/atau

2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;

dan/atau

3) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan latau
a) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan latau
5) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau

2) Apabila wajib pdak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;

dan/atau

3) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

a) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

5) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

46. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh

Kepala Daerah (official assessmenf/ dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
2) Masih dalam masa tenggang waktu jatuh tempo;dan I atau

3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

a) Wajib Pajak likuid; dan/atau

5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
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2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;

dan/atau

3) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau

a) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Umur piutang 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau

2)Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;

dan/atau

3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

a) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau

2)Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunanasan;

dan/atau

3) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

5) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)

4T.Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi,

dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar

1) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1(satu) bulan; dan/atau
2l Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh

tempo yang ditetapkan.

b. Kualitas Kurang Lancar

(1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
(2) Apabila belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu I (satu)

bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama.

c. Kualitas Diragukan

1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
2l Apabila belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua.

d. Kualitas Macet

1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
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2l Apabila belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah

diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang

negara.

48. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan

Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

D. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

49. Penyisihan Piutang Tidak rertagih untuk pajak, ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,50% (nol koma lima perseratus);

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan fiika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 507o (lima puluh perseratus) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan fiika ada); dan

d. Kualitas Macet IOOo/o (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas
macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan

fiika ada).

50. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan
sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,50% (nol koma lima puluh perseratus);

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan fiika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50 o/o (lima puluh perseratus) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan fiika ada); dan
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d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas

macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan

fiika ada).

51. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain

Retribusi, ditetapkan sebesar:

a. 0,50 o/o dari Piutang dengan kualitas lancar;

b. 10 o/o dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi
dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan fiika ada);

c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan
nilai agunan atau nilai barang sitaan fiika ada); dan

d. 100% dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan fiika ada).

52. Penyisihan dilakukan setiap buian tetapi pada akhir tahun baru
dibebankan.

53. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode
pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai
penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

54. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak
perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK,
namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan
terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara
angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat
restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan
piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya
disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

55' Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada
tahun bedalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap
penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun
sebelumnya, penerimaan kas diakui sebagai surplus non operasional pada
Laporan Operasional.

E. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

56' Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan
bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara
umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai
(pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut
selesai/lunas.
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57. pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan

dua cara, penghapustagihan (write-ofll dan penghapusbukuan {write downl.

58. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen,

merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agat nilai

piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable ualue-nya.

59. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan

penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan

dari intrakompt ab el menj adi ekstr akomptab el.

60.Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan

piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acata atau

keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang.

Keputusan danf atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk

bukti akuntansi penghapusbukuan.

61. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :

a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada

kerugian penghapusbukuan.

1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas

akuntansi dan entitas pelaporan.

2l Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan

ekuitas.

3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal

yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari

penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu,

sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan

penghapusbukuan.

c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang

berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write

oJn. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan

reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk

dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan

analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

62. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria,

prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang

defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
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63. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku. oleh karena itu, apabila upaya

penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal

maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan

tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa
penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan

melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan
dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.

64. Berdasarkan undang-Undang Nomor 1 tahun 2oo4 tentang

Perbendaharaan, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5
milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh Bupati

dengan persetujuan DPRD.

65. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah

sebagai berikut:

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang

kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang

lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.

b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra

penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas

menghadapi tugas masa depan.

c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan

situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya

penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok

kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.

Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau

tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi

saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan,

hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan),

hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking

kebijakan/peraturan u.trite off di negara lain.

Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan,

apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

e.

ob'
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Penghapu sbukuan (w rite d.otun maupu n ut rite ofJ masuk e sktrakomptabel

dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi

misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan

misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan hairqtt memungkinkan

dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

F. PENGUNGI{APAN

66. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai

akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan

pengukuran piutang;

b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat

kolektibilitasnya;

c. penjelasan atas penyelesaian piutang;

d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

67. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi juga har-us diungkapkan

piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai

maupun pengadilan.

68. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam

Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu

diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor

dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan

penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

69. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di

kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan

tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan

dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui

akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI IT{VESTASI

UMUM

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu

disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi

baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam

laporan keuangan untuk tuj uan umum yang disusun dan disajikan

dengan basis akrual.

2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow baik investasi jangka

pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat

pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi,

serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Deflnisl

3. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat

ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

4. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah

daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh

pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum

digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

5. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan

investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok

aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok

aset non lancar.

6. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan

dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau

kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
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a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai

dengan 12 bulan.

b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah
dapat menjual/mencairkan investasi tersebut iika timbul kebutuhan
kas.

c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan
sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu
kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

7. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 1 2 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang
menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Non permanen

Investasi jangka Panjang Non permanen merupakan investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimitiki secara tidak
berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi Jangka Panjang Non permanen dapat berupa:

1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo
oleh pemerintah daerah,

2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
dialihkan kepada pihak ketiga,

3) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka
pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara
bergulir kepada kelompok masyarakat,

4) Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak
dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara
permanen seperti penyertaan modal untuk
penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

b. Investasi Jangka panjang permanen

Investasi Jangka panjang permanen merupakan investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau
tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi Jangka panjang permanen dapat berupa:

].1_jgllgl9gr Mod"i p.-.ri.tt"h Du"r"h pada perusahaan daerah,
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2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah

Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

8. Metode Biaya (Cost Methodl adalah suatu metode akuntansi yang

mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

9. Metode Ekuitas (Equitg Method) adalah suatu metode akuntansi yang

mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai
investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian
investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima

investasi (inuesteel yang terl'adi sesudah perolehan awal investasi.

10. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

11' Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah
dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat
diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi
dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat
kepastian cukup. pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat
kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau
lasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia
pada saat pengakuan yang pertama kali.

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai/andal (reliablel, didasarkan pada bukti transaksi yang
menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi
tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan
estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

12. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain
berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash
diuidenQ, diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

13. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan
modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode
biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. sedangkan apab a
menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang
diperoleh oleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil
investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen
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dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai

investasi pemerintah daerah.

C. PENGUKURAN DAN PENILAJAN

14. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat

membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan

sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak

memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai

tercatat atau nilai wajar lainnya.

15. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan

sebagai berikut:

a. Pengukuran investasl Jangka pendek

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi

jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi

investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan

biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi

jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar

investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga

pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi

jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang

diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan

dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar

biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah

biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi

berkenaan.

2) Investasi jangka panjang nonpermanen:

a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk

pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak

untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai
perolehannya.
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b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan

untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya

dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan

dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk

penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan

pemerintah daerah, seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR)

diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya

yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang

dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek

tersebut diserahan ke pihak ketiga.

16. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset

pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga

perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga

perolehannya tidak ada.

17. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan

mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan

menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank indonesia) yang berlaku

pada tanggal transaksi.

18. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode

sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya

perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil
yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada

badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah

dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau

dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan
pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang

diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima
dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah

daerah.
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Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk

mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya

adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta

revaluasi aset tetap.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama

untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu

dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi

pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah

dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat

diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan

dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah

yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh
temponya.

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima
kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-

masing kelompok sebagai berikut:

No Periode Jatuh Tempo Pengembalian
Investasi

Persentase
Penvisihan

1 Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun IO o/o

2 Jatuh tempo pada periode diatas 2 s.d 3
Tahun

25 o/o

3 Jatuh tempo pada periode diatas 3 s.d 4

Tahun
50 o/o

19. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria
sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 2oo/o menggunakan metode biaya.

b. Kepemilikan 2Oo/o sampai 5O%, atau kepemitikan kuran g d,ari 2Oo/o

tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode
ekuitas.

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

c.
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d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen

menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

20. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan

saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan

metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah

tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap

perusahaan inuestee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada

perusahaan inuestee, antara lain:

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi
perusahaan inuestee;

d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam

rapat/pertemuan dewan direksi.

D. PENGUNGKAPAN

21. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan

sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;

c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun
investasi jangka panjang;

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab

penurunan tersebut;

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;

f. Perubahan pos investasi.
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KEBIJAI{AN AKUNTANSI

DANA CADANGAN

UMUM

Tujuan

1. Kebijakan akuntansi dana cadangan

2' Mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam
penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah

RuangLingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun
dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
pemerintah Bolaang Mongondow, yang memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

5' Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana
cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum
Daerah (BUD).

6. Pengelolaan Dana cadangan adalah penempatan Dana cadangan
sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio
yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut
antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (sBI), Surat
Perbendaharaan Negara (spN), Surat Utang Negara (suN), dan surat
berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Z adalah pengeluaran pembiayaan dalam
rangka mengisi dana cadangan. pembentukan dana cadangan berarti
pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana cadangan.

8. Pencairan Dana Cadanqan adalah penerimaan pembiayaan yang
berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja.
Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana cadangan
yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang
dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah
direncanakan.
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9. Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukkannya,

misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung

olahraga.

B. PENGAKUAN

10' Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan
pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut
sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan
yang lain.

1 1. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana
Cadangan.

12. Pencairan Dana cadangan mengurangi Dana cadangan yang
bersangkutan.

13. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-
bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan
oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan ppKD.

14. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di
pemerintah daerah merupakan penambah Dana cadangan.

C. PENGUKURAN

15. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang
diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

16. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur
sebesar nilai nominal yang diterima.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

17 'Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.
18. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
19' Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan

maka Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
20' Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(caLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;

b. T\rjuan pembentukan Dana Cadangan;

c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana cadangan;
d' Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan

dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;

e. Sumber Dana Cadangan; dan

f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana cadanga'.
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21. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang

Sah sebagai Pendapatan LO.

22.Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan

pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai

Pengeluaran pembiayaan.

23. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam

kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.

24.Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam

kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.
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KEBIJAI{AN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset

lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta

pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka

penyusunan laporan keuangan.

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang memperoleh anggaran

berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

4. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset

tetap dan dana cadangan.

5. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

d. Aset Tidak Berwujud;

e. Aset Lain-lain.

6. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat

diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran

kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan

angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan

kendaraan dinas.

7. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang

dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah

sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan
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B.

melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau

kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan

terhadap pegawai negeri bukan bendahara danlatau pejabat lainnya

serta pihak lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas

suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat

langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar

hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara dan/atau

pejabat lainnya serta pihak lain tersebut atau kelalaian dalam

pelaksanaan tugas kewaj ibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang

mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang

dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan latau hak usaha

yang dimiliki.

10. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)/Bangun Guna Serah (BGS)/BOT;

b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)/Bangun Serah Guna (BSG) IBTO;

c. Sewa;

d. Keda Sama Pemanfaatan;

e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Bangun, Kelola, Serah (BKS)/Bangun Guna Serah/BOT adalah suatu

bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh

pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut

mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta

mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian

menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut

fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka

waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak

ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset,

biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah.

Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran

tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan

pembayaran aset BKS/BGS/BOT ini harus diatur dalam

perjanjian / kontrak kerjasama.

9.

11.

12
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13. Bangun, Serah, Kelola (BSK)/Bangun Serah Guna (BGS)/BTO adalah

pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor,
dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan

dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset

yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola
sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

14. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

15. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik
Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan
lainnya.

16. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adaiah kerja sama antara
Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat
dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh
aset tidak berwujud adalah goodwitt, hak paten, hak cipta, hak merek,
royalti, sofi,tuare, lisensi, serta hasil/kajian penelitian yang memberikan
manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya, dan aset tak
berwujud dalam pengerjaan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh
melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah
daerah.

18. Jenis Aset Tak Berwujud adalah:

a' Goodutill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas
akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas
berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan
kepentinganlsaham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Hak Paten. Hak cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh
karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu
pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan
manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat
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mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain

yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas

kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak

dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan

lain.

Softutare. Sofiware komputer yang masuk dalam kategori Aset Tak

Berwujud adalah sofiware yang bukan merupakan bagian tak

terpisahkan dari harduare komputer tertentu. Jadi sofi'ware ini

adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

Lisensi adalah rzin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta

yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian

hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan

Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat

paniang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan

manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang

dapat diidentifikasi sebagai aset.

g Aset Tak Benruiud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud

yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak benvujud

yang ada.

h. Aset Tak Berruujud dalam Pengeriaan. Terdapat kemungkinan

pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara

internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun

anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal

pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang

telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan

tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam

Pengerjaan (intangible assef work in progressl, dan setelah

pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak

Berwujud yang bersangkutan.

19. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara

sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tak

Berwujud sama prinsipnya dengan penyusutan aset tetap.

20. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak

dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan

c.

d.

e.

tertentu.
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Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga

dan Aset Tak Berwujud.

21. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari

penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat

sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau

aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau

aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen

hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

22. Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada

Bagan Akun Standar.

PENGAKUAN

23. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah
daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan

andal.

b. Diterima atau kepemilikannya dan I atau kepenguasaannya

berpindah.

24. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa
pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi
berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

25' Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun ranpa
penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan
dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

26. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah
dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas
umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan
angsuran.

27. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah
dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
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28. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat

Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan

setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas

umum daerah.

29. Bangun, Kelola, Serah (BKS) /Bangun Guna Serah (BGS)/BOT dicatat

sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak

ketiga/ investor untuk membangun aset BKS/BGS/BOT tersebut. Aset

yang berada dalam BKS/ BGS/ BOT ini disajikan terpisah dari Aset

Tetap.

30. Aset Bangun Kelola Serah/Bangun Guna Serah/BOT yang harus

disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang

digunakan.

31. Penyerahan/pengembalian aset BKS/BGS/BOT oleh pihak

ketiga/ investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian

sebagai berikut :

a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai

tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan

dan disajikan kembali sebagal aset tetap.

b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga

wajar pada saat perolehan / penyerahan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang

harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud

hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut

mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa

potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk

kedalam entitas tersebut.

Aset Tak Berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai
berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tak Berwujud diperoleh secara

gabungan harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan

mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan

nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara internal,

misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat

pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang

meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya Aset Tak

32.

34.
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Berwujud tersebut memiliki masa manfaat dimasa yang akan datang

sampai dengan aset tak berwujud tersebut telah selesai dikembangkan.

35. Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (Intangible Heritage Asse/s) yang

berasal dari aset bersejarah (Heritage Assets/ tidak diharuskan untuk

disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam

catatan atas laporan keuangan. Namun apabila aset tak berwujud

bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka

hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

36. Sifat alamiah Aset Tak Berwujud dalam banyak kasus adalah tidak

adanya penambahan nilai terhadap Aset Tak Berwujud tertentu atau

penggantian dari sebagian Aset Tak Berwujud dimaksud. Oleh karena

itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari Aset Tak Berwujud

mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa

datang atau jasa potensial yang terkandung dalam Aset Tak Berwujud

dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi

Aset Tak Berwujud dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain,

seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran

setelah perolehan terhadap suatu Aset Tak Berwujud tertentu sehingga

diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun

demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan

yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tak Berwujud

tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai

Aset Tak Berwujud dimaksud. Biaya yang telah dibebankan tidak dapat

diakui sebagai Aset Tak Berwujud.

37. Aset Tak Berwujud seperti software/website yang dapat dikapitalisasi

setelah perolehan awal paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

1) Meningkatkan fungsi sofiware/utebsite.

2l Meningkatkan elisiensi sofiware/ uebsite.

3) Memenuhi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tak

Berwujud.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi kriteria diatas,

maka pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pemeliharaan

pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran untuk teknisi softuare

dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali.
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38.

39.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tak Berwujud yang

meningkatkan masa manfaat pada umumnya tidak terjadi, yang ada

adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin lisensi/ penggunaan

softuare atau upgrade dari versi lama ke versi yang baru.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan Aset Tak

Berwujud sebesar Rp I 5.OOO.OOO,OO

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai neto yaitu

harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Perhitungan

amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat

selama 5. tahun.

40. Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasr

selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih

pendek.

Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas (seperti gooduilll

tidak boleh diamortisasi. Nilai Aset Tak Berwujud yang tidak
diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah
Aset Tak Berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa

depan.

Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat
ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka Aset Tak Berwrrjud
dengan masa manfaat tak terbatas tersebut mengalami penurunan
nilai. Penurunan nilai Aset Tak Berwujud tersebut harus diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Jika terbukti Aset Tak
Berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa
mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan Aset
Tak Berwujud tersebut sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai Aset Tak Berwujud dengan
masa manfaat tak terbatas, entitas disyaratkan untuk menguji Aset Tak
Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tersebut dengan
membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang
diperkirakan semula, maka hal tersebut diungkapkan secara memadai
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

t1
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43.Suatu aset dikatakan memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika

ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya,

nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan

diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang

menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat

dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

44. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

D. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TAK BERWUJUD

45.Ada kalanya Aset Tak Berwujud harus dihentikan dari penggunaannya.

Beberapa keadaan dan alasan penghentian Aset Tak Berwujud antara

lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa

manfaat Aset Tak Berwujud. Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak

dapat digunakan karena ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa

kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut

hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan sehingga

penggunaannya harus dihentikan.

46.Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik

karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat,

maka pencatatan akun Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus

dihentikan dan diproses penghapusannya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Pada saat penghapusan, Aset Tak Berwujud dihentikan

dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan Aset Tak Berwujud

sebesar nilai tercatat netto.

47.Dalam hal penghentian Aset Tak Berwrrjud merupakan akibat dari
pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga

pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tak

Berwujud yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara

harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tak

Berwrrjud terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non

operasional.

48. Penerimaan kas dari penjualan Aset Tak Berwujud dicatat dan

dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Penghentian Aset Tak Berwujud harus diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.
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PENGUNGI(APAN

49. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,

sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Rincian aset lainnya;

b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;

c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa,

KSP,KSPI, BKS/BGS/BoT dan BSK/BSG/BTO);

d. Informasi lainnya yang penting.
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KEBIJAI(AN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi

kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya

pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah

Kabupaten Bolaang Mongondow yang menyajikan laporan keuangan

untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya,

termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang

diperlukan.

3. Kebijakan akuntansi ini mengatur:

a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek

dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam

Negeri dan Utang Luar Negeri.

b. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Definisi

4. Kewaiiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah daerah.

5. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

6. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

7. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar

dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

8. Kewaiiban iangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar

dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

9. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena

pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa

dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian

hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan

pembayaran.

10. Utans Perhitunsan Fihak Ketiga (PFKI adalah pungutan/potongan

PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada
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pihak lain.

1 I . Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena

adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca

seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah

daerah kepada pihak lain.

12. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama

kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat

utang pemerintah.

13. Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur

untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa

pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:

a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk

tunggakan dengan utang baru; atau

b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yartu

mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.

Penjadwalan utang dapat berbentuk pembahan jadwal pembayaran,

penambahan masa tenggang, atau menjadwalkan kembali rencana

pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau
f crf r rnooalr

14. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun

Standar.

B. PENGAKUAN

14. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber

daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang

ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut

mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

15. Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);

b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transacfions), sesuai

hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas

dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (gouemment-related

euentsl;

d. Kejadian yang diakui pemerintah (gouemment-acknowledged euents).
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16. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah

daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan,

dan/atau pada saat kewajiban timbul.

lT.Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat

ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah

daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non

Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil

penjualan obligasi pemerintah daerah.

18. Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan

pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran

dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta

pengadaan barang dan jasa.

19. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa

kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum

dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya

waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir

periode pelaporan.

20. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi

kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan

setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali

bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah Utang

Jangka Panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga

kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

21. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari

pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh

pemerintah daerah.

22. Utang Beban, diakui pada saat:

a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi

sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat
penagihan atau inuoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan

barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh

pemerintah daerah.

c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

23. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya
klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran

sampai dengan tanggal pelaporan.
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c.

24. IJtang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan

keuangan apabila:

a. barang yang dibeli sudah diterima, atau

b. jasa/bagianjasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau

c. sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan

sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan

pekerjaan/ serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan

belum dibayar.

25. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau

jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui

pada saat penyusunan laporan keuangan.

26. tJtang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi

proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui

berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

PENGUKURAN

27 . Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban tersebut

dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesta

pada tanggal pelaporan.

28. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK

yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan

keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan'

29. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang

dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus

mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang

tersebut.

30. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga

yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasai

dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri Utang

bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada

setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang

berkaitan.

31. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian iancar

utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan'
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32. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang

belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai

dengan tanggal pelaporan, namun kasnya telah diterima.

33. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah

daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal

pelaporan.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak

termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar

lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat

laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item

disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut,

misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan

jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah

diserahkan oleh pegawai tersebut (tidak termasuk kekurangan

pembayaran Tunjangan Sertilikasi Guru PNSD) Contoh lainnya adalah

penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa

oleh pemerintah kepada pihak lain (pendapatan diterima dimuka).

Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Utang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs

tengah Bank Indonesia saat terjadinya transaksi,

Pada tanggal neraca pos utang dalam mata uang asing dilaporkan ke

dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia pada tanggal pelaporan.

Selisih penjabaran pos utang dalam mata uang asing antara tanggal

transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan

ekuitas periode berjalan.

D. PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO.

39. Sekuritas utang yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya

fitur untuk ditarik (call feature) oleh penerbit sekuritas tersebut atau

karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan

pemegangnya, maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai

tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan

diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari

pos kewajiban yang berkaitan.

40. Bila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat

(carrying ualuel, maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo

dtr"gg"p ".brg"t p

34.

35.

36.

38.
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menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan'

41. Bila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carryng

ualuel, maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang

terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan

Operasional pada Pos Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

E. TUNGGAKAN

42. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo

namun pemda tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau

bunganya sesuai jadwal.

43. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam

bentuk daftar umur (aging schedule) kreditur pada Catatan atas

Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

F. RESTRUKTURISASI UTANG

44 . DaIam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang,

debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak

saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai

tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat

tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan

dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus

diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian

pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

45. Restrukturisasi dapat berupa:

a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk

tunggakan dengan utang baru; atau

b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu

mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.

Penjadwalan utang dapat berbentuk:

(1) Perubahan jadwal pembayaran,

(2) Penambahan masa tenggang, atau

(3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga

yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

46. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga

efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap

periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo.
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G.

Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang

dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan

sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang

kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang

baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai

dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

47.lnformasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru

harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

48. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan

dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga

maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka

debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama

dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang

ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan

dari pos kewajiban yang berkaitan.

49. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat

dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa

depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa

depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

50. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat

merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu.

Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah

tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu

dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka

harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi
yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku

untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

PENGHAPUSAN UTANG

51 . Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada

debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam

bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

52. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur
melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di

bawah nilai tercatatnya.
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53. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai

tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf

48 berlaku.

54. Jika penyele saian suatu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai

tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur

harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya

dan kemudian menerapkan paragraf 46, serta mengungkapkan pada

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan

aset nonkas yang berhubungan.

55. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus

mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat

restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

(a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan ffumlah nominal dikurangi

atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya

keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan

(b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

56. Penilaian kembali aset pada paragraf 53 akan menghasilkan perbedaan

antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk
penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada

Catatan atas Laporan Keuangan.

H. PENYAJIAN DAN PENGUNGI(APAN

57. Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang

yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah

berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan

tingkat bunga yang berlaku;

d.Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum
jatuh tempo;

1) Perj anj ian restrukturisasi utang meliputi:

a) Pengurangan pinjaman;

b) Modifikasi persyaratan utang;

c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
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e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

0 Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode

pelaporan.

2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk

daftar umur utang berdasarkan kreditur.

3) Biaya pinjaman:

a) Perlakuan biaya pinjaman;

b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode

yang bersangkutan; dan

c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI

EKUITAS

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi atas ekuitas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi serta pengakuan dan

pengukurannya.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemerintah

Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

7.

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah daerah yang

merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah

daerah.

Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo Akhir Ekuitas di Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas Awal ditambah/ (dikurangi) oleh

Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai
persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain - lain yang tersaji dalam

LPE.

Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K
PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi
pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan
dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan
Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasihkasi aset untuk
dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun
kewajiban. Dengan tidak diakomodasikan akun ekuitas untuk
dikonsolidasikan dan ekuitas SAL maka laporan interim untuk neraca

akan menyajikan nilai ekutas yang sebenarnya.

5.

6.

B.
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Klasifrkasi

9. Ekuitas Awal adalah nilai kekayaan bersih entitas akuntansi/pelaporan

pada periode awal pelaporan.

10. Koreksi Ekuitas adalah penambahan/pengurangan nilai ekuitas yang

berasai dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan

koreksi ekuitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1 I . Surplus/ Defisit LO adalah pe njumlahan selisih lebih/ kurang antara

surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan

kejadian luar biasa pada akhir periode pelaporan yang diperhitungkan

untuk mendapatkan nilai ekuitas akhir.

B. PENGAKUAN

12 . Ekuitas diakui pada saat pelaporan keuangan melalui perhitungan

perubahan ekuitas.

C. PENGUKURAN

13. Ekuitas diukur berdasarkan perhitungan perubahan ekuitas yaitu

ekuitas diawal pelaporan dijumlahkan dengan surplus/defisit LO pada

periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung

menambah/mengurangi ekuitas sehingga mendapatkan nilai ekuitas

akhir periode pelaporan.

14. Ekuitas juga diukur berdasarkan dari selisih realisasi jumlah aset dan

realisasi jumlah kewajiban pada periode pelaporan.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

15. Ekuitas disajikan dalam neraca dan dijelaskan rinciannya dalam

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
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KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN.LO

A. UMUM.

Tujuan.

1. Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam laporan

operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi

tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup.

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LO yang

disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis

akrual.

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas

akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow,

yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah.

B. DEFINISI.

4. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan
terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah-LO.

Pendapatan Asli Daerah-LO adalah pendapatan yang diperoleh

daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. PAD bersumber

dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang

Sah.

b. Pendapatan Transfer-LO.

Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan yang bersumber

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
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Desentralisasi. Alokasi Pendapatan Transfer-LO untuk

pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak-LO, Dana Alokasi Umum-LO,

Dana Alokasi Khusus-LO dan Dana Penyesuaian-LO (bagi yang

diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode

berdasarkan Nota Kredit dari bank.

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah

seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LO

dan Pendapatan Transfer-LO. Lain-lain Pendapatan yang Sah-

LO terdiri dari :

1. Pendapatan Hibah-LO;

2. Dana Darurat-LO; dan

3. Pendapatan Lainnya-LO.

Pendapatan Non Operasional-LO.

Pendapatan Non Operasional-LO adalah pendapatan yang

diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama

pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung

dari timbulnya suatu transaksi. Pendapatan Non Operasional-

LO terdiri dari :

1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO;

2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO; dan

3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan Luar Biasa-LO adalah pendapatan yang terjadi

karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi

biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di

luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan

selisih antara aset dan kewaiiban pemerintah.

C. PENGAKUAN.

6. Pendapatan-LO diakui pada saat:

Timbulnya hak atas pendapatan (eamedl, atau

Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi (realized\.

7 . Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa :

C.

,.1

e.

a.

b.
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a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu

pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat

timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan'

b. Dalam hai badan layanan umum, pendapatan diakui dengan

mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur

mengenai badan laYanan umum.

8. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa

hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih

dahulu adanya penagihan.

9. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka

pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi

yaltu :

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;

b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan

c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

10. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan

apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi

perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan) antara

penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah,

dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih du1u, maka

Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan

walaupun kas belum diterima.

11. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat

dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah

tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan

hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana

penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan

diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas

diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta

mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan-LO

dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan

penerimaan kas) dengan memperhatikan :

a. Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang

belum dibayar oleh wajib pajak, maka nilainya diakui sebagai

penambah Pendapatan Pajak-LO. PPK-SKPD mencatat "Piutang
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Pajak Daerah" di debit dan "Pendapatan Pajak-LO (sesuai

rincian obyek terkait) di kredit.

b. Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode

akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi

harus diakui sebagai pengurangan terhadap "Piutang

Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengan rincian obyek

terkait)".

c. Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang

Pajak/ Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang

dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar

perhitungan beban penyisihan piutang.

12. Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-Lo

bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas

transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak

pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan

pertimbangan :

a. Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek.

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan

penerimaan kas tidak terlalu lama (maksimal 30 hari) dan

masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat

dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang

sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (accounting

treatmentl yang harus dilakukan.

b. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi.

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian
jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai

dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan

pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka

atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara

pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat

dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara

bersamaan saat diterimanya kas.

13. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan

apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi
perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan

penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih

dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi,
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maka Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya

penetapan / pengakuan pendapatan.

14. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak

bagi pemerintah daerah.

15.Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan

atas Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana kondisi

berikut ini :

a. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas.

Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah

terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada

saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan

Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.

b. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas.

Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah-LO

dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka

waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak

terlalu lama (maksimal 30 hari dan masih dalam periode

akuntansi); dan tidak adanya dokumen penetapan maka

Pendapatan Asli Daerah-LO dapat diakui bersamaan dengan

penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan

bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda

Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya

yang sah.

c. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas.

Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah-LO belum

menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah

diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat

Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial,

ataupun dokumen lainnya yang sah.

16. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada timbulnya hak

untuk menagih pendapatan.

17. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di PPKD.

18. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat

pendapatan ini diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

19. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat diterima di RKUD.

Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar

negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas
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dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD

untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah, diakui pada saat

diterima oleh entitas bersangkutan.

20. Dana Darurat-LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka

diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas

Daerah (basis kas).

21. Pendapatan Lainnya-LO diakui pada saat telah menjadi hak

pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.

22. Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO pada saat hak atas

pendapatan timbul.

23. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber

berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk

mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

24. Pendapatan Luar Biasa - LO diakui pada saat hak atas pendapatan

luar biasa timbul.

25. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali

atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka Pendapatan Luar

Biasa-LO ini dapat diakui dengan kondisi bersamaan dengan

diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode

akuntansi.

D. PENGUKURAN.

26. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

27.Dalan:' hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum
selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

28. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada

tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

29. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak
pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan
berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu
dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

30. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain pendapatan

yang Sah - LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di
RKUD.
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31. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, Pendapatan Non Operasiona)-

LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO diukur dengan azas bruto

yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul

karena pendapatan tersebut diukur sejumlah nilai nominal hak

rrano diterirna

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN.

32. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO)'

Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

33. Pendapatan Non Operasional-LO disajikan dalam Laporan

Operasional (LO) sebelum pos luar biasa.

34. Pendapatan Luar Biasa-LO disajikan dalam Laporan Operasional

(LO) setelah pendapatan Non Operasional-

35. Hai-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan

pendapatan-LO adalah :

a. Penerimaan pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal

berakhirnya tahun anggaran;

b. Penjelasan mengenai pendapatan-LO yang pada tahun

pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat

khusus;

c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan

pendapatan daerah; dan

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA.

A. UMUM.

Tujuan.

1. Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran
pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhl
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

2. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah
disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.

Ruang lingkup.

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LRA dalam
penyusunan laporan realisasi anggaran.

4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entltas
akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow,
yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk
perusahaan daerah.

B. DEFINISI.

5. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum
daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun

,,^.^^ Lyarrs rersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

6. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

7. Saldo anssaran lebih adalah gunggungan (penjumlahan) saldo
yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran
sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang
diperkenankan.

C. PENGAKUAN.

8. Pendapatan-LRA diakui pada saat:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh
bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum
disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara
penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/ SKPD dan
digunakan Iangsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat
entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
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d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung
dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai
pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas
penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas
pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD'
dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

D. PENGUKURAN.

9. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

10. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum
selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

1 1. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada
tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN.

12. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran
dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

13. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan
pendapatan-LRA adalah :

a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal
heraLhirnrra tahr rn qncroaran'

b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan
yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan
pendapatan daerah; dan

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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KEBIJAI(AN AKUNTANSI BEBAN

A. UMUM

Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban

yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapannya dalam pen5rusunan Laporan Keuangan pemerintah

daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas

akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow,

yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah.

Definisi

3. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

4. Beban merupakan unsur/komponen penJrusunan Laporan

Opeasional (LO).

5. Beban terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Beban Non

Operasional dan Beban Luar Biasa.

6. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk

mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional

entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

7. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa,

Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial,

Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan
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Beban lain-lain

8. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik
dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada
pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan
oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan
atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang
berkaitan dengan pembentukan modal.

9. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai,
perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium
kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan
tertentu terkait dengan suatu prestasi.

10. Beban Bunga merupakan arokasi pengeluaran pemerintah daerah
untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban
penggunaan pokok utang Qtrincipal outstand.ing) termasuk beban
pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah
yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee d,an
biaya denda.

11. Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang
diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu
agar harga jual produksi/iasa yang dihasilkan dapat terjangkau
oleh masyarakat.

12. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang,
barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

13' Beban Bantuan sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam
bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
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kemungkinan terjadinya resiko sosial.

14. Beban Penvusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi
akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada
saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan / berlalunya waktu.

15. Beban Penvisihan Piutang merupakan cadangan yang harus
dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait
ketertagihan piutang.

16. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam
kategori tersebut di atas.

17. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah
kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan.

18. Beban Non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan
perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

19. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang
tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak
diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali
entitas pemerintah.

20. Beban diklasifikasikan

mengelompokkan beban

Akun Standar.

menurut klasilikasi ekonomi, yaitu
berdasarkan jenis beban dalam Bagan

B. PENGAKUAN

21. Beban diakui pada:

a. Saat timbulnya kewajiban;

b. Saat terjadinya konsumsi aset: dan
c. saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

22' Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya
peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti
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keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening

telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum

dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

23. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat

pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya
kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan

operasional pemerintah daerah.

24. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan

dengan penggunaan aset bersangkutan / berlaiunya waktu. Contoh

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah pen)'usutan

atau amortisasi.

25. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban

dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

26. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal

proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu

antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan

beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi
untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen

penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum

dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban

dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika
beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan

meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

27. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan
apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan

pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui
bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

28. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal
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proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu

antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana

pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka

pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa

dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat

pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa

dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai

Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai

Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

29. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten

Bolaang Mongondow dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas

yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran

belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunarl

laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

30. Beban pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan

hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai

diakui berdasarkan dokumen yang sah.

31. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya
dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (sp2D) LS atau diakui
bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian

pada akhir periode akuntansi.

32. Beban dengan mekanisme uP/GU/TU akan diakui berdasarkan
bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh pengguna

Anggaran lpada saat Pertanggungjawaban (spJ) atau diakui
bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran

dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

33. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan
penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai

berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada

tanggal pelaporan belum dibayar.
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b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban

atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti

penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima

ditandatangani tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar'

Dalam hal pada tanggal pelaporan masih terdapat barang

persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang

beban.

c. Beban Pen]'usutan dan amortisasi diakui saat akhir

tahun/periode akuntansi berdasarkan metode pen,'usutan dan

amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti

memorial yang diterbitkan.

d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode

akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah

ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang

diterbitkan.

e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk

dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban

bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat

jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

f. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah
untuk memberikan subsidi telah timbul.

g. Beban hibah diakui pada saat perjanjian hibah hibah atau NPHD
disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses
verifrkasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode
akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

h. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan
penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi
bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat
kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum
dilakukan verifikasi atas penyaluran bantuan sosial. Pada akhir
periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap
pengakuan belanja ini.

i. Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut
timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

j. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah

daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi
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k.

l.

dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan
sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai
tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban
diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
Pengakuan beban non operasional berdasarkan pada saat
timbulnya kewajiban.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan
terjadinya beban non operasional maka timbulnya kewajiban
diakui bersmaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

m. Pengakuan beban luar biasa adalah pada saat kewajiban atasbeban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan ak
kepada pihak ketiga.

n. Dengan alasan kepraktisan dan
terjadinya beban luar biasa maka
bersamaan dengan pengeluaran kas

faktor ketidakpastian akan
timbulnya kewajiban diakui
(basis kas).

C. PENGUKURAN

34. Beban diukur sesuai dengan:

a. harga perolehan atas barang/iasa atau nilai nominal atas
kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan
menggunakan mata uang rupiah.

b' menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi
jika barang/iasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

35. Pengukuran beban operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang
timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

36. Beban transfer diukur berdasarkan jumlah nominai yang
diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan
mata uang rupiah.

37' Beban non operasional dan beban luar biasa diukur berdasarkan
jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban non
operasional dan beban luar biasa diukur dengan mata uang rupiah.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGI(APAN

38. Beban disajikan dalam Laporan operasionar (Lo). Rincian dari
Beban dijelaskan dalam catatan atas Laporan Keuangan (caLK)
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sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang

dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban

Bantuan Sosial, Beban Pen5rusutan dan Amortisasi, Beban

Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

b. Beban Transfer

c. Beban Non Operasional

d. Beban Luar Biasa

39. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam

Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari

Kegiatan Non Operasional.

40. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara

lain:

a. Pengeluaran beban tahun berkenaan

b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan

antara pengakuan belanja.

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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KEBIJAI(AN AKUNTANSI BELANJA

A. UMUM

Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas

belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah

daerah.

RuangLingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.

2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan

entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang

memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah dan badan layanan umum.

Definisi Belanja

3. Belania adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

4. Belania merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan

Realisasi Anggaran (LRA).

5. Belania terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak

terduga, serta belanja transfer.

6. Belania Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan

sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi

antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan

sosial.
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7. Belania pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik
dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada
pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan
oleh pemerintah daerah yang belum berstatus pNS sebagai imbalan
atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang
berkaitan dengan pembentukan modal.

8. Belania barang dan iasa adalah pengeluaran anggaran untuk
pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12

(dua belas) bulan dalam melaksanakan program dal kegiatan
pemerintahan.

9. Belania Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk
pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban
penggunaan pokok utang etrincipal outstanding) termasuk beban
pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah
yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan
biaya denda.

10. Belania Subsldi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran
yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/ lembaga
tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat
terjangkau oleh masyarakat.

11. Belania Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk
uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah
lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi
kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

12. Belania Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam
bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindunsi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.

13. Belanla Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu
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periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal

untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset

tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga

beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap

digunakan.

14. Belania Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan

yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti

penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran

tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka

penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

15. Belania Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau

kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada

suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan.

16. Belania daerah diklasilikasikan menurut:

a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja

berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Pengguna Anggaran.

b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan

jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

17. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam

Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

18. Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi

perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

KedTzla 4A**tidxia Hal 3



c.

c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan

mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai

badan layanan umum.

PENGUKURAN

19. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang

ditetapkan dalam dokumen anggaran.

20. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan
diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum
dalam dokumen pengeluaran yang sah.

PENTAJIAN DAN PENGUNGI{APAN

21. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai
dengan klasifikasi ekonomi, vaitu:
a. Belanja Operasi

b. Belanja Modal

c. Belanja Tak Terduga

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

22. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas
atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. penjabaran

mata uang asing tersebut menggunakan kurs tensah Bank
Indonesia pada tanggal transaksi.

23. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun
berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan
sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi
silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap,
penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap
perlu.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi

tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan.

2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan

pengungkapannya.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memperoleh

anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

5. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas

pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana

perimbangan dan dana bagi hasil.

6. Transfer Masuk ILRAI adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan

lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat

dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

7. Transfer Keluar ILRAI adalah pengeluaran dari entitas peiaporan ke

entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh

pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

8. Pendapatan Transfer lLOl adaiah pendapatan berupa penerimaan

uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu

entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan.

9. Beban Transfer lLOl adalah beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada

suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan.
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B.

10. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya,

yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk
pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk
transfer/beban transfer sesuai BAS serta kelompok dana transfer yang
lain yang secara umum merupakan amanat dari peraturan perundang_
undangan atau program pemerintah seperti Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana penyesuaian, dan lain-lain.
11. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima serta jenis

transfer lainnya dalam Bagan Akun Standar

PENGAKUAN

Transfer Masuk dan pendapatan Transfer

12' untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Rearisasi
Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer
masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

13. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan
Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer
dilakukan pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (eamedJ atau
b' Pendapatan direarisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi

(realized)

14. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan
penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat
penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui
sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan
daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

15. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasr
Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat
terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

16. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan
operasional, pengakuan beban transfer pada perrode berjalan dilakukan
bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya
SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyLlsunan
laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang
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menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah kepada pemerintah

daerah lainnya/ desa/ entitas lainnya.

C. PENGUKURAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

17. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi

Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah

transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

18. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada

Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat

berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

19. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer

keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas

beban anggaran transfer keluar.

20. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer

diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang

bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/ desa/ entitas lainnya.

berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

D, PENILAIAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

2l.Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari pemerintah

pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak

memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman

pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai

pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan

realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan

pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah.

Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan

bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada
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pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan

kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas

pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi

pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU

tahun anggaran berjalan.

b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya

kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran

sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai

pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan

untuk jenis transfer yang sama.

E. PENGUNGKAPAN

22. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam

Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada

Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada

Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi

tahun anggaran sebelumnya

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer

masuk dengan realisasinya.

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam

Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer

pada Laporan Operasional.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

23. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan

atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

b.

c.

Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada

Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada

Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun

anggaran sebelumnya.

Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer

keluar dengan realisasinya.

Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam

Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada

Laporan Operasional.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

PENDAHULUAN

Tujuan

I . Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur

perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan

akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas'

3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas

pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memperoleh

anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah'

DEFINISI

4. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah

daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau

akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali

baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

anggaran.

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan

pengertian:

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan

secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas

akuntansi/ entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan

pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan

pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan'

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan

oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh

penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
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7.

Rekeninq Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada

bank yang ditetapkan.

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan

belanja selama satu periode pelaporan.

6. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat

pertanggungjawaban, terdiri atas :

(a) Penerimaan Pembiayaan Daerah;

(b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi

pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan

kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi

permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran

Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada

entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali

pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan

pembentukan dana cadangan.

PENGAKUAN

9. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas

Umum Daerah.

10. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening

Kas Umum Daerah.

PENGUKURAN

11. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

12. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas

bruto.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

13. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah

dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran

tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran

B.
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pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan

Neto.

14. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang

antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode

pelaporan. Selisih iebih/kurang antara realisasi penerimaan dan

pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos

SiLPA/SiKPA.

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

1 5. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan

akan dipungut/ ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila

kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali

kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir'

16. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi

rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada

Pengeluaran PembiaYaan.

17. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah

rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada

Penerimaan PembiaYaan.

18. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut

dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut

sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam 12 bulan

disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari

12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang'

19. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali

danaberguliryangdilakukanolehentitasakuntansi/badanlayanan
umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening

kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi

jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau

pengeluaran PembiaYaan.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

20. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang

rupiahdenganmenjabarkanjumlahmatauangasingtersebutmenurut
kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENGUNGI(APAN

21. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara

lain:
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(a)

(b)

Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun

berkenaan

Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan

penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana

cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal

pemerintah daerah.
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KEBIJAI(AN AKUNTANSI
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAI(AN

AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG
TIDAK DILANJUTI(AN

UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi

kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi

akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Ruang Lingkup

2. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas

menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan,

perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan

operasi yang tidak dilanjutkan.

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam

menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang

Mongondow

Definisi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesilik yang dipilih oleh

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai

dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode

bedalan atau periode sebelumnya.

6. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji

dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang

seharusnya.

7. Operasi yane tidak dilaniutkan adalah penghentian suatu misi atau

tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi,

program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat

dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

4.

5.
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8. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi

yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru,

pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

9. Penyaiian Kembali (resfafemenf) adalah perlakuan akuntansi yang

dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian

kembali pada awal periode pemerintah daerah, untuk pertama kali akan

mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

10. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan

dengan peraturan daerah.

KOREKSI KESALAHAN

ll.Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau
beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode

berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan
penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran,
kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan

kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau
kelalaian.

12. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signihkan
bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga
laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

13. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua)
jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang;

b. Kesalahan yang beruiang dan sistemik;

14. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak
akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalarr;
b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode

sebelumnya;

15. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang
disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu
yang diperkirakan akan terjadi berulang. contohnya adalah penerimaan
pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu
dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
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Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi,

melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk
mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi
pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

16. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode

berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam
periode berjalan.

18. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam
periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belania,
maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan
periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada
akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan_ LRA atau akun
belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

20. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan
penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun pendapatan lain_lain_LRA. Dalam hal
mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada
akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai
tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi
menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.

b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang
menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di_ mark_up d,an
setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus
dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan
menambah akun pendapatan lain-lain_LRA.
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c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawar

tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi

akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas'

d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang

menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum

dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih

dan mengurangi saldo kas.

2l.Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan

periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan

pada akun kas dan akun aset bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu

pengadaan aset tetap yang di- mark-up dan setelah dilakukan

pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut harus dikembalikan,

dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun

terkait dalam pos aset tetap.

b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu

pengadaan aset tetap tahun lalu belum diiaporkan, dikoreksi

dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan

mengurangi saldo kas.

22. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga

mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi

secara material posisi aset selain kas, apabiia laporan keuangan periode

tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun

pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban

dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai

tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan

menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai

tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah

akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
Kcliia.la l&utaai Koultt Kcaalzla



23. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA 
:

a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba
perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan
menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana
alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat,
dikoreksi oleh:

l) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun
Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

2) pemerintah pusat dengan menambah akun sardo kas dan
menambah Saldo Anggaran Lebih.

24. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan_LO yang tidak berulang
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan_LO:

a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba
perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan
menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana
alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat
dikoreksi oleh:

1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun
Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas oan
menambah Ekuitas.

25. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran
tidak berulang yang terjadi pada periode_periode
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila
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periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada

akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima

setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun

lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan

menambah saldo kas dan menambah akun Saido Anggaran Lebih.

b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu

pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok

pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi

akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu

angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian

pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas

dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu

angsuran utang tahun ialu yang belum dicatat, dikoreksi dengan

mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

26. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang

terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun

mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun

kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena

dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu

kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah

akun kewajiban terkait.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu

angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu

dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi

saldo kas.
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27. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19,20,2I dan

23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau

belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi

kesalahan.

28. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19,22, dan

24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas

yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

29. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun

setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya

kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin

(kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan.

Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun

jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin.

Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi

30. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu

terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan

pada aktivitas yang bersangkutan.

31. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAI(AN AKUNTANSI

32.Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu

entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi

keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi

yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

33. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi

sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi,

metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan

akuntansi.

34. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila

penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh

peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang
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berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan

menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan,

atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian

laporan keuangan entitas.

35. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang

secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;

dan

b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau

transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

36. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu

perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut

harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan

persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

37. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan

Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

38. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru

dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh,

dilakukan :

a. Penyajian Kembali (restatement\ atas pos-pos dalam Neraca yang

perlu diiakukan penyajian kembali pada awal periode.

b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu

dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai

klasilikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

39. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi

akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan,

tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

40. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada

Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya

sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, p erubahan estimasi masa

manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan

tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
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41. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan

datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila

tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan

pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

42. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan

oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau

kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

43. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan -- misalnya

hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal

efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun

berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak

sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban

terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada

Catatan atas Laporan Keuangan.

44. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen

yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan

walaupun berjumlah no1 untuk tahun berjalan. Dengan demikian,

operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

45. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun

berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah

operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan' Pada

umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal

penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang,

penjualan, hibah dan lain-lain.

46. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen

secara evoiusioner/ alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand

(permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian

kebutuhan lain.

Fungsi tersebut tetap ada.

Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus,

selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek,

kegiatan ke wilayah lain.

b.

c.

<&idle ,4444t44L Kd.t4 K..ahl44



d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat

biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut

PERISTIWA LUAR BIASA

47. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang

secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas

Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial

yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa

luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang

terjadi sebelumnya.

48. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah

kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di

dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar

kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu

entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama

tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang

lain.

49. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa

luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal

menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga

atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/ pergeseran

anggaran secara mendasar.

50. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang

ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya

berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang

bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran

berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang

menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa

tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama

bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signihkan dari

anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal

menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka

peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai

petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan

perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar

biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan
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mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk
kebutuhan darurat.

51. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa

luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud

menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai
aset/ kewajiban entitas.

52. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
d. Memiliki dampak yang signilikan terhadap realisasi anggaran atau

posisi aset/ kewajiban.

53' Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa
diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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